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ABSTRAK

Maulana Herlambang Sla : Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah
Kota Bandung Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn Mui/X/2016
Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Pengelolaan hotel syariah merupakan bagian darn perkembangan industri
halal yang bertujuan ggenghadirkan layanan perhotelan sesuai prinsip-prinsip
syariah. Hotel syariah fidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi
juga menerapkan nilai-nilai | dalam aspek pelayanan, fasilitas, dan transaksi.
Oleh karena itu, penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUIX/2016
menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan hotel berbasis syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan
Hotel Ungu Resignce Syariah Kota Bandung serta menilai kesesuaiannya
dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULX/2016 berdasarkan
perspektif hukum ekonomi syariah.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi mekanisme pengelolaan
hotel, bentuk akad vang digunakan dalam pelayanan kepadag§onsumen, serta
tingkat kesesuaian praktik operasional hotel dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI
Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi
kepustakaan, kemudian dianalisis secara despgiptif dengan membandingkan
praktik pengelolaan hotel terhadap ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor
L1O8/DSN-MULX/2016,

Hasil penelitian njukkan bahwa mekanisme peéngelolaan Hotel
Ungu Residence Syariah Tefah menerapkan sebagizﬁ:esur prinsip syariah,
seperti penyediaan fasilitas ibadah, ptlayanwmmg scsuai dengan nilai-nilai
Islam, serta penggunaan akad vang memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah.
Meskipun demikian, ih terdapat beberapa aspek yang memerlukan
penyempurnaan  agar implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor [108/DSN-
MUI/X/2016 dapat terlaksana secara optimal dan konsisten.

Kata Kunci: Hotel Syariah, Eu.kum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI
Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, Pengelolaan Hotel.




ABSTRACT

Maulana Herlambang Sla : Management of Hotel Ungu Residence
Svariah in Bandung City i Accordance with DSN-MUI Fatwa Number
108/DSN-MUVIX/2016 on Guidelines for the Implementation of Sharia-Based
Tourism.

Sharia hotel ernﬁgﬂnm'ﬁ' part nj% development of the halal industry.
aiming to p haospitality services in accordance with Islamic principles. A
sharia hotel 15 not only oriented toward economic profit but also implem
Istamic values in its services, facilities, and business transactions. Therefore, the
implementation of DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 serves as an
essenti ﬁ_ﬂ‘dﬂﬁ”?. for aperating sharia-based hotels.

is study aims to analyvze the management meclgmism of Hotel Ungu
Residence Svariah Bandung and evaluate its conformity with the provisions of
DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 from the perspective of Islamic
economic law.

The research focuses on the hotel's mar tert mechanism, the
contracts applied in providing :-*ervice.w crstomers, and the extent to which the
hotel's operational practices comply with the provisions of DSN-MUI Fatwa
Number 108/DSN-MULIX/201 ri.

This research employed an empirvical juridical method with a qualitative
approach, Data were collected through observation, interviews, documentation,
and literature review, anahzed descriptively by comparing the hotel's
management practices with the provisions stipulated in DSN-MUI Faiwa
Number 108/DSN-MUIZX/2016.

The results indicate that the management g Hotel Ungu Residence
Svariah has implemented most sharia principles, mcluding the provision of
waorship facilities, services based on Islamic values, and contractual practices
consistent with Islamic economic law. However, several aspectspyill require
improvement to ensure the optimal and consistent implementation of DSN-MUI
Fatwa Number 108/DSN-MUIL/X/2016.

Keywords: Sharia Hovel, Islamic E:‘anmnic Law, DSN-MUTI Fatwa Nunber
TOS/DEN-MULX7201 6, Hotel Management.
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BABI
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan pertumbuhan
yang signifikan dan menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan
ekonomi nasional. Pariwisata Eiak hanya berperan sebagai sumber devisa negara,
tetapi juga sebagai sektor yang mampu mendorong pertumbuhan usaha jasa,
transportasi. kuliner, serta akomodasi. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 4 yang
menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan meningkatkan
pertumbuhan ckonomi, kesejahteraan rakyat, dan pelestarian budaya bangsa'.

Seiring berkembangnya Kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan
yang sesudi dengan nilai-nilai Islam, konsep pariwisata syariah hadir sebagai
bentuk inovasi dalam industri pariwisata modern. Pariwisata syariah merupakan
kegiatan wisata yang penyelenggaraannya memperhatikan prinsip-prinsip syariah,
baik dari aspek pelayanan, fasilitas, produk, maupun etika usaha. Konsep ini tidak
hanya ditujukan bagi wisatawan Muslim, tetapi juga menawarkan nilai universal
berupa kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan etika pelayanan”.

Salah satu implementasi nyata dari berkembangnya pariwisata syariah
adalah munculnya hotel berbasis syariah. Hotel syariah merupakan usaha
penyedia jasa penginapan yang dalam operasionalnya mengintegrasikan prinsip-
prinsip syariah ke dalam sistem pelayanan, fasilitas, dan pengelolaan usaha.
Penerapan prinsip tersebut tercermin melalui penyediaan makanan dan minuman
halal, fasilitas ibadah, pengatran tamu sesuai norma syariah, serta lingkungan
yang bebas dari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam’

Dalam praktik operasional hotel syariah, hubungan antara pihak hotel dan
tamu pada dasarnya menggunakan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna

¥ 130 csia.@dmg-ljndung Momor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 4
lm'l.u', Pengantar Pariwisata (Jakarta: Grasindo, 20010}, hlm. 15,

Y Rozalinda, Ekenomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi{ Jakarta: Rajawali Pers,
2016), him. 214,




{faat} atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan
berupa pembayaran sewa (ujrah). Melalui akad ini, tamu memperoleh hak untuk
memanfaatkan kamar, %ilims. dan layanan yang disediakan hotel sesuai dengan
ketentuan vyang telah disepakati, sedangkan pihak hotel berkewajiban
menyediakan manfaat  tersebut secara  optimal. ﬁw& DSN-MUI Nomor
108/DSN-MULX/2016 menegaskan bahwa transaksi yang terjadi antara hotel
syariah dan wisatawan wajib menggunakan akad vang sesuai dengan prinsip
syariah, salah satunya adalah akad ijarah®. Oleh karena itu, pengelolaan Hotel
Ungu Residence Syariah Kota Bandung tidak hanya dituntut untuk enyediaknn
fasilitas dan pelayanan vyang sesuai dengan ketentuan syariah. tetapi juga
memastikan bahwa ﬁnungan hukum antara hotel dan tamu dilaksanakan
berdasarkan akad ijarah yang memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan
kemaslahatan bagi para pihak.*

Untuk memberikan pedoman normatif terhadap penyelenggaraan usaha
pariwisata berbasis syariah, gewan Syariah Masional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) menetapkan Fatwa Nomor 108/DSN-MULI/X/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Swariah. Fatwa ini menjadi
landasan hukum syariah vyang mengatur standar penvelenggaraan usaha
pariwisata, termasuk hotel syarigh, agar tetap berada dalam koridor syariat Islam.
Ketentuan dalam fatwa tersebut mencakup aspek produk, pelayanan, pengelolaan,
fasilitas, serta ctika usaha vang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha pariwisata
syariah®.

Meskipun secara normatif pedoman mengenai penyelenggaraan hotel
syariah telah ditetapkan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai fenomena
ﬁwg menunjukkan bahwa tidak seluruh hotel yang mengusung konsep syariah
€

ah menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut secara

‘Dewan gyariﬂh Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016), Faiwa DSN-MUS Nomar 108/08N-
MULXA200 6 tentang Pedoman Penyvelenggaraan Pariwisara Berdasarkan Prinsip Svariah. Jakarta:
DSN@I.

Nur, M, F., & Maulida, 1. §. R. (2024). Analisis fikih muamalah pada akad hotel syariah techadap
Fatwa Syariah MNasional tentang pariwisata syariah. Jurnal Riser Ekonami Svariah, 4(1)..
“Dewan Syarigh Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No, [08/DSN-MULX/2016,
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optimal, Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidaksesuaian
implementasi pada aspek operasional. pengawasan, maupun konsistensi
penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan hotel berbasis syariah’. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum
syariah yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kesesuaian antara norma
hukum syariah dengan prakiik pelaku usaha merupakan aspek penting dalam
menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Kepatuhan
terhadap fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan
terhadap standar operasional syariah, tetapi juga menjadi indikator kredibilitas
suatu usaha yang menggunakan identitas syariah di hadapan masyarakat. Oleh
karena itu, implementasi fatwa dalam praktik bisnis perlu dikaji secara empiris
untuk mengetahui sejauh mana norma hukum tersebut diterapkan dalam kegiatan
usaha®.

Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung merupakan salah satu hotel
yang secara eksplisit mengusung konsep syariah dalam kegiatan operasionalnya.
Sebagai hotel yvang menggunakan identitas syariah dalam branding usahanya,
keberadaan Hotel Ungu Residence menjadi relevan untuk dikaji dalam rangka
menilai 1plemcntasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel. Selain itu,
pemilihan hotel ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa hotel tersebut dapat
merepresentasikan  praktik  pengelolaan hotel syariah pada tingkat lokal,
khususnya di Kota Bandung Sebagai salah satu kota tujuan wisata utama di
Indonesia.

Meskipun Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung mengusung
konsep syariah dalam kegiatan operasionalnya, penggunaan label syariah pada
suatu hotel tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaannya
telah sesuai dengan ketentuan syariah vang berlaku. Fatwa DSN-MUI Nomor
108/DSN-MULX/2016 mengatur bahwa penyelenggaraan hotel syariah harus

7 Sheila Distiani & Muhammad Nazich Tbadillah, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No, 108/DSN-

MULX/2016 Tentang Pedoman Penyvelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah pada Biro
lanan Wisata Syariah™. Jurnal Al-Fatilt Global Mulia, Val. 3 No. 1 (2021),

* Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian FHakum (Jakarta: Ul Press, 20100, hlm. 51.




10
terhindar dari fasilitas maupun aktivitas y.ang mengarah pada kemusyrikan,

kemaksiatan, pornografi, dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah,
serta mewajibkan penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam
setiap transaksi yang dilakukan.” Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan
sejumlah hotel yang menggunakan identitas syariah hanya Sebagai strategi
pemasaran tanpa diikuti dengan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh
dalam sistem pengelolaan, pelayanan, maupun mekanisme transaksi yang
dilakukan. @nndisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan
normatif yang telah ditetapkan dalam fatwa dengan implementasi terjadi di
lapangan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana
prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam pengelolaan hotel yang
mengusung konsep syariah,'”

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, Hotel Ungu
Residence Syariah Kota Bandung telah menerapkan beberapa karakteristik hotel
syariah, seperti penggunaan identitas syariah dalam usaha penginapan dan
penyediaan lingkungan yang mendukung kebutuhan tamu muslim. Namun
demikian, kesesuaian antara praktik pengelolaan hotel déngan Ketentuan Fatwa
DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULX/2016 masih perlu ditelaah lebih mendalam,
khususnya terkait penerapan akad ijarah dalam penyewaan kamar, pelaksanaan
standar pelayanan syariah, serta pemenuhan ketentuan-ketentuan lain yang
menjadi indikator penyelenggaraan hotel berdasarkan prinsip syariah. Hal ini
penting karena fatwa tersebut tidak hanya menekankan penggunaan label syariah,
fetapi juga mengatur substansi pengelolaan yang harus diwujudkan  dalam
kegiatan operasional sehari-hari agar tujuan penyelenggaraan pariwisata syariah
dapat tercapai secara optimal (DSN-MUIL, 2016). Oleh karena itu, penelitian
mengenai pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung menurut
Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menjadi penting dilakukan

“Dewan g}'nriah MNasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Famwa DSN-MUT Nomar [08/SN-
MULX2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Svariah. Jakarta:
DSMN-MUL

"Rahmawati, N., & Fadillah, M. (2022). Implementasi prinsip syariah pada pengelolaan hotel
syariah di Indonesia, Jurnal Ekonawri Svariah dan Fukam Ekonomi fslam, 8(2), 145-158,
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untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat kesesuaian
pengelolaan hotel dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan.

crdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk
menganalisis bagaimana pengelolaan Hotel Ungu Residence Svarniah Kota
Bandung serta menilai kesesuaiannya élzngan ketentuan yang terdapat dalam
Fatwa DSMN-MUI Nomor 108/DSN-MUL/X/2016. Dari uraian permasalahan vang
telah  disampaikan secara singkatMé atas, maka peneliti terdorong untuk
melakukan sebuah kajian lebih mendalam melalui penelitian vang berjudul:
“PENGELOLAAN HOTEL UNGU RESIDENCE SYARIAH KOTA
BANDUNG MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-
MUI/X/2016 TENTANG  PENYELENGGARAAN  PARIWISATA

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ™

@R“muﬁﬂﬂ Masalah
Dan penjelasan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah

sebagai berikut:

. Bagaimana pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung?
Bagaimana pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah ditinjau dari Fatwa DSN-
MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/20167

C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pengeloloaan Hotel Ungu Residence di Kota Bandung
Untuk menganalisis kesesuian Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota

Bandung dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

mr‘lanfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat vang

bersifat teoritis dan praktis, antara lain:

Manfaat Teoritis
Secara teoritis ﬁnclitian diharapkan akan memberi manfaat untuk

menambah pengetahuan tentang bagaimana fatwa syariah diterapkan dalam dunia




perhotelan, Khususnya hotel syariah di indonesia. elain itu, penelitian imi
membantu mengembangkan pemahaman tentang cara mengelola hotel sesuai
prinsip syariah, seperti standar pelayanan, fasilitas, dan sistem keuangan yang
sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMULXN2016. Hasil
penelitian ini juga bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian lain yang ingin
mempelajari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan fatwa

syariah di bidang usaha.

. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengelola Hotel Ungu Residence Syariah
maupun hotel serupa untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip dalam fatwa
agar lebih baik dan berjalan dengan konsisten. Temuan penelitian dapat membantu
pihak manajemen dalam mengidentifikasi kendala yang muncul, serta merancang
langkah-langkah perbaikan seperti pelatihan karyawan dan penyesuaian sistem
operasional agar sejalan dengan nilai-nilai syariah. Selain itw, hasil studi ini dapat
dijadikan pertimbangan oleh lembaga seperti DSNMUI dan instansi pemerintah
dalam memperkuat dukungan serta memperluas penyuluhan terkait konsep hotel

berbasis syvariah.

E. Penelitian Terdahulu

Upaya untuk mendapatkan gambaran penelitian mengenai topik yang
diteliti, maka dari itu penulis melakukan penelusuran karya-karya ilmiah yang
berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti. Penelusuran ini berkaitan dengan
studi- studi terdahulu, schingga hal tersebut diharapkan untuk memberikan

wawasan atau pemahaman penulis sesuai dengan konteks penelitian.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Eko Kurniasih Pratiwi tahun 2017 yang
berjudul ﬁnlisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta(Tinjauan Fatwa
DSN MUI No: 108/DSN-MUIYX/2016)1. Analisis terhadap manajemen Hotel
Adilla Syariah Yogyakarta menunjukkan bahwa secara umum, operasional hotel
terschut telah sesuai d-:ngangatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor  108/DSN-MUIX/2016  tentang  pedoman
penyelengpgaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Meskipun demikian,




penelitian ini menyoroti tiga area utama yang perlu disempurnakan agar
implementasi syariahnya menjadi lebih komprehensif dan terjamin Pertama, hotel
masih perlu menyusun duman atau panduan Kkhusus mengenai prosedur
pelayanan hotel vang secara eksplisit menjamin terselenggaranya pelayanan yang
sesuai prinsip syariah, karena saat ini mereka baru menggunakan prinsip Islam
secara umum. Kedua, Hotel Adilla Syariah Bélum memiliki sertifikat halal MUI
untuk makanan dan minumannya karena emiliki restoran sendiri dan
masih menggunakan jasa katering s::iﬂngga%ﬁkasi halal bagi penyedia
makanan dan minuman menjadi hal vang penting untuk diurus Ketiga, dalam
aspek pengelolaan kevangan dan pelayvanan, hotel belum menggunakan jasa
lembapa perbankan syariah dan masih mengelola keuangannya secara internal,
yvang juga direkomendasikan untuk ditingkatkan. Penyempurnaan Ketiga hal ini
merupakan upaya_gaminan dari manajemen Hotel Adilla Syariah kepada

masyarakat bahwa prinsip-prinsip syariah tetap menjadi landasan utama

Hasil dari artikel ini Hotel Adilla Syariah Yogyakarta cars umum telah
menerapkan  prinsip  syariah  sesuai  dengan  Fatwa DSN-MUI No.
108/DSNMUL/X/2016. Hal ini terlihat dari layanan, produk, dan manajemen g
sejalan dengan nilai-nilai Islam. @mun, masih ada beberapa hal vang perlu
diperbaiki, seperti belum adanya prosedur pelayanan syariah secara tertulis, belum
semug Ekmmn dan minuman bersertifikat halal, serta penggunaan layanan
keuangan yang belum sepenubnya berbasis syariah. Perbaikan di tiga aspek ini
penting untuk memperkuat komitmen hotel dalam menjalankan manajemen
berbasis syariah.'!

Kedua, artikel yang ditulis %h Zilal Afwa Ajidin tahun 2019 yang
berjudul Analisis Penerapan Konsep Syariah pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan
DSN MUI No: 108/DSN-MUL/X/2016)1, Berdasarkan artikel ini, meskipun Hotel

2
Shago Bungsu secara umum sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-
MULI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip

i En Kurniasih Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa
DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)," Cakrawala: Jurnal Studi lslam 12, no. 1 (19 September
2017): 75-90.




syariah, @ﬂapﬂt beberapa hal yang masih_perlu ditingkatkan, Permasalahan
utama vang diidentifikasi adalah bahwa E:tel tersebut belum mengajukan
sertifikasi halal MUT untuk makanannya. Meskipun bahan menu sejauh ini tidak
mengandung zat haram dan masyarakat setempat ketat soal kehalalan makanan,
sertifikasi ini dianggap penting untuk diproses oleh pihak hotel sebagai jaminan
kehalalan makanan yang dibuat. Selain itu, dalam aspek gelnlaan keuangan,
hotel Shago Bungsu masih menggunakan lavanan perbankan svariah dan non-
perbankan syariah scbagai alur transaksi, dan pengelolaan dananya masih
dilakukan secara internal dan manual serta belum sepenuhnya menggunakan
perbankan svariah. Poin lainnya yang muncul dalam pembahasan pelayanan
adalah Hotel Shago Bungsu tidak bekerja sama dengan fravel agent manapun,
vang dapat menjadi kendala tersendiri khususnya bagi calon penghuni hotel yvang
memesan di luar jam kerja, meskipun hal ini diatasi dengan kesigapan pengelola
dalam membalas pesan masu asil dan artikel ini Hotel Shago Bungsu pada
umumnya telah menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Faiwa DSN-
MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hal ini terlihat dari kesesuaian pakaian
karyawan, tersedianya pedoman syariah, serta pembatasan terhadap fasilitas yang
bertentangan dengan nilai Islam. Hotel juga telah menyediakan sarana ibadah
yang memadai. Namun, masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi, seperti
belum adanya sertifikasi halal untuk makanan yang disediakan dan sistem
keuangan hotel yang belum sepenuhnya menggunakan perbankan syariah.
Pembenahan dua aspek ini penting untuk mendukung konsistensi hotel dalam

Ly ¥
menerapkan standar syariah secara menyeluruh '

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Nor Rifki Riyanto tahun 2022 yang
berjudul Tmplementasi Pedoman Penyelenggaran Pariwisata Syariah Berdasarkan
Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016], permasalahan utama yang
ditemukan terkait implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah

berdasarkan Fatwa DSN-MUT No. 108 Tahun 2016 di Hotel Syariah C1 Sumenep

aZil,al Afwa Ajidin, “Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu
{ Tinjauanfatwa DEN MU NO: 108/DSN-MUIX/2016)™ 9 (2019).




adalah adanya ;Ea ketentuan dari tujuh yang belum terlaksana, Ketentuan pertama
adalah bahwa Mmakanan dan minuman yang tersedia di hotel belum memiliki
sertifikat halal dari MUIL. Meskipun pihak hotel menjamin bahwa bahan yang
digunakan sudah halal, mereka belum memperoleh sertifikasi regmi tersebut.
Permasalahan kedua yang belum terpenuhi adalah kewajiban bagi hotel syariah
untuk menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan
pelayanannya, di mana Hotel C1 Sumenep dilaporkan belum mengeunakan jasa
lembaga Keuangan svariah. Selain itu, secara umum, penelitian ini memiliki
urgensi karena bertujuan untuk memastikan apakah bisnis yang menggunakan
label syariah, seperti Hotel Syariah C1 Sumencp, benar- benar  menerapkan
nsip syarigh dan sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh DSN-

MUT tentang ﬁ)tﬂi syariah,

sil dari artikel ini Hotel C1 Sumenep telah menerapkan sebagian besar

prinsip svariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUL/X/2016.
Penerapan tersebut terlihat dari aturan check-in yang mewajibkan tamu
menunjukkan identitas resmi sebagai pasangan suami istri, serta kepatuhan
terhadap lima dari tujuh ketentuan dalam fatwa. Namun, dua ketentuan masih
belum sepenuhnya terlaksana, vaitu belum adanya rtiﬁ]casi halal dari MUT untuk
makanan dan minuman yang disediakan, serta belum digunakannya layanan dari
mbaga Keuangan Syariah dalam operasional hotel. Hal ini menjadi catatan
penting untuk peningkatan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh di masa

mendatang,'?

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Aulivah Aprilika dari Institut
gga:ma Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2021 ini
membahas erapau Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUIX/2016 tentang
pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Hnﬁl Santun
Cirebon', Isu utama yang diangkat dalam artikel ini adalah mengenai penerapan

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUVX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan

1 Eu-r Rifki Riyanto dan Muhammad Ersya Faraby, “Implementasi Pedoman Penyelenggaran
P sata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO . 108/DSNMUI//2016" 7, no. 2 (2022].
4 Auliyah Aprilika, Peneropan Fatwa DSN-MUT Mo, 108/DSN-MULSX/2016 tentang Pedoman




Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Santun Cirebon. Meskipun Hotel
Santun sudah mendeklarasikan diri dan berupaya menerapkan prinsip syariah
seperti melarang pasangan bukan suami istri menginap sekamar, Tida
menyediakan makanan/minuman tidak halal, dan bermitra dengan Yayasan Al-
Bahjah ditemukan bahwa penerapannya belum sepenuhnya memenuhi standar
fatwa DSN-MUL Kekurangan utama yang menjadi permasalahan meliputi
belum adanya sertifikasi yang menvatakan hotel santun sudah menjadi hotel
svariah, belum memiliki sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minuman,
elum menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), belum ada pengawasan
langsung dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan sistem pengelolaannya
masih sederhana. Selain itu, ada juga isu tentang karvawan hotel vang bukan
muhrim berjabat tangan vang dinilai tidak sesuai prinsip svariah, bendasarkan
studi kasus hotel syariah lain yang menjadi pembanding. Permasalahan ini
penting karena perkembangan ekonomi dan pariwisata syariah di Indonesia
dinilai menjanjikan, sehingga standar operasional yang sesuai prinsip syariah

menjadi tuntutan masyarakat, terutama di Cirebon yang dijuluki kota wali.

g&sii penelitian menunjukkan bahwa Hotel Santun telah menerapkan
prinsip-prinsip syariah, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
dalam fatwa. Upaya penerapan tersebut meliputi énam prinsip utama, yaitu
konsumsj, hiburan, kegiatan usaha, etika, batasan hubungan, dan tata letak.
Namun, pandangan pengunjung terhadap penerapan prinsip syariah di hotel ini
beragam: sebagian merasa puas, sementara sebagian lainnya kurang puas,

khususnya terkait dengan sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

Kelima, penelitian Em]isis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.
108/DSNMUIX/2016 pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi
Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah) yang ditulis
oleh Maulana Arsyad dan pada tahun 2020 ini membahas fenomena
meningkatnya jumlab_hotel yang menggunakan label "syariah" di Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia®,

ﬁaul&m Arsvad, Analisiv Penerapan Fatwa DEN-MUI No. FOS/DSN-MUX/2006 pada Horel
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Meskipun jumlah hotel syariah terus bertambah, tidak semua E:m:l tersebut -
benar menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh sebagaimana%h:r
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUT) No.
10B/DSN-MULX/2016  tentang Pedoman  Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini seharusnya menjadi acuan utama bagi
hotel-hotel syariah dalam mengelola aspek manajerial, produk, dan layanan sesuai
sip syariah. Namun kenyataannya, masih banyak hotel yang belum memenuhi
seluruh  ketentuan  yang ditetapkan, misalnya dalam penggunaan lembaga
keuangan konvensional, belum tersertifikasi halal secara formal oleh MUIL, serta
hanya mencrapkan larangan menerima pasangan non-mahram sebagai satu-
satunya unsur kesyariahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah
penggunaan label "svariah” oleh hotel-hotel tersebut semata-mata merupakan
strategi pemasaran untuk menarik konsumen muslim, atau benar-benar didasari
oleh penerapan prinsip svariah secara komprehensif. Oleh karena itu, skripsi ini

%El Grand Dafam Rohan,

Namira Syariah, dan Arrayan Syariah menerapkan ketentuan fatwa tersebut dan

mencoba menganalisis secara rinci bagaimana ketiga

apakah mereka telah memenuhi semua indikator kesyariahan ditetapkan oleh
DSN-MUL

Berdasarkan uraian diatas, yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian tersebut, terletak pada;

el 1.1
Penelitian Terdahulu
Mo  [Nama Peneliti & |Objek Persamaan Perbedaan

Tahun Penelitian

g’rm’ah di Daerah Istimewa Yogvakaria (Snedi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Svariah, dan
Arvavan Svariah), Skripsi, Universitas Islam MNeperi Walisongo Semarang,




1 Em Kumiasih Hotel Adilla a-samamengkaji  [Fokus Pratiwi
o ; implementasi Fatwa  |lebih ke
— S DSN-MUI No. manajemen &
Yogyakarta \jogo016- Fokus  (SOP belum
pada manajemen semua makanan
hotel syariah bersertifikat
halal- Belum
pakal lembaga
keuangan
syariah




2 [Zilal Afwa Hotel Shago  |Sama-sama Penelitian Zilal
_— kan fatwa fokus pada etika

Ajidin(2019)  Bungsu CrenSgrR p

: . DSN sebagai acuan-  |(dan

Sama-sama menilai tasilitas ibadah

penerapan prinsip belum ada
syariah sertifikasi halal
dan sistem
teuangan
svariah
3 |Nor Rifki Hotel C1 Mengkaji penerapan  [Hotel C1 hanya
Riyanto(2022) [Sumenep fatwa 108 sccard m:ll'lﬂmp.:[{.'ll-l 3
langsung di hotel dari 7 prinsip
syariah Fatwa- Fokus
lebih pada
uran check-in
dan layanan
makanan
4 |Aulivah Aprilika Hotel Sama-sama menilai Menambahkan
(2021) S penerapan prinsip sudut pandang
: {syariah secara pengunjung
Cirebon menyeluruh dalam evaluasi-
Analisis 6

prinsip utama
termasuk layvout

dan etika
3 |Maulana Grand Dafam |Fokus evaluasi prinsip |Kajian terhadap
Arsvad (2020)  [Rohan, syariah vs realita label "syariah”
lapangan L .
MNamira, chagai strategi
Arrayan marketing-
Yogyakarta Membandingkan
3
hotel
fsyariah
sekalig
s

Eari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian terdahulu
éuwa DSN-MUI  Nomor

2
108/DSNMUL/X/2016 sebagai rujukan utama untuk menilai penerapan prinsip-

memiliki - kesamaan  dalam  menjadikan
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prinsip syariah dalam pengelolaan hotel. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa
tersebut memang memiliki kedudukan penting sebagai pedoman operasional

hotel berbasis syariah.

F. Kerangka Berfikir

Industri  halal mengalami  perkembangan  pesat  seiring  dengan
cningkamya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya produk dan
layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip svariah, Industri ini @K hanya
terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga merambah ke berbagai
sektor lainnya seperti kosmetik, farmasi, keuangan, fashion, serta jasa, termasuk
perhotelan dan pariwisata. Pertumbuhan industri halal menjadi salah satu
indikator meningkatnya kebutuhan akan ekosistem ekonomi yang berbasis pada
nilai-nilai Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di
dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, termasuk dalam
sektor pelayanan publik seperti hotel. Kehadiran hotel berbasis syariah merupakan
bagian dari upaya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang menginginkan
kenyamanan beristirahat tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama. gﬂlam
konteks ini, hotel syariah tidak hanya menawarkan fasilitas fisik, tetapi juga
menjamin bahwa seluruh proses pelayanan, transaksi, dan interaksi vang terjadi
telah memenuhi standar kehalalan dan prinsip etika lslam.

Pariwisata syariah merupakan bagian dari industri halal yang berkembang
pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk dan
layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk
implementasi panwisata syariah adalah hotel syariah, yaitu hotel yang dalam
penyelenggaraan dan pengelolaannya berlandaskan pada nilai-nilai Islam rta
menghindari aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Hotel syariah tidak
hanya menyediakan fasilitas pen%apan, tetapi juga memberikan pelayanan yang
mendukung pelaksanaan ibadah serta menjamin kehalalan produk dan layanan
yang diberikan.




@am rangka mewujudkan penyelenggaraan usaha hotel yang sesuai
dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUTI) mengeluarkan Fatwa Nomor [08/DSN-MUIX/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menjadi
pedoman bagi pelaku usaha pariwisata, termasuk hotel syariah, dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya gar sesuai dengan ketentuan syariat Islam
(DSN-MUL 2016).

atwa merupakan salah satu produk ijtihad yang dihasilkan pleh ulama
sebagai jawaban atas persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam konteks muamalah kontemporer, fatwa memiliki peran penting scbagai
pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi @n bisnis agar
tetap sesuai dengan prinsip-prinsip svariah, Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001),
fatwa merupakan penjelasan hukum syariah ang diberikan oleh ahli hukum Islam
terhadap suatu permasalahan vang memerlukan kepastian hukum berdasarkan Al-
Qur’an, Hadis, ijma’, givas, maupun metode fjtihad lainnya. Di Indonesia,
kewenangan mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi syanah dilakukan oleh
wan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi
menetapkan pedoman hukum bagi lembaga maupun pelaku usaha g
menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.'®

Sebagai respons terhadap perkembangan industri pariwisata syariah E
Indonesia, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa im
disusun sebagai landasan normatif bagi penyelenggaraan usaha pariwisata agar
seluruh aktivitas yang dilakukan sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Ruang
lingkup pengaturannya mencakup berbagai sektor pariwisata, seperti Efﬂl
syariah, destinasi wisata, spa, sauna, biro perjalanan wisata, serta berbagai bentuk
layanan pariwisata lainnya yang beroperasi dengan mengatasnamakan prinsip

syariah (DSN-MUIL 2016). Kehadiran fatwa tersebut menunjukkan bahwa

penerapan prinsip svariah dalam sektor pariwisata tidak hanya terbatas pada

" Caradawi, Y. (2001). %F wtwa Bayna al-Tndhibath we al-Tasayvub. Kairo: Dar al-Shalwah.
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penggunaan identitas atau label syariah, melainkan harus diwujudkan melalui
sistem pengelolaan, pelayanan, transaksi, ‘En fasilitas yang sesuai dengan
ketentuan hukum Islam.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan hotel syariah
wajib memenuhi sejumlah Ketentuan yang telah ditetapkan. Hotel syariah tidak
diperbolehkan menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan,
kemaksiatan, pornografi, maupun tindakan yang bertentangan dengan syariat
Islam. g:lain itu, hotel juga wajib menyediakan fasilitas yang mendukung
pelaksanaan ibadah, menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan, serta
menyajikan produk makanan dan minuman yang terjamin  kehalalannya.
Ketentuan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi konsumen
sekaligus menjaga tujuan syariah (magashid al-syariah), khususnya dalam Ek
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta N-MUIL, 2016).

Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 juga mengatur bahwa hubﬁn

d

ijjarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang

hukum antara hotel syariah dan wisatawan dilaksanakan melalui akad ijarah,

maupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan yang dise jrah
tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas objek yang dimanfaatkan. IIir‘@lﬁam
konteks hotel syariah, akad ijarah terjadi ketika tamu menyewa kamar dan
memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel dengan
membayar sejumlah biaya sesuai kesepakatan. Melalui akad tersebut, tamu
memperoleh hak untuk menggunakan kamar dan fasilitas hotel selama jangka
waktu tertentu, sedangkan pihak hotel berkewajiban menyediakan manfaat yang
telah diperjanjikan secara jelas dan transparan.

Penetapan akad ijarah dalam penyelenggaraan hotel syariah merupakan
hasil ijuthad DSN-MUI yang didasarkan pada karakteristik transaksi antara hotel
dan tamu. Objek utama transaksi tersebut bukanlah perpindahan kepemilikan

kamar kepada tamu, melainkan pemanfaatan fasilitas dan layanan dalam jangka

waktu tertentu. Oleh karena itu, akad jual beli tidak dapat diterapkan dalam

‘%nlunin,@ﬁ_ (2019), Bank Svariah: Dari Teori ke Prakik, Jakarta: Gema Insani,
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hubungan terscbut karena yang menjadi objek transaksi adalah manfaat
(manfa'ah), bukan barang (ain). Dasar penggunaan akad ijarah ini sejalan dengan
ketentuan fikih muamalah yang membolehkan transaksi pemanfaatan barang atau
jasa selama manfaat, harga, jangka waktu, rta hak dan kewajiban para pihak
diketahui secara jelas untuk menghindari unsur gharar, penipuan, maupun
perselisihan di kemudian hari."

Dengan demikian, keberadaan @twn DSN-MUI Nomor 108/DSN-
MUIX/2016 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman umum dalam
penvelenggaraan parjwisata syariah, tetapi juga menjadi standar penilaian
terhadap kesesuaian pengelolaan hotel syariah dengan prinsip-prinsip hukum
Islam. @Eh karena itu, fatwa tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam
penelitian ini untuk menilai apakah pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah
Kota Bandung telah memenuhi ketentuan penyelenggaraan hotel berdasarkan
prinsip svariah sebagaimana ang telah ditetapkan oleh DSN-MUL

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUIX/2016 mengatur berbagai aspek
ang harus dipenuhi oleh hotel syariah, seperti penyediaan makanan dan minuman
halal, tersedianya ﬁsilitas ibadah, larapgan terhadap aktivitas yang bertentangan
dengan syariah, penerapan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. serta
penggunaan sistem transaksi dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip
syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi indikator dalam menilai
kesesuaian suatu hotel yang mengusung konsep syariah.

Dalam pelaksanaan industri halal dan layanan berbasis syariah seperti hotel
syariah, dasar hukum yang digunakan mengacu kepada dalil-dalil syariat vang
terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dalil ini menjadi pijakan utama dalam
menetapkan batasan anfara vang halal dan yang haram, serta membentuk panduan
etika dalam bermuamalah. Salah satu dalil utama yang menjadi dasar penting dalam
penvelenggaragg layanan halal adalah perintah untuk mengonsumsi dan

menggunakan hal-hal yang halal dan baik, sebagaimana dalam firman Allah Swt:

G S5 p4155) Glailil) el 15 3 5 Cala s a1 e 30K i 50

”Az-ﬂaili. W 2000y, Al-Figh Al-Tslami wa Adillatufu (3ilid 5). Damaskus: Dar AL-Fike.
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%ﬁnya:

"Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik vang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh,
setan itu musuh yvang nyata bagimu." (QS. Al-Bagarah; 168)

Avat ini menunjukkan bahwa @m tidak hanya mengatur apa yang boleh
dan tidak boleh dikonsumsi, tetapi juga menekankan pentingnya aspek tayvib (baik,
schat, bersih, dan berkualitas). Dalam konteks layanan publik seperti hotel, prinsip
ini tidak hanya berlaku pada makanan, tetapi juga pada seluruh aspek layanan yang
diberikan. Hotel yang mengikuti prinsip syariah harus_menjamin kehalalan
transaksi, pelayanan yang bermartabat, dan lingkungan yang bebas dari unsur-

unsur yang bertentangan dengan syariat.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan pentingnya
menjaga diri dari hal-hal yang haram dan tidak jelas statusnya (syubhat).
Rasulullah bersabda:

,w,w mmw..ﬂ.uu,__‘,_m;ﬁw.\mu_ﬂww mmu;.rl
o b el (e S Gl Y B 5l Ly O ol (5 L O30 ) O3
wmall Jia 2 75 e | I8 ol Al (3 By Slgial a4 e 4l | 5000 8 gl
13 daias sl 3 G5yl as mﬂtﬂhﬁ,wlﬂdhﬂiw,‘ﬂutw ARERAY
.sim_’hi_ﬂ.l.ﬂﬂ_u _lll\qﬁj'ﬂﬂﬁ_ﬂ]l_.d__dlljdf_‘._;lﬁu-_*dm
(HE., Bukhari No. 2051; No, Muslim 1599)

Artinya:

" g&lﬁ Abu ‘Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku
mendengar Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam bersatglp: “Sesungguhnya
yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di
antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak
mengetahui (hukum)-Nya., Barangsiapa vang menghindari perkara svubhat
(samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.
Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke
dalam perkara yvang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar
larangan {milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah,
bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan
Allah adalah apa yang diharamkan-MNya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad
manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya;
dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal
daging itu adalah hati. [ Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah




lafazh Muslim].
Hadis ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih dan

menyediakan produk maupun layanan. Dalam praktik perhotelan syariah,
kehati-hatian  ini tampak pada aturan-aturan ketat dalam interaksi lawan jenis,
pemilihan mitra usaha, dan kebijakan operasional lainnya.

Menurut Al - Fayumi Al Fatwa sebagaimana dikutip oleh Badri Khaeruman,
ava berasal dari kata al —afta, yang artinya pemuda yang kuat. Maksudnya bahwa
seorang mufti memberi %wa harus kuat menghadapi pertanyaan vang diajukan
seseorang atau kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru dengan
argumentasi- argumentasi yang kuat. Dalam Al-Ta’rifat discbutkan Etwa berasal
dari bahasa Arab al-fatawa atau al-futyva, yang artinya jawaban terhadap sesuatu
yang muskil dalam hukum'?,

Menurut Quraish Shihab, Etwa berasal dari bahasa arab al-iffa, al-fatwa
yang secara sederhana dimengerti sebagai pemberian keputusanl. @rwa bukanlah
keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sekehendak hati, yang disebut
membuat hukum tanpa dasar (al-tahakiwm). Fatwa senantiasa terkait dengan siapa
yang berwenang memberi fatwa (ijazah al-ifia), kﬂdﬂﬂ fatwa (adab al-ifta), dan
metode pembuatan fatwa (al-istinbath).”

Fatwa merupakan pendapat hukum Islam dikeluarkan oleh lembaga
atau otoritas yang memiliki wewenang dalam menent ketentuan syariat
terhadap suatu permasalahan kontemporer, Di Indonesia, Tatwa yang berkaitan
dengan ekonomi dan layanan publik berbasis syariah dikeluarkan éh Dewan
Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUT). Fatwa ini menjadi
pedoman penting dalam menjamin bahwa praktik-praktik bisnis dan pelayanan,
termasuk dalam sektor perhotelan, sejalanégan prinsip-prinsip Islam. Salah satu

E:El syariah adalah

fatwa yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUIX/2016 tentang Pedoman

2
¥ Adam, Panji. (2018), Farwa-Famwa Ekenomi Svariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya
pada Lembaga Kewanga riah, Jakarta: AMZAH
M Hooker, M. B. (2003}, Islam mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan perubahan sosial (1. B. Hasan,
Trans.).
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Penyelenggaraan ]-Intr:i%niasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini diterbitkan sebagai
respon atas semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap

layanan akomodasi yang tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga sesuai secara

spiritua
@rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau
jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan atas barang tersebut. Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan
dalam Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUVIX/2017 tentang Akad ljarah vang
menyatakan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu
barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujrah, tanpa
disertai perpindahan Kepemilikan atas barang yang menjadi objek akad. Selain itu,
dalam pelaksanaannya akad ijarah dapat berkaitan dengan akad wakalah
sebagaimana % alam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUVIV2000 tentang
Wakalah apabilaﬁ satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk
melakukan suatu tindakan hukum atas namanya,
Konsep akad ijarah sebagaimana diatur dalam g\va DSN-MUI No.
09/DSN-MUL/IV/ 2000 memiliki keterkaitan yang erat dengan penyelenggaraan
| syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUL/X/2016.
Hubungan hukum yang terjadi antara pihak hotel dan tamu pada dasarnya
merupakan hubungan sewa-menyewa atas manfaat yang diberikan oleh hotel,
bukan perpindahan kepemilikan atas kamar maupun fasilitas vang tersedia. Dalam
transaksi tersebut, tamu memperoleh hak untuk menggunakan kamar, fasilitas,
dan layanan hotel dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah biava
sewa (ujrah) yang telah disepakati, sedangkan kepemilikan atas kamar dan
fasilitas tersebut tetap berada pada pihak hotel. Karakteristik tersebut sesuai
dengan konsep ijarah dalam fikih muamalah yvang menjadikan manfaat { manfa“ah)
sehagai objek akad, sehingga akad ini dipandang relevan untuk diterapkan dalam
kegiatan usaha perhotelan syariah®'. g:jﬂ]ﬂﬂ dengan hal tersebut, Fatwa DSN-
MUT No. 108/DSN-MULX/2016 menetapkan bahwa transaksi yang terjadi antara

= Az-%aili. WL (200 1), Al-Figh Al-Tstami wa Adillathu (Vol. 5), Damaskus: Dar Al-Fikr,
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hotel syariah dan wisatawan harus gguna]wn akad yang sesuai dengan prinsip
syariah, salah satunya akad ijarah, karena layanan yang diberikan hotel pada
hakikatnya merupakan pemberian hak manfaat kepada tamu dalam jangka waktu
tertentu tanpa adanya perpindahan kepemilikan aset yang digunakan (DSN-MUI,
2016). Oleh karena itu, penerapan akad ijarah menjadi salah satu indikator penting
dalam menilai kesesuaian pengelolaan hotel svariah dengan ketentuan syariah
yang telah ditetapkan oleh DSN-MUIL*?

Fatwa tersebut menetapkan beberapa ketentuan pokok dalam pengelolaan

el svariah, antara lain: Melarang transaksi, fasilitas, dan akitivitas vang
@rtentangan dengan prinsip syariah seperti menyediakan minuman keras,
perjudian, dan hiburan yang tidak Islami. Mewajibkan pemisah kamar antara tamu
pria dan wanita yang bukan mahram. Menyediakan makan dan minuman halal.
Menerapkan sistem keuangan dan transaksi yang bebas dari riba dan unsur gharar,
Menyediakan fasilitas penunjang ibadah seperti mushola dan penunjuk arah kiblat.
Menerapkan nilai-nilai etika islam dalam pelayanan terhadap tamu.

Fatwa ini tidak hanya menjadi rambu-rambu hukum, tetapi juga sebagai
upaya konkret dalam menginstitusikan prinsip syariah ke dalam praktik layanan
publik modern. Oleh karena itu, geI-u]aan hotel syariah seperti Hotel Ungu
Syariah harus merujuk pada ketentuan-ketentuan_dalam fatwa tersebut untuk
memastikan seluruh operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip-prinsip svariah merupakan nilai-nilai dasar dalam Islam vang
menjadi landasan dalam pelaksanaan segala bentuk kegiatan muamalah, termasuk
dalam sekior pelavanan publik seperti perhotelan. Prinsip-prinsip ini Didak hanya
mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup etika, tata kelola, serta interaksi
sosial dan ckonomi yan ggjalankan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah.
Dalam penyelenggaraan hotel syariah, prinsip-prinsip syariah tersebut
diwujudkan dalam berbagai aspek operasional yvang bertujuan untuk menciptakan
lingkungan yang Islami. bersih, nvaman, dan bebas dari unsur vang bertentangan

dengan ajaran agama.

= Eur, M. F., & Maulida, 1. 5. K. (2024). Analisis fikth muamalah pada akad hotel syariah terhadap
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pariwisata svariah, Jurnal Rivet Ekonami Svariah, 4(1).
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Beberapa prinsip utama ang menjadi pedoman dalam pengelolaan hotel
syariah antara lain prinsip kehalalan yang mencakup penyediaan makanan dan
minuman yang telah terjamin kehalalannya serta larangan terhadap segala bentuk
produk, fasilitas, dan aktivitas vang bertentangan dengan syariat Islam seperti
minuman beralkohol, narkotika, perjudian, dan bentuk kemaksiatan lainnya.
Selain itu. terdapat prinsip kesucian dan kebersihan (taharah) vang tidak hanya
berorientasi pada kebersihan fisik bangunan, kamar, dan lingkungan hotel, tetapi
juga mencakup aspek kebersihan spiritual melalui penciptaan suasana yang
mendukung pelaksanaan ajaran Islam. Pengelolaan hotel syariah juga harus
memperhatikan prinsip penjagaan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang
bukan mahram dengan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan norma syariah,
termasuk dalam proses penerimaan tamu dan penggunaan kamar hotel. Di
samping itu, prinsip tanggung jawab moral menjadi landasan penting dalam
pelayanan hotel vang diwujudkan melalui sikap amanah. sopan santun,
profesionalitas, serta kejujuran dalam memberikan informasi dan pelayanan
kepada konsumen. Prinsip keadilan dan transparansi juga harus diterapkan dalam
setiap kegiatan operasional dan transaksi keuangan sehingga seluruh bentuk akad
yang digunakan terhindar dari_unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maisir
(spekulasi atau perjudian), serta lik-praklik yang dapat merugikan salah satu
pihak. Selain itu, hotel syariah wajib mendukung pelaksanaan ibadah tamu dengan
menyediakan fasilitas vang memadai, seperti mushala, pedengkapan salat,
penunjuk arah kiblat, informasi jadwal salat, serta suasana yang kondusif untuk
menjalankan aktivitas ramaan. Berbagai prinsip tersebut menunjukkan bahwa
konsep hotel syariah Ti hanya berfokus pada aspek bisnis dan pelayanan
semata, melainkan juga berupaya menghadirkan lingkungan g selaras dengan
nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas pengelolaannya (DSN-MUI, 2016).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjadikan hotel syariah
tidak sekadar sebagai tempat menginap, melainkan sebagai sarana yang mampu
mendukung pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari para tamu.
Kehadiran hotel syariah diharapkan dapat emberikan rasa aman, nyaman, dan

ketenangan bagi wisatawan muslim karena seluruh fasilitas, layanan, dan aktivitas
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yang tersedia telah disesuaikan dengan ketentuan syariah, Dt samping itu,
keberadaan hotel syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung
lcf:mbangan industri halal di Indonesia yang terus mengalami peningkatan
seiring dengan bertambahnya Kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan
yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip
syariah dalam pengelolaan hotel bukan hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap
ketentuan agama, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ckosistem
pariwisata yang berkelanjutan, beretika, dan memberikan kemaslahatan bagi
seluruh pihak yang terlibat. ™

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan Hotel Ungu Residence
Syariah Kota Bandung akan dikaji mggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor
108/DSN-MUL/X/2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai standar normatif dalam menilai kesesuaian
praktik pengelolaan hotel dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Fatwa
terschut dipilih karena memuat berbagai ketentuan yang secara khusus mengatur
penyelenggaraan hotel syariah, mulai dari aspek pelayanan, fasilitas, penggunaan
akad, hingga larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan prinsip
svariah. Melalui penelitian ini akan dianalisis sejauh mana implementasi
@nman-kmmman yang terdapat dalam fatwa tersebut telah diterapkan dalam
pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung. Selain itu, penelitian
ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun
menghambat penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULIX/2016 dalam
kegiatan operasional hotel schingga dapat diperoleh gambaran yang lebih
komprehensif mengenai tingkat implementasi fatwa tersebut serta_relevansinya
dalam praktik pengelolaan hotel syariah di tingkat lokal. Hasil nr.:litian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian
hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola hotel
dalam meningkatkan kepatuhan terhadap msip—prinsip syariah yang telah
ditetapkan oleh DSN-MUT (DSN-MLUIL 2016).

3 Battour, M., & lsmail, M. N. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future.
Tourism Management Perspectives, 19, 150-154,

23




ﬁﬂl[

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Hukum EKkonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau

penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau
seluruh anggota masyarakat dengan fuuan untuk mengadakan suatu tata vang
dikehendaki oleh penguasa tersebut. hikum ekonomi adalah perangkat hukum
yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi
baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha
dan perusahaan,

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur
dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan
perekonomian . disamping dari sudut ekonomi. untuk menggunakan hukum
sebagai salah satu lembaga dimasvarakat turut menentukan kebijakan ekonomi
yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur
ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk
dalam kegiatan ekonomi.

Syariah dalam pengertian etimologi adalah Elan ke tempat mata air atau
tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan syariah dalam pengertian
terminologi adalah seperangkat norma ilahi vang mengatur hubungan manusia
dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan social,
hubungan, manusia dengan makhluk dialam lingkungan hidupnya >

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat kaidah atau norma
hukum yang bersumber dari ajaran Islam yang mengatur aktivitas ekonomi
manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan produksi
distribusi, maupun konsumsi. Sumber utama hukum ekonomi svariah adalah Al-
Qur'an dan Hadis, yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama

dengan menggunakan metode seperti ijma’, giyas, dan istihsan untuk menjawab

B A ﬂum Ekonomi Syariah 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah. TINSALUAN HUKLUM
ERXONOMI STARIAR TENTANG JASA PEMANCINGAN, 9.
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berbagai persoalan ekonomi yang terus berkembang, Secara tenninﬂlngis,ﬂum
ckonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia
(hablum minannas) dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi
spiritual sebagai bentuk ketaatan Kepada Allah SWT (hablum minallah). Oleh
karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus berlandaskan pada nilai-
nilai keadilan (‘ad/), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), serta
menghindari segala bentuk praktik vang dilarang seperti riba (tambahan yang
bersifat eksploitatif)., gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau
perjudian).

Hukum ekonomi syariah adalah keseluruhan aturan yang mengatur
hubungan manusia dalam bidang ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip
syariat Islam. Definisi ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah fidak hanya
bersifat normatif, tetapi juga aplikatf dalam kehidupanét:hari-haﬁ,” Sementara
itu, selain itu ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-
nilai Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (falah) ?aik di dunia
maupun di akhirat, ™

Ekonomi Islam (vang menjadi dasar hukum ekonomi syariah) merupakan
suatu sistem yang berupaya mewujudkan keadilan ekonomi melalui distribusi
kekayaan yang merata serta penghapusan praktik-praktik yang merugikan
masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum ekonomi syariah berperan sebagai
instrumen untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan beretika.”’

Selain itu, hukum ekonomi dalam Islam dibangun atas prinsip
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, Hal ini berarti
bahwa kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi tetap diakui, namun harus
dibatasi oleh norma-norma syariah agar tidak merugikan orang lain dan tidak
menimbulkan ketimpangan sosial.”"

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah

i a. (2015). Akad dan produk bank svariah (Ed. revisi). Rajawal Pers.

1 Biddigi, M. N. (2004). Riba, bank interest and the rationale of {5 profibifion. Islamic
Development B slamic Research and Training Institute.

2 AL-Qaradawd, ¥, (1995), Daur al-givam wa al-akhlag fi al-fgeishad al-fslami,

”@ni. (2012). Hubum ekonomi syariak di Indonesia. Refika Aditama.
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adalah suatu sistem hukum yang komprehensif yang mengatur aktivitas ekonomi
manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan untuk mewujudkan
keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Hukum ini Tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada
nilai-nilai moral dan spiritual, schingga menciptakan sistem ekonomi yang

beretika dan berkelanjutan.””

2. Prinsip-Prinsip Dasar mkum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang mengatur
berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan ketentuan syariat giam yang bersumber
dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad. Berbeda dengan sistem ekonomi
konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek keuntungan, hukum
ekonomi syariah mengintegrasikan ﬁai-nilaj moral, etika, dan spiritual dalam
setiap aktivitas ekonomi sehingga setiap transaksi Eiak hanya bertujuan
memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, keseimbangan, serta
kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat,™

Dalam implementasinya, hukum ekonomi syariah dibangun atas sejumlah
prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan muamalah. Prinsip-
prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan agar setiap aktivitas ekonomi
terlaksana sesuai dengan tujuan svariat (magdsid al-svari'ah), menjaga hak dan
kewajiban para pihak, serta menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan saling
menguntungkan. Prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi svariah meliputi prinsip
tauhid, al-'ad! (keadilan), al-hurrivah (kebebasan), al-musawah (persamaan), al-
ta'awnn (tolong-menolong), dan al-rasamudt (toleransi). Keenam prinsip tersebut
menjadi landasan dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum ekonomi
syariah agar seluruh aktivitas ekonomi tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam

serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat luas.

* Ascarya, Penulis. " Akad dan Produk Bank Syariah.” J&BYa: PT. Grafinde Persada 99 (2011).
“ Hamid, H. A.. Maulana, M, R, & Sulastri, D, (2024}, The principles of Isfamic economic faw in
collateral regulations in Indonesia. Asv-Svari'ah, 26(2), 211-230.
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Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Prinsip tauhid merupakan gdasan utama dalam hukum ekonomi sygdah yang
menegaskan bahwa selurub aktivitas manusia, termasuk kegiatan ckonomi, merupgkan
bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi
sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dilandasi dengan niat untuk memperoleh rdha
Allah SWT, Prinsip ini membentuk kesadaran bahwa manusia hanyalah khalifah yang
mengelola sumber dava vang telah diberikan oleh Allah,

Prinsip tauhid sebagai dasar dalam hukum ekonomi syariah juga
menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai pedoman utama dalam setiap aktivitas
ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas ekonomi gdak hanya dipandang
sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan material semata, (etapi juga sebagai
sarana untuk mewujudkan pengabdian kepada Allah SWT melalui pelaksanaan
ketentuan-ketentuan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Prisnsip tauhid menjadi
fondasi utama sistem ekonomi Islam karena seluruh aspek kehidupan manusia,
termasuk kegiatan ekonomi, harus diarahkan pada kepatuhan terhadap kehendak
Allah SWT dan tanggung jawab moral sebagai khalifah di muka bumi.’' Sejalan
dengan pendapat tersebut, bahwa prinsip tauhid melahirkan kesadaran bahwa
kepemilikan hakiki atas seluruh sumber daya ada di alam semesta berada pada
Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberikan amanah unfuk mengelola dan
memanfaatkannya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariah.
Dengan demikian, prinsip tauhid tidak hanya berfungsi sebagai landasan teologis
dalam hukum ekonomi syariah, tetapi juga menjadi dasar bagi terbentuknya
perilaku ekonomi yang jujur, adil, bertanggung jawab, serta berorientasi pada
kemaslahatan bersama sehingga setiap kegiatan ekonomi ng dilakukan tidak
semata-mata mengejar keuntungan duniawi, melainkan juga mengandung nilai

ibadah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.**

H EE&pr&, M. UL (2000 and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation.
2 Mannan, M. A. (1997). Teort dan Prakiik Ekonomi Telam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,

27




b. Prinsip Keadilan (AdY)

Keadilan merupakan prinsip fundamental ﬁam hukum ekonomi syariah.
Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak
lain. Praktik-praktik yang mengandung unsur eksploitasi, seperti riba, gharar, dan
maysir, dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam
ckonomi Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak
kepada yang berhak secara proporsional.

Prinsip keadilan memiliki kedudukan vang sangat penting dalam hukum
ekonomi syariah karena menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara individu
maupun lembaga dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk
menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang
mnpemleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Keadilan dalam
ekonomi Islam @ak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga
mencakup keadilan dalam proses produksi, konsumsi, pertukaran, serta seluruh
aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap transaksi
harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan didasarkan pada kesepakatan para
pihak agar terhindar dari unsur ketidakadilan yang dapat menimbulkan kerugian.
Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam
menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-hak setiap individu serta menolak
segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam
kegiatan ekonomi. Dengan demikian, larangan terhadap praktik riba, gharar, dan
maysir bukan hanya bertujuan menjaga keabsahan transaksi menurut syariah, tetapi
Juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dalam
masyarakat. Melalui penerapan prinsip keadilan, hukum ekonomi syariah berupaya
menciptakan sistem ekonomi yang mampu memberikan manfaat secara merata,
menjamin kepastian hak para pihak, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh

masyarakat,™

B Mannan, M, A, (1997). imri dert Praktik Ekonomi Telam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
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<.

Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Prinsip kemaslahatan meneckankan bahwa setiap ivitas ekonomi harus
memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas. Tujuan utama
hukum ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (falah), bukan hanya
keuntungan material semata. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau transaksi
ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan umum.

Prinsip kemaslahatan merupakan salah satu tujuan utama vang hendak
diwujudkan dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan bahwa setiap
aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan materi,
tetapi juga harus mampu memberikan manfaat serta menghindarkan mudarat bagi
individu maupun masyarakat secara luas. Kemaslahatan menjadi inti dari tujuan
svarial (magashid al-svariah) yang diarahkan untuk enjaga agama (hifz al-din),
jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘agl), keturunan (hifz al-nasf), dan harta (hifz al-
mal).** Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan
mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap tercapainya lima tujuan
pokok tersebut.’® Sejalan dengan pendapat tersebut, konsep maslahah dalam
ckonomi Islam berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh
aktivitas ekonomi mampu menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan, dan
keberlanjutan bagi masyarakat.’® Dengan demikian, suatu kebijakan maupun
transaksi eknnnm!iﬁ( hanya dinilai dari aspek keuntungan yang dihasilkan, tetapi
juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu memberikan manfaat, melindungi
kepentingan masyarakat, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan bersama.
Melalui penerapan prinsip kemaslahatan, hukum ekonomi syariah berupaya
mewujudkan falah atau kesejahteraan yang bersifat menyeluruh, Baik di dunia

maupun di akhirat.

e Ei&i\ulihi. AL (2004), Al-Muwafagat f§ wsal al-sharial (A, M. Draz, Ed.). @r al-Kutub al-
Tmiyyah.
¥ Al-Syatibi, A. L (2004). Al-Muwafagar fi Usul al-Shari‘'ah (Jilid 2). Beimt: Dar al-Kutub al-

I ah,
¥ @:s:u.l.lscif A, W., & Bouheraowa, 8. (2011). The Framework of Magasid al-Shariah and fis
Implication for xlamic Finance, Tslam and Civilisational Renewal, 2(2), 316-336,
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d. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung Jawab
Islam memberikan kebebasan kepada individu dalam melakukan kegiatan
ckonomi, seperti berdagang, berinvestasi, dan bekerja. Namun, kebebasan tersebut
tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan syariah. Setiap @vidu
bertanggung jawab atas aktivitas ckonomi vang dilakukannya agar tidak merugikan
pihak lain dan tetap berada dalam koridor halal.

Prinsip keb an yang bertanggung jawab dalam hukum ekonomi svariah
memberikan hak @;«ada setiap individu untuk melakukan berbagai aktivitas
ekonomi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, seperti berdagang, bekerja,
berinvestasi, maupun mengembangkan usaha. Namun, kebebasan terscbut tidak
bersifat absolut sebagaimana yang dikenal dalam sistem ekonomi liberal,
melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah yang bertujuan
menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerugian bagi pihak lain, Islam
mengakui kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi sebagai bagian dari hak
yang dibenkan kepada manusia, tetapi kebebasan tersebut harus diilmbangi dengan
tanggung jawab moral dan sosial sehingga penggunaannya tidak bertentangan
dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.”” Sejalan dengan
pendapat tersebut, kebebasan dalam ekonomi Islam selalu berkaitan dengan konsep
pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat, sehingga setiap tindakan
ckonomi yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek etika, kejujuran, serta
dampaknya terhadap kepentingan umum.’™ Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi
tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga berkewajiban
memastikan bahwa aktivitas vang dijalankannva berada dalam koridor halal, tidak
mengandung unsur yang dilarang syariah, serfa tidak menimbulkan kerugian bagi
pihak lain. Dengan demikian, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab menjadi
sarana untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan
sosial dalam mewujudkan tujuan hukum ekonomi syariah yang berorientasi pada

keadilan dan kemaslahatan bersama.

T Siddigi, M. N. {2001). Teaching Economics in Islamic Perspective, Jeddah: 1slamic Research and
T 2 Institute.
W Nagvi, 5. N H. (19%4), Iifam, Economics, and Society. London: Kegan Paul Tnternational,
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c.

Prinsip Keseimbangan
Prinsip kesecimbangan mengatur hubungan %ﬂ:‘a kepentingan individu dan
kepentingan masyarakat. antara aspek material dan spiritual, serta antara hak dan
kewajiban. Dalam hukum ekonomi syariah, Keseimbangan ini penting untuk
mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
Prinsip keseimbangan dalam hukum ekonomi svariah menekankan
pentingnya menjaga kesclarasan antara berbagai aspek kehidupan manusia, baik
antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kebutuhan
material dan spiritual, maupun antara hak dan kewajiban vang dimiliki oleh setiap
individu. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang tidak
hanya mendorong pertumbuhan dan  kemakmuran, tetapi  juga menjamin
pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial dalam masyarakat, Konsep
keseimbangan dalam  ekonomi Islam mengajarkan  bahwa manusia  harus
menghindari sikap berlebihan (israf) maupun sikap yang terlalu mengekang diri,
sehingga aktivitas ekonomi g}mt berjalan secara proporsional dan memberikan
manfaal yang optimal. Sejalan dengan pendapat tersebut, %wa sistem ekonomi
Islam dibangun atas prinsip keseimbangan yang mengintegrasikan kepentingan
individu dengan kepentingan kolektif melalui mekanisme yang menjamin distribusi
sumber daya secara adil dan bertanggung jawab.” Oleh karena itu, hukum ekonomi
syariah tidak hanya memberikan ruang bagi individu untuk memperoleh
keuntungan dan mengembangkan kekayaan, tetapi juga mengatur kewajiban sosial
yang harus dipenuhi agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat. Dengan demikian, prinsip keseimbangan cnjadi landasan penting
dalam mewujudkan sistem ekonomi yang harmonis, mengurangi kesenjangan
sostal, serta menciptakan distribusi kekayaan vang lebih merata sesuai dengan

tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan bersama.*"

3 n, M. A (1995). Isfamic Econamics and Finance: A Glossary. London: Routledge.
W Beckun, B, 1. (1997), Islamic Business Ethics. Herndon, VA: The International Institute of Islamic
Thought,
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f.  Prinsip Kejujuran dan Amanah

Kejujuran (shiddig) dan amanah merupakan nilai penting dalam setiap
transaksi ekonomi. Pelaku ekonomi wajib menyampaikan informasi secara
transparan dan tidak melakukan pemipuan atau manipulasi. Prinsip imi bertujuan
untuk menciptakan kepercayaan (trust) dalam kegiatan ekonomi sehingga tercipta
hubungan yang harmonis antar pelaku ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum
ckonomi svariah merupakan pedoman dasar dalam mengatur aktivitas ekonomi
agar uai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya
berorientasi pada aspek material, tetapi juga mengandung dimensi moral dan
spiritual yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan. dan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.®

Prinsip kejujuran (shiddig) dan amanah merupakan nilai fundamental yang
harus diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi karena keduanya menjadi dasar
terciptanya hubungan yang sehat dan berkelanjutan antar pelaku ekonomi.
Kejujuran menuntut setiap individu untuk menyampaikan informasi secara benar,
terbuka, dan tidak menyembunyikan fakta yang dapat memengaruhi keputusan
pihak lain dalam suatu transaksi. Sementara itu, amanah mengandung makna bahwa
setiap hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang
harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Kejujuran dan
amanah merupakan akhlak utama dalam muamalah Islam yang berfungsi menjaga
keadilan serta mencegah terjadinya praktik penipuan, manipulasi, dan
penyalahgunaan kepercayaan dalam kegiatan ekonomi.** Sejalan dengan pendapat
tersebut, bahwa etika bisnis Islam menempatkan kejujuran dan amanah sebagai
prinsip yang harug melekat pada setiap pelaku usaha karena keberhasilan suatu
aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh. tetapi juga
dari tingkat kepercayaan yang mampu dibangun dan dipertahankan. Oleh karena
itu, setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara transparan, jujur, dan

l hl-i;laradhuwi.gimf, Norta %ﬂka ekonomi fxfam . Gema Insani, 2022,
4 Al-Qaradawi, Y. (1997). Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Igtishad al-lslami. Kairo: Maktabah
Walibah.
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bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakpastian bagi
para pihak vang terlibat. Dengan demikian, penerapan prinsip kejujuran dan
amanah Tidak hanya berperan dalam menciptakan kepercayaan (frust), tetapi juga
menjadi sarana untuk mewujudkan stabilitas dan keberlangsungan %;iam
ckonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah,**

Berdasarkan uraian mengenai prinsip tauhid, keadilan, kemaslahatan,
kebebasan yang bertanggung jawab, keseimbangan, serta kejujuran dan amanah,
dapat dipahami bahwa hukum ckonomi syariah dibangun atas seperangkat prinsip
vang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prinsip-prinsip
tersebut menjadi pedoman dasar dalam mengatur berbagai aktivitas ckonomi agar
senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan yvang hendak dicapai
oleh Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi vang berorientasi pada keuntungan
material semata, hukum ekonomi syariah menempatkan nilai moral, etika, dan
tanggung jawab spiritual sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas
ekonomi. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan individu dan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus
mampu menciptakan  keadilan, menjaga keseimbangan sosial, memberikan
kemanfaatan bagi masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan yang
berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, hukum ekonomi
syariah diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan

berorientasi pada kemaslahatan sehingga tujuan akhir berupa falah atau

kesejahteraan dunia dan akhirat dapat tercapai secara optimal.

B. Konsep gﬁtel Syariah
1. Pengertian dan Karakteristik Hotel Syariah

Hotel merupakan salah satu jenis usaha yang bergemk di bidang jasa
akomodasi dan menjadi bagian penting dalam industri pariwisata. Keberadaan hotel
berfungsi untuk menyediakan tempat menginap bagi wisatawan maupun

masyarakat umum yang membutuhkan akomodasi sementara, sekaligus

+ Emk!.m, R. L {1997, fslamic Business Ethics. Herndon, Y A: The International Institute of Islamic
Thought,
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menyediakan berbagai layanan penunjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan
tamu selama masa menginap. Dalam perkembangannya, hotel fidak hanya berperan
sebagai sarana penginapan, tetapi juga sebagai fasilitas yang mendukung kegiatan
bisnis, rekreasi, dan aktivitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan
usaha hotel memerlukan pengelolaan vang baik agar mampu memberikan
pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas kepada konsumen.

Menurul@saj | angka 4 Peraturan Megteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 ﬁtang Standar Usaha Hotel, hotel
adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan vang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan,
dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Berdasarkan pengertian tersebut, hotel tidak hanya menyediakan kamar sebagai
tempat menginap, tetapi juga berbagai fasilitas dan layanan pendukung vang
bertujuan memberikan kenyamanan bagi tamu. Sebagai bagian dari usaha

iwisata, penyelenggaraan hotel juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang
omor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyebutkan bahwa usaha
penvediaan akomodasi termasuk_ salah satu  jemis usaha pariwisata yang
diselenggarakan untuk memenuhi Kebutuhan wisatawan. Dengan demikian, hotel
dapat dipahami sebagai suatu usaha yang menyediakan jasa akomodasi beserta
fasilitas pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan tamu selama menginap
dengan tetap memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.**

otel syariah merupakan salah satu bentuk usaha jasa akomodasi yang dalam
seluruh aktivitas operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi
Syariah, yaitu sistem ekonomi yang mengacu pada niﬁ—nilai @m yang bersumber
dari Al-Qur’an dan Hadis. Dalam konteks ini, hotel syariah tidak hanya berfungsi
sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung terciptanya

suasana yang sesuai dengan ajaran lIslam, baik dari segi pelayanan, fasilitas,

# Rementerian Pariwisata dan Ekonomi Krealil Republik Indonesia, (2014). mmnmn Menreri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha
Horel. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,
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maupun sistem pengelolaannya, Menurut ﬁajelis Ulama Indonesia (MUI), hotel
syariah adalah hotel yang dalam penyelenggaraan usahanya wajib memenuhi
ketentuan syariah, seperti menghindari segala bentuk produk dan aktivitas yang
diharamkan serta menjypjung tinggi etika dan moralitas Islam. Dengan demikian,
konsep hotel syariah Tidak hanya berorientasi pada aspek komersial semata,
melainkan juga mengintegrasikan nilai spiritual sebagai bagian penting dalam
pelayanan kepada tapggu.*

Karakteristik hotel syariah dapat dilihat dari berbagai aspek  vang
membedakannya dengan hotel konvensional. Pertama, dari aspek produk dan
konsumsi, hotel syariah hanya menyediakan makanan dan minuman vang halal
serta terbebas dari unsur yang diharamkan. seperti alkohol dan daging babi, dan
umumnya telah emiliki sertifikasi  halal dari Majelis Ulama Indonesia.
Selanjutnya, dari aspek pelayanan, hotel syariah menerapkan prinsip-prinsip etika
Islam, seperti kejujuran (shiddig), amanah, dan pelayanan yang ramah serta sopan,
termasuk dalam hal penampilan karyawan yang berpakaian sesuai dengan
ketentuan syariat. Ketiga, dari aspek tamu dan aktivitas, hotel syariah membatasi
kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan membawa
pasangan yang bukan mahram tanpa ikatan yang sah, serta menolak aktivitas seperti
perjudian, peredaran minuman keras, dan perbuatan asusila.™

Selanjutnya, dari aspek fasilitas, hotel syariah menyediakan sarana pendukung
ibadah yang memadai, seperti mushola atau masjid, perlengkapan salat (sajadah,
mukena), Al-Qur’an, serta penunjuk arah kiblat di setiap kamar. Bahkan, beberapa
hotel syariah juga menyediakan layanan tambahan seperti informasi waktu salat
dan pemutaran lantunan ayat suci Al-Qur’an untuk menciptakan suasana religius.
Dari aspek manajemen, pengelolaan hotel dilakukan berdasarkan prinsip syariah,
yaitu menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan dalam transaksi),
dan maisir (judi), serta menerapkan sistem keuangan yang transparan dan adil

Selain itu, lingkungan hotel dirancang sedemikian rupa agar memberikan

+ Pratiwi, Eko Kurniasih. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjavan Famwa
DSN MUI No: 108/DSN-MUIX/2016)." Cakrawala; Jurmal Studf fslam 12,1 (2007): 75-90.

* Shodig, M., Marzuki, A. M., Taufiqurrochman, T., & Nurazizah, 5. (2020). Cara mudah berwisata
syariah,

35




kenyamanan fisik sekaligus katenﬁan batin bagi para tamu, sehingga tercipta

suasana yang kondusif, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

2. Dasar Hukum Hotel Syariah

Hotel syariah merupakan salah satu %mk usaha jasa akomodasi yang
dalam penyelenggaraannya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam
seluruh aspek operasionalnya. Berbeda dengan hotel konvensional yang um il
berorientasi pada penvediaan layanan penginapan dan keuntungan usaha, hotel
syariah tidak hanya memperhatikan aspek bisnis, tetapi juga memperhatikan
kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penvelenggaraan
hotel syariah harus memiliki landasan hukum yang jelas agar setiap aktivitas yang
dilakukan tetap berada dalam koridor syariah. Landasan tersebut bers er dari
Al-Qur’an, Hadis, kaidah fikih muamalah, fatwa ulama, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

Dasar hukum utama hotel syariah bersumber dari @)ur’an sebagai sumber
hukum tertinggi dalam Islam. Salah satu prinsip yang menjadi dasar
penyelenggaraan  hotel  syariah  adalah  perintah  untuk  mengonsumsi  dan
memanfaatkan sesuatu vang halal dan baik (halalan thayyiban). Allah SWT
berfirman @am (S. Al-Bagarah ayat 168 yang memerintahkan manusia untuk
mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta menjauhi hal-hal ng dilarang
oleh Allah SWT. Ayat tersebut memberikan landasan bahwa seluruh produk dan
layanan yang disediakan dalam hotel syariah harus memenuhi standar kehalalan
dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Selain itu, ah SWT juga
berfirman dalam 0QS. Al-Maidah ayat 90 yang melarang khamar, perjudian,
penyembahan berhala, dan perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan setan.
Larangan tersebut menjadi dasar bagi hotel syariah untuk tidak menyediakan
minuman beralkohol, fasilitas perjudian, maupun aktivitas lain yang bertentangan

engan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, QS. An-Nisa ayat 29 juga
menegaskan bahwa setiap aktivitas ckonomi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan
para pihak dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil. Ketentuan ini menjadi

dasar penting dalam pelaksanaan transaksi dan pelayanan vang dilakukan oleh hotel
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syariah agar terhindar dart unsur penipuan, ketidakjelasan, maupun praktik yang
merugikan konsumen.

ain Al-Qur’an, dasar hukum hotel syariah juga bersumber dari Hadis
Nabi Muhammad SAW yang mengatur berbagai prinsip muamalah. Rasulullah
SAW menegaskan pentingnya kejujuran dan amanah dalam kegiatan ekonomi
melalui sabdanya yang menyatakan bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya
akan bersama para nabi, orang-orang vang benar, dan para syuhada pada hari
kiamat.'’ Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha, termasuk
pengelola hotel syariah, wajib menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan
tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Selain itu, Rasulullah SAW juga
melarang segala bentuk Tfransaksi vang mengandung unsur gharar atau
ketidakjelasan.*® Larangan tersebut menjadi dasar bagi hotel syariah untuk
memastikan bahwa seluruh layanan, fasilitas, harga, serta hak dan kewajiban para
pihak dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan perselisihan di
kemudian hari.

Secara konseptual, hotel syariah juga berlandaskan pada prinsip-prinsip
fikih muamalah yang mengatur aktivitas ekonomi dalam Islam. Salah satu kaidah
fikih yang menjadi dasar penting adalah kaidah "al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah
illa an vadulla dalil 'ala tahrimiha" yang beranti pada dasamya segala bentuk
muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini
menunjukkan bahwa usaha perhotelan diperbolehkan dalam Islam selama tidak
mengandung unsur ng bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, maisir,
penipuan, maupun aktivitas maksiat lainnya. Selain itu, penyelegaman hotel
syariah juga harus memperhatikan tujuan syariah (magashid al-syariah), yaitu
menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz
al-nasl), dan harta (hifz al-mal).*" Melalui prinsip tersebut, hotel syariah diharapkan
mampu memberikan manfaat sekaligus melindungi tamu dari berbagai aktivitas

yang dapat merusak nilai-nilai agama maupun moral.

47 AL-Tirmidzi Mo, 1209,
# HE. Mush 1513
* AL-Syatibi, AL (2004), A-Muwafager i Usul al-Shari'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyyah,
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@lam konteks hukum positif di Indonesia, dasar hukum hotel syariah
diperkuat oleh F:twn DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULI/X/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi
pedoman utama dalam penyelenggaraan usaha pariwisata syariah, termasuk hotel

ﬁ:«tel syariah tidak boleh

menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi,

syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa

perjudian, minuman keras, narkotika, maupun aktivitas lain yang bertentangan
dengan prinsip syariah, Selain itu, ﬁwl syariah wajib menyediakan fasilitas dan
pelayanan yang mendukung pelaksanaag ibadah, menjaga kebersihan dan kesucian
lingkungan, serta menggunakan akad vang sesuai dengan prinsip Svariah dalam
setiap transaksi yang dilakukan.” Fatwa ini menjadi acuan utama dalam menilai
kesesuaian operasional hotel syariah dengan ketentuan hukum ekonomi syariah,
Lebih lanjut, hubungan hukum antara hotel dan tamu dalam
penyelenggaraan hotel syarjiah merupakan hubungan yvang didasarkan pada akad
ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUIIX/2017
tentang Akad ljarah. Akad tersebut memberikan hak kepada tamu untuk
memperoleh manfaat atas kamar dan fasilitas hotel selama jangka waktu yang telah
disepakati dengan kewajiban membayar ujrah (sewa), tanpa mengakibatkan
perpindahan kepemilikan atas objek yang disewakan. ljarah merupakan akad yang
sah digunakan dalam transaksi yang objeknya berupa manfaat atau jasa sehingga
sangat relevan diterapkan dalam usaha perhotelan vyang pada dasamya
memperjualbelikan manfaat penggunaan kamar dan layanan kepada konsumen. !
Selain fatwa DSN-MUI, keberadaan hotel syariah juga memperoleh
legitimasi lalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyel araan kepariwisataan
harus ménjunjung tinggi norma agama, nilai budaya, hak asasi manusia, dan
kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
pengembangan hotel syariah sejalan dengan tujuan pembangunan pariwisata

nasional yang menghormati nilai-nilai keagamaan. Di samping itu, Peraturan

-‘T‘%Syﬂdﬂh Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016).
U Az-Zuhaili, W, (201 1), Al-Figh Al-Islami wa Adillatulru (Vol. 5). Damascus: Dar Al-Fike,
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gemﬂri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar
Usaha Hotel juga menjadi dasar dalam pengelolaan usaha hotel terkait standar
pelayanan, fasilitas, dan tata kelola usaha yang kemudian disesuaikan dengan
prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108
Tahun 2016.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hotel syariah memiliki
landasan huk ng kuat baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif
di Indonesia. Al-Qur’an, Hadis, kaidah fikih muamalah, magashid al-svariah, fatwa

N-MUIL, serta peraturan perundang-undangan menjadi dasar yang saling
melengkapi dalam mengatur penyelenggaraan hotel syariah. Dengan landasan
tersebut, hotel syariah Eda]c hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga
sebagai sarana implementasi nilai-nilai Islam dalam sektor pariwisata yang
mengedepankan kehalalan, keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tanggung

jawab moral dalam setiap aspek pengelolaannya.

3. Standar Operasinal Hotel Syariah

Standar Operasional Prosedur (Standard Operating  Procedure/SOP)
merupakan serangkaian pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah kerja yang
harus dilaksanakan secara konsisten @am suatu organisasi atau perusahaan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. SOP berfungsi sebagai acuan dalam
pelaksanaan&gas sehingga setiap kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien,
terukur, dan S¢suai dengan standar vang telah ditentukan. SOP merupakan dokumen
yang memuat prosedur kerja secara rinci dan sistematis yang digunakan sebagai
pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya. Melalui penerapan SOP, suatu organisasi dapat meminimalkan
kesalahan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, memperjelas pembagian tygas,
serta menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Oleh
karena itu, keberadaan SOP menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga

kualitas pelayanan dan keberlangsungan suatu usaha.*

I Sailendra, A. (2015). Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP. Yogyakarta: Trans ldea
Publishing.
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Dalam industri perhotelan, standar operasional memiliki peran yvang sangat
penting karena usaha hotel bergerak di bidang jasa yang sangat bergantung pada
kualitas pelayanan yang diberikan kepada tamu. SOP hotel digunakan sebagai
pedoman dalam mengatur berbagai aktivitas operasional, mulai dari proses
reservasi, penerimaan tamu (fromt office). pelayanan kamar (housekeeping),
penyediaan makanan dan minuman (food and beverage), keamanan, hingga
penanganan keluhan konsumen. Standar operasional hotel merupakan pedoman
kerja yang dirancang untuk menjamin konsistensi pelavanan sehingga setiap tamu
memperoleh kualitas layanan yang sama sesual denmgan standar yang telah
ditetapkan oleh manajemen hotel.® Dengan adanya SOP, seluruh karyawan hotel
memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya sehingga pelayanan
vang diberikan dapat berdangsung secara profesional, efektif, dan mampu
memenuhi harapan konsumen,

Dalam perspektif syariah, standar operasional hotel %k hanya berfungsi
sebagai pedoman teknis da penyelenggaraan layanan, tetapi juga sebagai
instrumen untuk memastikan ﬁwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam. Penerapan SOP pada hotel syariah harus memperhatikan
aspek kehalalan produk. kesesuaian akad. etika pelayanan, penyediaan fasilitas
ibadah, serta pencegahan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan syarial
Islam. Karakteristik utama é:tel syariah terletak pada integrasi nilai-nilai Islam ke
dalam seluruh sistem operasional hotel, baik dalam aspek pelayanan, pengelolaan
sumber daya manusia, penyediaan fasilitas, maupun hubungan dengan konsumen.™
Oleh karena itu, SOP pada é}tel syariah tidak hanya berorientasi pada kepuasan
pelanggan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap ketentuan syariah sebagai bagian
dari tanggung jawab moral dan religius pengelola hotel.

Berdasarkan uraian tersebut, standar operasional hotel svariah dapat

dipahami sebagai seperangkat pedoman dan prosedur kerja yang mengatur seluruh

aktivitas hotel agar terlaksana secara efektif, profesional, serta sesuai dengan

= stivono, A, (2011 ). Manajemen Penvelenggaraan Hotel, Bandung: Allabeta,

“ Battour, M., & lsmail, M. N. (2016). Halal Tourism: Concepts. Practices, Challenges and Future.
Tourism Management Perspectives, 19, 150-154,
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prinsip-prinsip syariah. Keberadaan SOP menjadi penting karena berfungsi sebagai
alat pengendalian sekaligus ukuran dalam menilai kesesuaian praktik pengelolaan
hotel dengan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan adanya standar operasional
yang jelas, hotel syariah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang
berkualitas, menjamin kehalalan produk dan jasa yang ditawarkan, serta
menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam bagi
seluruh tamu dan pengelola hotel.

Standar operasional hotel syariah merupakan pedoman  teknis  yang
digunakan dalam menjalankan seluruh aktivitas hotel agar sesuai dengan prinsip-
prinsip Ekonomi Syariah. Standar ini mencakup aspek pelavanan, produk,
pengelolaan, serta interaksi dengan tamu yang harus mencerminkan nilai-nilai
Islam. Penerapan standar operasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa
seluruh kegiatan hotel tidak bertentangan dengan syariat, serta mampu memberikan
kenyamanan baik secara fisik maupun spiritual kepada tamu. Secara umum, standar
operasional hotel syariah di Indonesia mengacu pada ketentuan yang ditetapkan
oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No.l08/DSN-
MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip
Syariah. Dalam fatwa tﬁ&but dijelaskan bahwa setiap usaha pariwisata, termasuk
hotel, wajib memenuhi prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya.™

Standar operasional hotel syariah meliputi beberapa aspek penting. Pertama,
standar pelayanan, yaitu pelayanan kepada tamu harus dilakukan dengan sikap
ramah, sopan, jujur (shiddig), dan dapat dipercaya (amanah). Selain itu, karyawan
diharapkan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat serta menjaga etika dalam
berinteraksi. Kedua, standar produk, yaitu seluruh anan dan minuman yang
disediakap harus halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. serta
idealnya memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ketiga, standar
fasilitas, yaitu hotel wajib menyediakan fagilitas yang mendukung ibadah, seperti

mushola atau masjid, perlengkapan salat, ur'an, serta penunjuk arah kiblat di

** Majelis Ulama Indonesia. (2016). Farwa DSN-MUI No {08/DSN-MUIX2016 tentang Pedoman
Penvelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Pringip Syariah. Jakarta: DSN-MUIL,

4]




setiap kamar.*®

Keempat, standar tamu dan aktivitas, vaitu hotel harus memastikan bahwa
tidak terjadi aktivitas yang melanggar syariat, seperti perzinaan, perjudian,
konsumsi minuman keras, dan kegiatan maksiat lainnya. Oleh karena itu, hotel
syariah bigsanya menerapkan kebijakan seleksi tamu, khususnya bagi pasangan
lawan jenis, dengan meminta identitas resmi._Kelima, standar pengelolaan dan
keuangan. yaitu sistem manajemen hotel harus bebas dari praktik riba, gharar, dan
maisir, serfa menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam
setiap transaksi.

Selain i, dalam praktiknya, standar operasional hotel syariah juga didukung
oleh pedoman dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengenai
pariwisata halal, yang memberikan arahan teknis dalam pengembangan industri
perhotelan berbasis syariah. Dengan adanya standar operasional ini, hotel syariah
diharapkan mampu menjaga konsistensi dalam penerapan mlai-nilai Islam serta
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.””’

Dengan demikian, standar upemsiunald%el syariah tidak hanya berfungsi
sebagai pedoman kerja, tetapi juga sebagai instrumen ﬁﬂuk memastikan bahwa
seluruh aktivitas hotel berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadikan
hotel syariah sebagai alternatif akomodasi tidak hanya memberikan

kenyamanan secara fisik, tetapi juga ketenangan secara spiritual bagi para tamu.

@I’erhedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

Perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional terletak pada landasan
operasional, sistem pelayanan, serta nilai-nilai yang diterapkan dalam kegiatan
usaha. Perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional dapat dianalisis dari

berbagai aspek, mulai dari landasan operasional, produk, pelayanan, fasilitas,

;m-.uun Syarigh Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016), Famwa Dewan Svariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia Nomor [08DSN-MULX2016 tenrang Pedoman Penyelenggaraan
isata Berdasarkan Prinsip Syaviah.

T Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2014). Peratiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Republik fndonesia Nemor 2 Tahun 20014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel

Svariah.
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sistem transaksi, hingga

secara ringkas pada tabel

ikut.

ngelolaan usaha, Adapun perbedaan tersebut disajikan

Tabel 2.1 Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

minuman yang halal, bebas
dari alkohol, babi, dan unsur

yang diharamkan.

No Aspek Hotel Syariah Hotel Konvensional
I | Landasan Berlandaskan prinsip- Berlandaskan peraturan
operasional Einsip syariah Islam serta | perundang-undangan di

mengacu pada Fatwa DSN- | bidang pariwisata dan
MUI No. 108/DSN- perhotelan tanpa mengacu
MULX/2016 dan ketentuan | pada prinsip syariah secara
svariah lainnya. khusus.

2 | Produk @nyeﬂiakm makanan dan | Menyediakan makanan

dan minuman sesuai
kebutuhan pasar, termasuk
yang mengandung alkohol

apabila diperbolehkan oleh

amanah, sopan santun,
tanggung jawab, serta

berpakaian sesuai syariat.

peraturan.
3 | Pelayanan Menerapkan nilai-nilai Mengutamakan
Islam seperti shiddigq, keramahan,

profesionalitas, dan
kepuasan pelanggan tanpa
ketentuan pelayanan

berbasis syariah.

4 | Fasilitas

Menyediakan Tasilitas
ibadah, seperti mushala,
sajadah, Al-Qur'an, mukena,
sarung, penunjuk arah
kiblat, dan informasi waktu
salat. Tidak menyediakan
fasilitas yang mengarah

pada kemaksiatan.

Menyediakan fasilitas
sesuai kebutuhan
konsumen dan standar
hotel tanpa kewajiban
menyediakan fasilitas
ibadah maupun
pembatasan fasilitas

tertentu.
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ijarah dalam pemanfaatan

kamar dan fasilitas hotel.

5 | Tamu dan Menerapkan ketentuan Tidak menerapkan
aktivitas sesuai syariah, seperti tidak | ketentuan berdasarkan
memperbolehkan pasangan | syariah selama aktivitas
non-mahram menginap tamu tidak melanggar
dalam satu kamar serta hukum yang berlaku.
melarang perjudian,
minuman keras, dan
aktivitas maksiat lainnya.
6 | Akad dan Hubungan antara hotel dan | Menggunakan perjanjian
transaksi tamu didasarkan pada akad | atau kontrak berdasarkan

hukum perdata dan
kebijakan perusahaan
tanpa menggunakan akad
syariah.

T | Manajemen

dan keuangan

Menerapkan sistem %g
bebas dari riba, gharar, dan
maisir serta mengedepankan
prinsip keadilan,
transparansi, dan tanggung

jawab.

Menggunakan sistem
keuangan konvensional
sesuai kebijakan
perusahaan dan peraturan
yvang berlaku,

& | Tujuan

operasional

Tidak hanyva memperoleh
keuntungan, tetapi juga
mewujudkan kemaslahatan
serta menjaga kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip

syariah.

Berorientasipada
keuntungan, efisiensi

usaha, dan kepuasan

pelanggan.

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dipahami bahwa perbedaan antara hotel
syariah dan hotel konvensional tidak hanya terletak pada penggunaan label syariah,
tetapi juga mencakup landasan operasional. produk, pelavanan, fasilitas,

mekanisme transaksi, pengelolaan keuangan, serta ketentuan yang diberlakukan
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kepada tamu. Dengan demikian, penyelenggaraan hotel syariah merupakan
implementasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh dalam kegiatan usaha
perhotelan.

C. Teori Akad dalam Pengelolaan Hotel Syariah

1. Ruang Lingkup Akad/Perjanjian

Dalam hukum positif Indonesia. pengertian perjanjian diatur %am Pasal
1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan
bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan te t
menunjukkan bahwa suatu perjanjian melahirkan hubungan hukum yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengi @sa]
1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu: {mdan}ra
kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan para pihak untuk
membuat suatu perikatan; (3) adanya suatu hal terfenfu yang menjadi objek
perjanjian; dan (4) adanya sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum.
j*Apabi]a syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersehut%:lahl sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatmya.

Dalam hukum ekonomi iah, akad juga memiliki fungsi yang serupa,
yaitu sebagai dasar lahirnya ﬁng&n hukum yang menimbulkan hak dan
kewajiban bagi para pihak. Namun demikian, selain memenuhi unsur kesepakatan,
kecakapan, objek. dan tujuan yang dibenarkan, akad dalam hukum Islam juga harus
memenuhi  prinsip-prinsip  syariah, seperti keadilan, kerelaan (an-tarddin),
kejujuran, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.””

Ruang lingkup akad dalam hukum Islam mencakup seluruh bentuk
perikatan yvang dilakukan oleh para pihak vang menimbulkan akibat hukum serta
diakui oleh syariat. Akad dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi erti

jual beli (al-bai’), sewa-menyewa (iforah), Kerja sama usaha (svirkah), bagi hasil

= EL!EL Undang-Undang Hukum Perdata. (2019). Burgerfifk Wetboek (Kitah Undang-Undang
Hiukum Perdata). Permata Press.
“ Mardani, (2012). Hubum ekanomi svariah df Indonesio. Refika Aditama,
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{%&amb&h], penitipan barang {wadi ‘alt), pinjam-meminjam {gardh), pemberian
kuasa (wakalalt), penjaminan ( kafalah), dan berbagai bentuk transaksi lainnya yang
dibenarkan oleh syariah.”’ Luasnya ruang lingkup akad menunjukkan bahwa
hampir seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam memerlukan adanya akad sebagai
dasar hukum yang mengikat para pihak agar hak dan kewajiban masing-masing
dapat terlindungi secara adil.

Ruang lingkup akad tidak hanya mencakup hubungan yang berkaitan
dengan pemindahan kepemilikan suatu barang, tetapi juga meliputi pemindahan
manfaat, pemberian jasa, kerja sama, hingga berbagai bentuk transaksi k porer
yang berkembang dalam praktik ekonomi modemn.®' Selama suatu akad memenuhi
rukun dan syarat yang ditetapkan syariah serta tidak mengandung unsur yang
dilarang seperti riba, gharar, maisir, penipuan, dan kezaliman, maka akad tersebut
&ia dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih

malah yang menyatakan bahwa pada dasamya seluruh bentuk muamalah
ﬁ:‘bnlchkan sampai terdapat dalil yang melarangnya.

Akad dalam hotel syariah merupakan perjanjian atau kesepakatan yang
dilakukan antara_pihak hotel dengan tamu maupun pihak lain dalam rangka
penyediaan ja.qat@hfasilitas, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi
Syariah. Dalam Islam, akad menjadi unsur penting dalam setiap transaksi karena
menentukan keabsahan (halal atau tidaknya) suatu kegiatan muamalahr.‘%eh karena
itu, seluruh bentuk transaksi di hotel syariah wajib menggunakan akad vang jelas,
transparan, serta terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir
{judi).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis ﬁad yvang umum digunakan dalam
operasional hotel syariah. Pertama, akad ijarah (sewa-menyewa), yaitu akad antara
pihak hotel sebagai penyedia jasa dengan tamu sebagai penyewa kamar, Dalam
akad ini, tamu membayar sejumlah biaya tertentu untuk memperoleh anﬁlat

berupa penggunaan kamar dan fasilitas hotel dalam jangka waktu tertentu. Akad

5 Anwar, 5. (2010). mm Perjanjian Svariah: Studi tentang Teort Akad dalom Fikih Muamalah,
Jak ajawali Pers.
o Ax-Luhaili, W, (201 1), Al-Figh Af-Tslomi wa Aditlatulie (Vol. 5). Damascus: Dar Al-Fikr,
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tjarah menjadi akad utama dalam layanan penginapan karena berkaitan langsung
dengan penyewaan fasilitas,*

Kedua, akad jual beli (ha i), yang digunakan dalam transaksi kanan dan
minuman yang disediakan oleh hotel, seperti restoran atau layanan kamar (room
service). Dalam akad ini, hotel bertindak sebagai penjual dan tamu sebagai pembeli,
dengan syarat barang wyang diperjualbelikan @us halal, jelas, dan tidak
mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.**

Ketiga, akad wakalah (perwakilan), yaitu akad wang terjadi ketika tamu
memberikan kuasa kepada pihak hotel untuk melakukan suatu tindakan atas nama
tamu, misalnya dalam pemesanan transportasi, layanan laundry, atau pemesanan
tiket. Dalam hal ini, hotel bertindak sebagai wakil yang menjalankan amanah dari
tamu,

Keempat, dalam pengelolaan keuangan dan kerja sama usaha, hotel syariah
juga dapat mengeunakan akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah
(kerja sama)_terutama dalam hal investasi atau pengembangan usaha. Akad ini
dilakukan antara pemilik modal dan pengelola hotel dengan sistem pembagian
keuntungan sesuai kesepakatan,

Penerapan akad-akad tersebut harus mengacu pada ketentuan :mg ditetapkan
oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya dalam DSN-MUI No. 108/DSN-
MUI/X/2016, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha pariwisata wajib
dilakukan sesuai prinsip syariah. Dengan adanya akad yang jelas dan sesuai syariat,
hotel syariah tidak hanya menjamin kehalalan transaksi, tetapi juga memberikan
rasa aman dan kepercayaan bagi para tamu.

Dengan demikian. akad dalam hotel syanah menjadi fondasi penting dalam
emastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan Islam.
Hal ini sekaligus membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional yvang tidak

secara khusus menerapkan sistem akad berbasis syariah dalam operasionalnya.

= Majelis Ulama Indonesia, {El 6). Fatwa DEN-MUT Na J08DSN-MULX2006 tentang Pedoman
PErlenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariak. Jakarta: DSN-MUL
2 Rarim, A, A, (2014), Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
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2. Akad ljarah (Sewa Kamar Hotel)

Akad ijarah f:ntpakan salah satu bentuk akad dalam Ekonomi Syariah yang
berkaitan dengan rnindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam
jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan (ujrah), tanpa disertai dengan
perpindahan kepemilikan. Dengan kata lain, ijarah dapat diartikan sebagai akad

wa-menyewa atau upah-mengupah vyang dibenarkan dalam Islam selama
memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks hotel syariah,
akad ijarah merupakan akad utama yang digunakan dalam transaksi antara pihak
hotel dengan tamu. Ketika sesecrang menyewa kamar hotel, maka pada dasarnya
ia sedang melakukan akad ijarah, vaitu menyewa manfaat kamar beserta fasilitas
yang temediagam Jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran tarif
sewa. Pihak hotel bertindak sebagai pemberi sewa (mm jir), sedangkan tamu
sehagai penyewa (muesia 'jir).

Adapun rukun akad ijarah diantaranya, hak yang berakad (mujir dan
musta fir), objek akad berupa manfaat barang atau jasa vang halal dan jelas, ujrah
atau imbalan yang disepakati, serta sighat (ijjab dan kabul) sebagai bentuk
kesepakatan. Selain itu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti
kejelasan manfaat yang diberikan, jangka waktu yang ditentukan, serta tidak adanya
unsur gharar (ketidakjelasan), riba, dan maisir. Penerapan akad ijarah dalam hotel
syvariah memberikan kepastian hukum dan kejelasan transaksi bagi kedua belah
pihak. Tamu mengetahui hak dan kewajibannya selama menginap, sementara pihak
hotel memperoleh imbalan g sah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan
demikian, akad ijarah tidak hanya menjadi dasar transaksi, tetapi juga menjamin
bahwa kegiatan usaha bérjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai
Islam.™

Selain rukun, akad ijarah juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar
terhindar dari sengketa dan ketidakjelasan. Objek manfaat yang menjadi dasar akad
harus diketahui secara jelas oleh para pihak, baik mengenai jenis manfaat, kualitas,

maupun jangka waktu penggunaannya. Manfaat tersebut juga harus merupakan

= Eﬂjc!is Ulama Indonesia. (2000). Fama DSN-MUT No 09DSN-MUBTV2008  temang
Pembiavaan lforah, Jakarta: DEN-MUT,
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manfaat yang dibolehkan menurut syariat Islam serta dapat diserahterimakan
kepada penyewa. Di samping itu, besaran ujrah atau imbalan yang dibayarkan harus
ditentukan secara jelas pada saat akad berlangsung schingga tidak menimbulkan
perselisihan di kemudian hari. Kejelasan manfaat dan imbalan dalam akad yarah
merupakan syarat yang sangat penting karena menjadi dasar terciptanya kepastian
um bagi para pihak yang berakad. Oleh karena itu, akad ijarah Tdak
diperbolehkan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). riba. penipuan, maupun
syarat-syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah,®
Dalam praktik perhotelan syariah. akad ijarah diwujudkan melalui
perjanjian sewa kamar antara pihak hotel dan tamu. Pada saat melakukan
pemesanan atau registrasi, tamu menvepakati sejumlah ketentuan vang telah
ditetapkan oleh pihak hotel, seperti jenis kamar vang digunakan, gﬁi]itas yang
diperoleh, jangka waktu menginap, serta biaya yang harus dibayarkan, Kesepakatan
tersebut  menunjukkan adanya unsur ijab dan kabul wang menjadi dasar
terbentuknya akad ijarah. Pihak hotel sebagai mu’jir berkewajiban menyediakan
kamar dan fasilitas yang sesuai dengan perjanjian, sedangkan tamu sebagai
musta’jir berkewajiban membayar tarif sewa serta mematuhi peraturan yang
berlaku selama masa menginap. ﬁ'\gﬂﬂ demikian, hubungan hukum yang tercipta
antara hotel dan tamu bukan merupakan transaksi jual beli, melainkan transaksi
pemanfaatan manfaat atau jasa yang dibenarkan dalam syariah."
Penerapan akad ijarah dalam hotel syariah juga sejalan dengan ketentuan
a DSN-MUI Nomor  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur bahwa
hubungan antara hotel syariah dan wisatawan harus didasarkan pada akad yang
sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan akad ijarah dalam penyewaan kamar
hotel menjadi bentuk implementasi prinsip tersebut karena objek vang
diperjanjikan berupa manfaat penggunaan Xamar dan fasilitas hotel dalam jangka
waktu tertentu dengan pembayaran ujrah yang telah disepakati oleh para pihak."”’

= Suhendi, H. (2016). Figh Mugmalah. Jakaria; Rajawali Pers,
£ Satﬁ. (2013). Figh Sunnaf (Jilid 4). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
&1 Azx-Zuhaili, W. (201 1). Al-Figh Al-Tslami wa Adilfatuiu (Vol. 5). Damascus: Dar Al-Fikr,
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Oleh karena itu, akad ijarah memiliki kedudukan g sangat penting dalam
operasional hotel syariah karena menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan
kewajiban antara hotel dan tamu sekaligus memastikan bahwa transaksi g
dilakukan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum

ekonomi syariah.

3. Akad Wakalah (Kerja Sama Travel/ Booking)

Akad wakalah rupakan salah satu akad dalam Ekonomi Syariah yang berarti
pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa dari seseorang kepada pihak lain
untuk melakukan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal vang
diperbolehkan oleh syariat Islam. Akad ini digunakan untuk mempermudah
berbagai aktivitas muamalah, terutama ketika sescorang tidak dapat atau tidak
sempat melaksanakan suatu urusan secara langsung. Dalam konteks hotel syariah,
akad wakalah sering terjadi dalam berbagai layanan tambahan vang diberikan
kepada tamu. Misalnya, ketika tamu meminta pihak hotel untuk memesan tiket
transportasi, layanan perjalanan, laundry, atau kebutuhan lainnya, maka tamu telah
memberikan kuasa kepada pihak hotel untuk bertindak atas namanya. Dalam hal
ini, hotel berperan sebagai wakil yang menjalankan amanah sesuai dengan
permintaan tamu.

Menurut Majelis Ulama Indonesia melalui %wa DSN-MUI No.10/DSN-
MUIV/2000 tentang Wakalah, dijelaskan bahwa wakalah adalah akad pelimpahan
kekuasaan oleh g:. pihak kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum
tertentu yang dapat diwakilkan. Dalam akad ini, pihak yang memberi kuasa disebut
muwakkil, sedangkan pihak yang menerima kuasa disebut wakil.

Adapun rukun akad wakalah yaitu diantaranya: pihak yang berakad, yaitu
muwakkil (pemberi kuasa) dan wakil (penerima kuasa), objek akad berupa
pekerjaan atau tindakan yang dapat diwakilkan dan tidak bertentangan dengan
syariat, serta sighat (ijjab dan kabul) sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu,
terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya kejelasan tugas vang
diwakilkan, kemampuan wakil dalam melaksanakan tugas, serta tidak adanya unsur

penipuan, gharar, dan pelanggaran syariat,
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Dalam praktiknya, akad wakalah dapat disertai dengan imbalan (ujraf) maupun
tanpa imbalan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. lika disertai imbalan,
maka disebut wakalah bil ujrah. Hal ini sering ditemukan dalam layanan hotel, di
mana tamu memberikan biaya tambahan atas jasa yang diwakilkan kepada pihak
hotel. Penerapan akad wakalah dalam hotel syariah menunjukkan adanya
fleksibilitas dalam pelayanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dengan
adanya akad ini, tamu dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi
kebutuhannya, sementara pihak hotel tetap menjalankan layvanan secara amanah,

transparan, dan sesuai dengan ketentuan Islam.*

4. Akad Musyarakah atau Mudharabal (Jika Ada Kerja Sama Modal)

Dalam operasional hotel syariah, khususnya yang melibatkan kerja sama
permodalan atau investasi, dapat digunakan akad musyarakah atau mudharabah
sebagai bentuk kerja sama yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah. Kedua
akad ini termasuk dalam kategori akad kerja sama (swirkah) yang berlandaskan
pada prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil, serta terbebas ﬁ unsur riba,
gharar,_dan maisir.

ﬁ%mj musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu
usaha, termasuk usaha perhotelan. Dalam akad ini, seluruh pihak yang terlibat
berperan sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan porsi
kontribusi modalnya. Keuntungan dibagi %asarkan kesepakatan di awal,
sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
Dalam konteks hotel syariah, musyarakah dapat terjadi ketika beberapa investor
bersama-sama mendirikan atau mengembangkan usaha hotel dan terlibat dalam
pengelolaannya.

Sementara itu, @ad mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal
(shahibul maal) dan pengelola usaha {mudhm‘:’bL@MHa satu pihak menyediakan

seluruh modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Dalam akad ini,

s Eajclis Ulama Indonesia. (2000). Farwa DSN-MUT No 1V DSN-MUFTV/2000 tentang Wakalah.
Jakarta: DEN-MLIT.
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keuntungan dibagi ai dengan nisbah (persentase) yang disepakati, sedangkan
kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola.
Dalam praktik hotel syariah, mudharabah dapat diterapkan ketika investor
memberikan modal kepada pihak manajemen hotel untuk dikelola tanpa ikut
terlibat langsung dalam operasional.

Penerapan kedua akad ini harus mengacu pada %nmaﬂ vang ditetapkan oleh
Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa vang mengatur 8- tersebut, vaitu Fatwa
DSN-MUI Mo, 115/DSN-MUITX/2017 tentang Akad Mudharabah dan Fatwa
DSN-MUI No. 73/DSN-MUIXI/2008 tentang Musyarakah Mutanagishah. Dalam
kedua fatwa tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan akad harus didasarkan pada
kesepakatan para pihak, dilaksanakan secara adil, transparan, serta memenuhi
prinsip-prinsip syariah sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan demikian, penggunaan akad musyarakah dan mudharabah dalam hotel
svariah memberikan a atif’ pembiayaan dan kerja sama usaha vang sesuai
dengan syariat Islam. %l;in itu, akad ini juga mendorong terciptanya sistem
ekonomi yang lebih adil karena menekankan prinsip bagi hasil dibandingkan sistem

bunga yang bersifat tetap.*

D. gtwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
1. Kedudukan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa merupakan salah satu instrumen penting dalam perkembangan hukum

Islam, khususnya dalam menjawab berbagai persoalan Kontemporer yang belum
diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Fatwa memiliki fungsi
sebagai pedoman %(um bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan
yang belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui fatwa. umat
Islam memperoleh penjelasan mengenai status hukum suatu mmamlahan%ngga
dapat menjalankan aktivitas kehidupan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam

konteks hukum eckonomi syariah, fatwa berperan sebagai pedoman dalam

""‘_@mclis Ulama Indonesia. (20000, Faneg DSN-WUT No 07DSN-MULTV2000  tentang
Pembiayaan Mudharatuh, Jakarta: DSN-MUL,

Majelis Ulama Indonesia. {2000). Fanve DSN-MLUT No. 08/DSN-MULTV2000 teniang Pembiavaan
Musvarakah, Jakara: DEN-MUTL
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pelaksanaan berbagai aktivitas ekonomi %‘1 bisnis %scjalan dengan prinsip-
prinsip syariah serta terhindar dari praktik-praktik yang dilarang, seperti riba,
gharar, dan maisir.

Secara etimologis, gtwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa atau al-futya yang
berarti jawaban, penjelasan, atau pendapat hukum a.ng diberikan oleh seorang ahli
hukum Islam (mufii) terhadap suatu persoalan yang diajukan kepadanya. Dalam
konteks modem, fatwa berfungsi sebagai pedoman bagi ai Islam dalam
menjalankan aktivitas kehidupan, termasuk dalam bidang ¢konomi dan bisnis
syariah.™

Dalam hukum ekonomi syariah, fatwa memiliki kedudukan vang sangat
strategis karena perkembangan aktivitas ekonomi modern sering kali melahirkan
berbagai bentuk transaksi baru vang belum pernah dibahas secara rinci dalam
literatur fikih klasik. Oleh sebab itu, diperlukan ijtihad para ulama untuk
memberikan kepastian hukum terhadap berbagai praktik ekonomi tersebut agar
tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa menjadi salah satu hasil ijtihad
yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kehalalan maupun keharaman
suatu aktivitas ekonomi.”

Di Indonesia, kewenangan mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah
diberikan kepada an Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
DSN-MUI dibentuk untuk merespons perkembangan lembaga keuangan dan bisnis
syariah yang semakin pesat sehingga diperlukan standar syariah yang dapat
dijadikan pedoman oleh pelaku usaha un masyarakat. Berbagai fatwa yang
diterbitkan DSN-MUI mencakup sektor pe an syariah, asuransi syariah, pasar
modal syariah, pembiayaan syariah, hingga sektor pariwisata dan perhotelan
syariah,

Secara yuridis, fatwa DSN-MUI memang tidak termasuk ke dalam @Efal’k_l
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

™ Mardani. (2022). @hﬁﬂ ekonami syarial i Indonesia (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

T8uma, M. A, (2021). Himpunan forwe ekonami svarioh kontemporer, Jakarta: RajaGrafindo
Persada,

“Ahyani, H., & Muharir. (2021}, Peran fatwa DSN-MUI dalam perkembangan hukum ckonomi
syariah di Indonesia, Jurnal Hmiah Ekonomi Ivlam, 7(3), 1578-1587,
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12 ?ahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun
demikian, keberadaan fatwa memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik hukum
ckonomi syariah di Indonesia. Hal ini karena berbagai ketentuan dalam farwa DSN-
MUI sering kali dijadikan dasar penyusunan regulasi oleh pemerintah maupun
lembaga pengawas sektor kenangan dan bisnis syariah. Dengan demikian, fatwa
tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam
mendukung implementasi ekonomi syariah secara nasional.

Selain iy, fatwa juga berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan ?&ﬂa
compliance atau kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu aspek
penting vang harus dipenuhi oleh setiap lembaga atan pelaku usaha vang
menggunakan identitas syariah dalam kegiatan usahanya. Melalui fatwa. pelaku
usaha memperoleh pedoman mengenai standar operasional g sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha secara
profesional sekaligus sesuai dengan ketentuan syariat,”

Salah satu fatwa yang memiliki peranan penting dalam sektor pariwisata adalah
pﬂtwa DSN-MUI  Nomor  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Farwa ini diterbitkan
sebagai respons terhadap berkembangnya industri pariwisata halal di Indonesia
yang membutuhkan pedoman operasional yang jelas dan terstandarisasi. Fatwa
tersebut mengatur berbagai Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha
pariwisata agar seluruh aktivitas yang dilakukan tetap berada dalam koridor
syariagh. ™

alam penelitian ini, Fatwa DSN-MUI Nomer 108/DSN-MUIX/2016
dijadikan sebagai landasan normatif untuk menganalisis pengelolaan Hotel Ungu
Residence Syariah Kota Bandung. ntuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa
tersebut digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesesuaian pengelolaan

hotel dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, kedudukan
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™ Fauzi, M., & Nugraha, A. (2023). Implementasi p!nsip syariah dalam pengelolaan hotel syariah
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™ Dewan Svariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Farwa DSN-MUT Nomar [08/DSN-
MULX20M 6 tentang Pedoman Penyvelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Svariah. Jakarta:
DSN-MUL

54




fatwa dalam penelitian ini@k hanya sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga
sebagai standar evaluasi terhadap praktik pengelolaan hotel syariah.

2. Kgnluan Pokok Penvelenggaraan Hotel Berdasarkan Prinsip Syvariah
otel syariah merupakan salah satu bentuk usaha jasa akomodasi yang dalam

seluruh kegiatan operasionalnya wajib berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.
Keberadaan hotel syariah tidak hanva ditujukan untuk menyediakan tempat
menginap bagi wisatawan Muslim, g’ i juga sebagai sarana yang mendukung
pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam Kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,
penyelenggaraan hotel syariah tidak dapat disamakan dengan hotel konvensional
karena lerdapat ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar Keégiatan
usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.’

Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai penyelenggaraan mel syariah
diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUIX/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi
pedoman utama bagi para pelaku usaha pariwisata, termasuk pengelola hotel, dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya. Melalui fatwa tersebut, DSN-MUI
menegaskan bahwa s¢luruh aktivitas usaha harus terbebas dari unsur kemaksiatan,
kemudharatan, kemusyrikan, kemungkaran, serta hal-hal ng bertentangan dengan
prinsip-prinsip Islam.™

Pertama, hotel syariah wajihﬂ:lak menyediakan fasilitas maupun layanan yang
bertentangan dengan prinsip syariah. Seluruh bentuk pelayanan yang diberikan
kepada tamu harus terhindar dari unsur syirik, maksiat, pornografi, minuman
beralkohol, narkotika, perjudian, serta aktivitas lain vang bertentangan dengan
ketentuan syariah. Ketentuan ini berfujuan_untuk menjaga agar seluruh aktivitas
yang berlangsung di lingkungan hotel tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, hotel syariah wajib menyediakan makanan dan minuman yang telah

memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Selain bahan baku yang

b mawaty, D)., Hidavat, R., & Nurhayati, 5. (2024). Analisis fasilitas dan lavanan hotel svariah
s Deéwan Svariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Farwa DSN-MUT Nomar [08/DSN-
MU0 6 tentang Pedoman Penyvelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Svariah. lakarta:
DEN-MUIL
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halal, proses pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan pendistribusian makanan
dan minuman juga harus memenuhi ketentuan syariah sehingga kehalalannya dapat
terjamin,

Ketiga, ﬂltﬂl syariah wajib menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan sarana
yang memadai untuk pelaksanaan ibadah. Fasilitas tersebut meliputi tempat ibadah,
perlengkapan salat, petunjuk arah kiblat, serta sarana lain yang dapat mendukung
tamu dalam menjalankan ibadah selama menginap. Penvediaan fasilitas tersebut
merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip syariah dalam penvelenggaraan
usaha perhotelan.”

Selain ketiga ketentuan  tersebut, hotel syariah juga wajib - menerapkan
pelayanan vang sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan kepada tamu harus
dilaksanakan secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran
(shiddig), amanah, tanggung jawab, serta kesopanan sesuai dengan etika bisnis
Islam. Di samping itu, pengelolagn hotel juga harus menggunakan sistem transaksi
dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta didukung oleh
sumber daya manusia yang memahami dan mampu menerapkan ketentuan syariah
dalam operasional hotel.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, hotel syariah diwajibkan menerapkan
sistem transaksi éxg terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Penggunaan
layanan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip
syariah dalam kegiatan usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh
aktivitas ekonomi g dilakukan hotel berjalan sesuai dengan ketentuan hukum
Islam serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan hotel
berdasarkan prinsip syariah tidak hanya berkaitan gan penggunaan label
“syariah”, tetapi harus diwujudkan melalui pcncmpﬂndé:ilenluan-kelentuan yang
telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUL/X/2016. Dengan

demikian, seluruh aspek operasional hotel harus mencerminkan nilai-nilai Islam

o Ew&n Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Farwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia Nomor [O8/DSN-MULX2006 tentang Pedoman  Penyvelenggaraan
Pariwizata Berdasarkan Prinsip Svarialh.
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secara menyeluruh sehingga tercipta kesesuaian antara konsep syariah dan praktik

yang dilakukan di lapangan.

3. Aspek-a vang Wajib diperhatikan
Dalam penyelenggaraan hotel syariah, terdapat beberapa aspek penting yang

wajib diperhatikan oleh pengelola agargémtan usaha yang dijalankan tetap sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek-aspek tersebut mc%ﬂi indikator dalam
menilai tingkat kepatuhan suatu hotel terhadap ketentuan Yang telah ditetapkan
dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULX2016. Melalui pemenuhan
aspek-aspek tersebut, hotel syariah diharapkan mampu memberikan pelayanan
yang tidak hanya berkualitas secara profesional, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai
Islam.”®

Aspek produk, produk yang dimaksud meliputi seluruh makanan, minuman,
dan barang yang disediakan oleh hotel kepada para tamu. Produk tersebut harus
dipastikan kehalalannya, baik dari segi bahan baku, proses produksi, penyimpanan,
maupun penyajiannya. gntel syariah tidak diperbolehkan menyediakan produk
yang mengandung unsur haram seperti alkohol, babi, maupun bahan lain yan
dilarang dalam Islam. Kehalalan produk menjadi salah satu indikator utamaﬁ
membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional.

Aspek fasilitas, hotel syariah wajib menyediakan fasilitas yvang mendukung
pelaksanaan ibadah dan aktivitas keagamaan para tamu. Fasilitas tersebut meliputi
mushala atau tempat salat, perlengkapan ibadah, %unjuk arah kiblat, Al-Qur’an,
serta informasi waktu salat. Keberadaan fasilitas tersebut bertujuan untuk
memudahkan tamu dalam menjalankan kewajiban agamanya selama berada di
lingkungan hotel.

Aspek pelayanan, pelayanan merupakan unsur penting dalam industri

perhotelan karena berhubungan langsung dengan kepuasan tamu,”” Dalam hotel

L E:wan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Fanwa DSN-MUT Momar 108/DSN-
MULX2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Svariah. Jakarta:

DSN-MUIL
™ Rahmawati, D., Hidayat, B., & MNurhavati, 5. (2024). Analisis fasilitas dan layanan @c] syariah
dalam perspekuf Fatwa DEN-MUI Nomaor 108 Tahun 2006, Juwrnal Manafemen Pariwisala Svariah
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syariah, pelayanan tidak hanya menekankan profesionalitas, tetapi juga harus
mencerminkan akhlak dan etika Islam. Karyawan hotel diharapkan memberikan
pelayanan yang ramah, santun, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, pelayanan
vang diberikan tidak boleh mengarah pada aktivitas yang bertentangan dengan
syariat Islam

Aspek pengelolaan usaha dan sumber daya manusia, pengelolaan hotel syariah
harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab.
Seluruh kebijakan np::raé'unal yvang diterapkan harus mendukung terwujudnya
lingkungan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam*" Pengelola juga perlu
memberikan pembinaan kepada karvawan mengenai pentingnya penerapan prinsip
syariah :1-? am menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Aspek transaksi dan keuanga n.gam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi
harus dilakukan secara jelas, adil, dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maysir.
Oleh karena itu, hotel syariah perlu menerapkan si %imgan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah serta mengutamakan érj: sama dengan lembaga
keuangan syariah dalam berbagai aktivitas bisnisnya. Kepatuhan terhadap aspek ini
menjadi salah satu indikator penting dalam menilai implementasi prinsip syariah
secara menyeluruh.

Aspek pengawasan terhadap aktivitas tamu dan lingkungan hotel, pengelola
hotel memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan hotel terbebas
dari aktivitas yang bertentangan dengan syanat Islam, Bentuk pengawasan tersebut
dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan tertentu, seperti verifikasi identitas
tamu yang menginap, pengawasan terhadap penggunaan fasilitas hotel. serta
larangan terhadap aktivitas yang mengandung unsur maksiat. Pengawasan ini
dilakukan bukan untuk membatasi hak tamu, melainkan untuk menjaga identitas
syariah yang diusung oleh hotel tersebut.

Selain aspek-aspek tersebut, hotel syariah juga perlu memperhatikan aspek

citra dan komitmen syariah. Penggunaan label svariah harus diiringi dengan

penerapan prinsip-prinsip syariah secara nyata dalam kegiatan operasional. Hal ini

" Faweri, M., & Nugraha, A, (2023 ). Implementasi prinsip svariah dalam pengelolaan hotel syariah
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penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menghindari praktik syariah
washing, yaitu penggunaan identitas syariah hanya sebagai strategi pemasaran
tanpa diikuti penerapan nilai-nilai syariah secara substantif.*'

Dengan demikian, aspek produk, fasilitas, pelayanan, pengelolaan usaha,
transaksi keuangan, serta pengawasan aktivitas tamu merupakan komponen utama
yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan hotel syariah. Aspek-aspek
tersebut akan menjadi indikator vang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai
kesesuaian pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung dengan
ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULX/2016.

*I Ahyani, H., & Muharir. {2021). Peran @w DSN-MUI dalam perkembangan hukum ckonomi
syariah di Indonesia, Juenal lmiah Ekoncmi Lvlam,
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Bem

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian is empiris. Metode
yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum vang mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku serta impluﬁnmsin}'a dalam kehidupan masyarakat.
Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan fatwa, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut
diterapkan dalam praktik. Penelitian yuridis empiris merupakan elitian hukum
yang dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh secara langsung dari
masyarakal atau objek penelitian untuk mengetahui efektivitas berlakunya suatu
aturan hukum.* Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengelolaan
Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung serta kesesuaiannya g;
DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUIX/2016 tentang Pedoman Penyvelenggaraan

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

gan Fatwa

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualimtif.@dekatm kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan
secara mendalam praktik pengelolaan Hotel Ungu Residence Svariah Kota
Bandung berdasarkan fakia kondisi yang terjadi di lapangan. Melalui
pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang kumprehensifgengenaj
penerapan  prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel, termasuk aspek
pelayanan, fasilitas, pengelolaan, serta penggunaan akad yang diterapkan dalam
hubungan %ra pihak hotel dan tamu. Penelitian kualitatif bertujuan memahami
fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah.**

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji é:(tmtuan yang terdapat dalam
Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUL/X/2016 kemudian membandingkannya

K= ﬁnnm. 8. (2019}, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press.
* Molcong, L. 1. (2021). Metodologi Penelitian Kualitarif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja

Rosdakarya,

60




an praktik yvang diterapkan oleh Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung.
ngan demikian, penelitian tidak hanya menelaah ketentuan normatif yang
mengatur penyelenggaraan hotel syariah, tetapi juga menganalisis implementasi
ketentuan_tersebut dalam praktik pengelolaan hotel. Melalui metode yuridis
empiris, E]‘IE]iliﬂ.ﬂ ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat
kesesuaian pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung dengan
ketentuan yang diﬂturgnm Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULX/2016 serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan

prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel.

@Lnkasi dan Subjek Penelitian

Pc%ilian ini dilaksanakan di Hotel Ungu Residence Syariah Kota
Bandung.
tersebut merupakan salah satu hotel yang menerapkan konsep syariah dalam

emilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa hotel

kegiatan operasionglnya sehingga relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji
pengelolaan hotel @:dﬂsarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUIX/2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dianggap memiliki
informasi dan pengetahuan mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini,
subjek penelitian meliputi pengelola Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung,
karyawan yang terlibat dalam operasignal hotel, serta pihak-pihak lain vang
dianggap mampu memberikan informasi ng berkaitan dengan penerapan prinsip-
prinsip syariah dalam pengelolaan hotel. Pemilihan subjek penelitian dilakukan
secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki

pemahaman dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

., Jenis Data

Data merupakan kumpulan fakta, informasi, atau keterangan yang diperoleh
peneliti dari suatu objek penelitian dan digunakan schagai dasar untuk menjawab

rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Data memiliki peran yang
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sangat penting dalam penclitian karena menjadi sumber utama dalam proses
analisis dan penarikan kesimpulan. Data merupakan segala sesuatu yang dapat
memberikan informasi mengenai objek yang diteliti sehingga dapat digunakan
untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena. Oleh karena itu, kualitas hasil
penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan kelengkapan data vang diperoleh
selama proses penelitian berlangsung **
gs data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data
kualitatilf merupakan data yang berbentuk uraian, keterangan, pendapat, hasil
pengamatan, serta info i vang diperoleh dari berbagai sumber vang berkaitan
dengan objek penelitian. Data Kualitatif merupakan data vang disajikan dalam
bentuk kata-kata, tindakan, dokumen, maupun informasi lainnya yang dapat
memberikan  pemahaman  secara mendalam mengenai st fenomena yang
diteliti.*® Penggunaan data kualitatif dalam penelitian i bertujuan untuk
memperoleh gambaran yvang komprehensif” mengenai pengelolaan Hotel Ungu
Qngan Fatwa DSN-MUI
Nomor 108/DSN-MULI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

Residence Syariah Kota Bandung serta kesesuaiannya

Berdasarkan Prinsip Syariah.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai
istem pengelolaan hotel, fasilitas dan pelayanan yang disediakan, penerapan
prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional hotel, penggunaan akad dalam
transaksi antara hotel dan tamu, serta Taktor-faktor yang mendukung dan
menghambat penerapan ketentuan syariah. Data tersebut diperoleh melalui
wancam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada Hotel Ungu
Residence Syariah Kota Bandung, Selanjutnya, data yang telah terkumpul
analisis dengan membandingkan praktik pengelolaan hotel dengan ketentuan
yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULX/2016 schingga
dapat diketahui tingkat kesesuaian pengelolaan hotel terhadap nsip-prinsip

syariah yang menjadi standar dalam penyelenggaraan hotel syariah.

“ BRivono, (2022), Metode Peneflitian Kualitarif, Bandung: Alfabeta,
# Molcong, L. 1. (2021). Metodologi Penelitian Kualitarif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,
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D. Pilmher Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data

primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung
dari sumber pertama atau objek yang diteliti tanpa melalui perantara. Data primer
memiliki kedudukan yang penting dalam penelitian karena memberikan informasi
faktual mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di Iapangan_ﬁher data primer
adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti
schingga informasi yang diperoleh lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Melalui data primer, peneliti dapat memperoleh informasi yvang aktual, mendalam,
dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti."®

Penggunaan sumber data primer dalam penelitian yuridis empiris memiliki
fungsi untuk mengetahui bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dalam
praktik. Data primer diperlukan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (law
in action), sehingga peneliti dapat membandingkan antara ketentuan normatif yang
berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, data primer
menjadi dasar dalam menilai tingkat efektivitas, kesesuaian, maupun kendala
penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat.®

p@am penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan
observasi terhadap pengelola serta karyawan Hotel Ungu Residence Syariah Kota
Bandu%_ Data yang diperoleh meliputi informasi mengenai sistem pengelolaan

otel, pelayanan yang diberikan kepada tamu, fasilitas yang tersedia, penerapan

prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel, penggunaan akad dalam transaksi
penyewaan kamar, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
penerapan Fatwa DSN-MUI Nomeor 108/DSN-MUIX/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Data primer tersebut

digunakan untuk memperoleh gambaran vang faktual mengenai praktk

¥ Sugiyono. (2022). Metode Heneh’rimr Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
" Sockanto, 5. (2019). Pengantar Penelitian Hukam, Jakarta: UT Press.
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pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung schingga dapat
dianalisis tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang
menjadi objek penelitian. Sedangkan wawancara dilakukan dengan tiga narasumber

utama.

gumher Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui
berbagai dokumen dan literatur yvang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder

alam penelitian ini meliputi:

A. Fatwa DSN-MUI Nomor [108/DSN-MUIX/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
B. Buku, skripsi, dan jumal ilmiah yang membahas hukum ekonomi syariah,
pariwisata syariah, dan hotel syariah.
C. Dokumen, serta informasi vang berkaitan dengan Hotel Ungu Residence Syariah
Kota Bandung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi makukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan
aktivitas yang berlangsung di Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung.
Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas, pelayanan,

dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel.

2. Wawancara
Wawancara dilakykan secara langsung kepada informan vyang telah

ditentukan sebelumnya. %(nik wawancara yang digunakan adalah wawancara

semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman

pertanyaan yang telah disusun namun tetap memberikan kesempatan kepada
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informan untuk memberikan informasi secara lebih luas sesuai dengan kebutuhan
penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti
menetapkan informan yang memiliki peran dan keterlibatan langsung dalam
operasional Hotel Ungu Residence Syariah. Adapun identitas dan relevansi masing-

masing informan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

1. Manajer Hotel memiliki peran sebagai informan utama dalam penelitian karena
bertanggung  jawab terhadap pengelolaan dan  operasional hotel. Melalui
wawancara dengan manajer, peneliti memperoleh data primer mengenai penerapan

prinsip svariah di Hotel Ungu Residence Syariah,

Nama Lengkap + Gildan Nugraha Hidavat
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 27 November 2002
Pekerjaan / Jabatan : Manajer Hotel

Relevansi dengan Penelitian  : Memberikan informasi mengenai pengelolaan

hotel dan penerapan prinsip syariah.

2. Salah satu staf hotel dipilih sebagai informan pendukung karena terlibat langsung
dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepada tamu. Melalui wawancara,
peneliti memperoleh data primer mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam

aktivitas sehari-hari di Hotel Ungu Residence Syariah.

Nama Lengkap : Muhammad Yusuf
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 25 Agustus 2004
Pekerjaan / Jabatan : Staff Hotel

Relevansi dengan Penelitian : Memberikan informasi mengenai pelaksanaan
operasional dan pelayanan hotel berdasarkan

prinsip syariah.

3. Salah satu penyewa hotel dipilih sebagai informan untuk memperoleh data

primer mengenai pengalaman dan penilaian terhadap pelayanan yvang diberikan
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oleh Hotel Ungu Residence Syariah. Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui

sejauh mana penerapan prinsip svariah dirasakan oleh tamu selama menginap.

Nama Lengkap : Wildan
Tempat Tanggal Lahir : Cililin, 11 Juli 1970
Pekerjaan / Jabatan : Penyewa Hotel

Relevansi dengan Penelitian : Memberikan informasi mengenai pengalaman
menginap dan penilaian terhadap penerapan prinsip

syariah di Hotel Ungu Residence Syariah.

3. Dokumentasi
Dokumentasi E&ukm dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang
berkaitan dengan penelitian, seperti profil hotel, foto fasilitas, data operasional yang

dapat diakses, serta dokumen lain vang mendukung penelitian.

4. Studi Kepustakaan

Studi istakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber
tertulis sepeni@:}m, jumal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan hasil penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan topik penclitian guna memperkuat landasan teori dan

analisis penelitian.

F. gali!is Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data
kualitatif model Miles dan Huberman yang dilakukan secara berkelanjutan sejak

proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis data meliputi:

I.ﬂdu ksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan
perhatian, dan pengelompokag data yang diperoleh dari hasil observasi,
wawancara, dan dokumentasi. %dﬂ tahap ini peneliti memilih data yang relevan

dengan fokus penelitian.




g‘myajian Data (Dara Display)
Data vang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif
agar memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh dan melihat

hubungan antar data.

3 @narikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and
Verification)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan %asarkan hasil analisis data
yang telah dilakukan. Kesimpulan diperoleh dengan membandingkan data vang
ditemukan di lapangan dengan Ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI
Nomor 108/DSN-MUIX/2016 schingga dapat diketahui tingkat kesesuaian
pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung dengan prinsip-prinsip

svariah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah
- Profil Hotel Ungu Residence Syariah

Hotel Ungu Residence Syariah merupakan salah satu usaha jasa akomodasi
yvang berlokasi di Kota Bandung dan mengusung konsep syariah dalam kegiatan
np&msinna]nya.ﬁagai hotel yang menggunakan identitas syariah, Hotel Ungu
Residence Syariah berupava memberikan pelayanan penginapan yang tidak hanya
berorientasi pada kenyamanan tamu, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai vang
selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan hotel ini menjadi salah satu
alternatif pilihan akomodasi bagi wisatawan maupun masyarakat yang
membutuhkan tempat menginap dengan suasana yang nyaman, aman, dan
mendukung aktivitas sehari-hari selama berada di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Hotel Ungu Residence
Syariah memiliki bangunan yang cukup representatif sebagai usaha jasa
penginapan. Area depan hotel juga menjadi akses utama bagi Tamu yang akan
melakukan check-in maupun check-out. Kondisi bangunan terlihat terawat dan

memberikan kesan yang nyaman bagi pengunjung vang datang.

Gambar 4.1 Tampak Depan Hotel Ungu Residence Syariah
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026,

S




Selain bangunan utama, Hotel Ungu Residence Syariah menyediakan
berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh tamu selama menginap. Berdasarkan
hasil pengamatan peneliti, salah satu fasilitas yang tersedia adalah layanan akses
internet nirkabel (free Wi-Fi). Ketersediaan akses internet menjadi fasilitas penting
karena dapat membantu tamu dalam melakukan komunikasi, mengakses informasi,
menyelesaikan pekerjaan, maupun memenuhi kebutuhan hiburan selama berada di
hotel. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan upava hotel dalam menyesuaikan
pelayanan dengan kebutuhan masyarakat modern yang sangat bergantung pada
penggunaan internet.

Hotel juga menyediakan air mineral vang dapat digunakan oleh tamu selama
masa menginap. Penyediaan air mineral merupakan salah satu bentuk pelayanan
dasar yang diberikan pihak hotel untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tamu.
Selain itu, setiap kamar dilengkapi dengan televisi yvang dapat digunakan sebagai
sarana informasi dan hiburan. Fasilitas televisi memungkinkan tamu memperoleh
akses terhadap berbagai informasi maupun program hiburan sehingga dapat
menambah kenyamanan selama berada di kamar hotel.

Berdasarkan hasil observasi, kamar hotel juga dilengkapi dengan kamar
mandi pribadi (bathroom) yang berada di dalam kamar. Keberadaan kamar mandi
pribadi memberikan kemudahan bagi tamu karena dapat digunakan secara lebih
leluasa tanpa harus berbagi dengan pengguna lain. Selain itu, kondisi kamar mandi
yang bersih menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan hotel dalam menjaga
kenyamanan dan kepuasan konsumen.

Hotel Ungu Residence Syariah juga menyediakan linen yang bersih dan
tertata rapi (spotless linen). Kebersihan linen menjadi aspek yang sangat penting
dalam usaha perhotelan karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan
kesehatan tamu. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kondisi tempat tidur, sprei,
sarung bantal, dan perlengkapan tidur lainnya terlihat bersih dan lavak digunakan.
Selain itu, hotel juga menyediakan berbagai perlengkapan pendukung (amenities)
yang dapat dimanfaatkan oleh tamu selama menginap sesuai dengan kebutuhan

dasar pengunjung.
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Gambar 4.2 Fasilitas Kamar Hotel Ungu Residence Syariah

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026,

Salah satu tipe kamar yang tersedia di Hotel Ungu Residence Syariah
merupakan kamar yang diperuntukkan bagi satu hingga dua orang dewasa.
Berdasarkan hasil observasi, kamar tersebut dilengkapi dengan tempat tidur,
pendingin ruangan, televisi, akses internet, kamar mandi pribadi, air mineral, serta
berbagai fasilitas pendukung lainnya. Penataan kamar terlihat cukup rapi sehingga
mampu memberikan kenyamanan bagi tamu selama beristirahat. Ketersediaan
fasilitas yang memadai menunjukkan upaya hotel dalam memenuhi kebutuhan

dasar konsumen sebagai pengguna jasa penginapan.
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Gambar 4.3 Tipe Kamar untuk 1-2 Orang Dewasa

Sumber: Dokumemasi Peneliti, 2026,

Selain menyediakan fasilitas kamar, Hotel Ungu Residence Syariah juga
memiliki ruang tunggu yang dapat digunakan oleh tamu maupun pengunjung.
Ruang tunggu tersebut berfungsi sebagai area penerimaan tamu  sebelum
melakukan proses check-in maupun sebagai tempat menunggu ketika akan
meninggalkan hotel. Berdasarkan hasil observasi, ruang tunggu ditata sedemikian
rupa untuk memberikan kenyamanan kepada tamu yang sedang menunggu
pelayanan dari pihak hotel. Keberadaan ruang tunggu juga mendukung aktivitas
operasional hotel karena menjadi salah satu fasilitas pelayanan yang berhubungan

langsung dengan tamu.
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Gambar 4.4 Ruang Tunggu Hotel Ungu Residence Syariah

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026,

Temuan hasil observasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan
Bapak Wildan selaku penyewa Hotel Ungu Residence Syariah. Berdasarkan hasil
wawancara, beliau menvampaikan bahwa fasilitas vang tersedia di hotel telah
memenuhi kebutuhan selama menginap. Menurut beliau, kondisi kamar yang
bersih, tersedianva akses internet, televisi, air mineral, serta fasilitas lainnya
memberikan kenvamanan selama menggunakan jasa penginapan di Hotel Ungu
Residence Svariah.

"Fasilitas vang tersedia cukup memadai untuk kebutuhan menginap. Kamar
dalam keadaan bersih, tersedia Wi-Fi. televisi, air mineral, dan fasilitas lainnya
yang membuat saya merasa nyaman selama berada di hotel."®® Hasil wawancara
tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh Hotel Ungu Residence
Svariah telah memberikan manfaat bagi tamu dalam menunjang aktivitas selama
menginap.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Sulastivono (2011) yang menyatakan

* Wildan, Penyewa Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara olch penulis,
Bandung, 2026,
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bahwa fasilitas dan kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang
memengaruhi tingkat kepuasan tamu dalam usaha perhotelan. Dengan tersedianya
berbagai fasilitas pendukung tersebut, Hotel Ungu Residence Syariah berupaya
memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen sekaligus menjaga kualitas

layanan yang diberikan kepada setiap tamu yang menginap.*”

2. Mekanisme Pengelolaan Hotel Ungu Residence Svariah

@rdasarkan hasil penelitian vang dilakukan di Hotel Ungu Residence
Syariah Kota Bandung, mekanisme pengelolaan hotel dapat dikelompokkan ke
dalam dua aspek utama, yaitu pelayanan konsumen dan manajemen hotel.
Pelayanan konsumen berkaitan dengan seluruh aktivitas pelayanan yang diberikan
kepada tamu sejak melakukan pemesanan hingga meninggalkan hotel. Sementara
itu, manajemen hotel berkaitan dengan proses pengelolaan sumber daya,
pengawasan operasional, serta pemeliharaan fasilitas untuk menunjang kelancaran
penyelenggaraan usaha hotel.”

1. Pelayanan Konsumen

Pelayanan konsumen merupakan serangkaian pelayanan yang diberikan
kepada tamu sgjak sebelum menginap hingga meninggalkan hotel. Pelayanan
tersebut meliputi proses reservasi, penerimaan tamu (check-in), pelayanan selama
tamu menginap, serta proses keberangkatan tamu (check-out) (Sulastivono, 201 1).
a. Reservasi

Reservasi merupakan proses pemesanan kamar yang dilakukan oleh calon
tamu sebelum kedatangan. Pemesanan dapat dilakukan secara langsung maupun
melalui media elektronik, seperti telepon, aplikasi pemesanan hotel, atau platform
online travel agent. Pada tahap ini, pihak hotel memberikan informasi mengenai
jenis kamar, tarif, fasilitas, serta ketentuan yang berlaku sehingga tamu
memperoleh informasi yang jelas sebelum melakukan transaksi.”

b. Pencrimaan Tamu (Check-in)

* Sulastivono, A, (2011 ). Manajemen Penvelengpgaraan Hotel, Bandung: Alfabeta,
* lsmayanti. (2010). Pengantar pariwisata. Grasindo.
M Sulastivono, A, (2011). Manafemen penyvelengearaan hotel, Alfabeta,
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Proses check-in merupakan kegiatan penerimaan tamu ketika tiba di hotel.
Pada tahap ini petugas resepsionis melakukan verifikasi identitas tamu, pencatatan
data, konfirmasi reservasi, penyerahan kunci kamar, serta memberikan informasi
mengenai fasilitas dan tata tertib hotel. Khusus pada hotel syariah, proses ini juga
dapat disertai dengan verifikasi identitas pasangan sebagai bentuk penerapan
prinsip syariah.”
c. Pelavanan Selama Menginap

Selama masa menginap, hotel memberikan berbagai pelayanan untuk
memenuhi kebutuhan tamu, seperti menjaga kebersihan kamar, menyediakan
fasilitas yang diperlukan, memberikan informasi, serta menangani keluhan atau
permintaan tamu. Pelayanan tersebut bertuyjuan menciptakan kenyamanan,
keamanan, dan kepuasan tamu selama menggunakan jasa hotel.”
d. Proses Check-out

Check-out merupakan tahap akhir pelayanan kepada tamu. Pada tahap ini
petugas melakukan pemeriksaan administrasi, menghitung biaya vang menjadi
kewajiban tamu, menerima pembayaran, serta memastikan seluruh fasilitas hotel

telah dikembalikan dalam kondisi baik sebelum tamu meninggalkan hotel.”™

2. Manajemen Hotel

Manajemen hotel merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya yang
dimiliki hotel untuk menjamin kelancaran operasional dan pencapaian tujuan
perusahaan. Dalam penelitian ini, manajemen hotel meliputi pengelolaan sumber
daya manusia, pemeliharaan fasilitas hotel, administrasi, serta pengawasan
operasional.
a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui pembagian tugas,

pengawasan, koordinasi antarkaryawan, serta pemberian pelatihan kepada

:Ewan Syariah Masional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Famwa Dewan Svariah Nasianal
Majelis Ulama  Indonesia Nomor TOSDEN-MULX2006 tentang Pedoman  Penyvelenggaraan
Pariwizsata Serdasarkan Prinsip Spaviah.

‘”@a}-’aﬂti. (2000). Pengamtar paviwisata. Grasindo,

= Sulastivono, A, (2011). Manafemen penyelengearaan hotel, Alfabeta,
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karyawan agar setiap bagian mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara
efektif sesuai dengan standar operasional hotel. Pembagian tugas yang jelas
memungkinkan setiap karyawan memahami peran, wewenang, dan tanggung
Jjawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara
terstruktur. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen berfungsi
untuk memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan. Koordinasi antarkarvawan juga menjadi faktor penting
dalam menciptakan kerja sama vang baik. terutama karena operasional hotel
melibatkan berbagai divisi vang saling berkaitan, seperti bagian resepsionis,
housekeeping, keamanan, dan administrasi,

Selain pembagian tugas dan pengawasan, pelatihan bagi karyawan
pakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di
hotel. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
profesionalisme karvawan dalam menjalankan tugasnva, baik wvang berkaitan
dengan pelayanan kepada tamu, penerapan standar operasional prosedur (SOP),
etika kerja, maupun penyelesaian berbagai permasalahan yang mungkin terjadi
selama operasional hotel. Melalui pelatihan yang dilaksanakan secara berkala,
karyawan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pelayanan
serta menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada tamu. Dalam konteks hotel
syariah, pelatihan juga berperan dalam memberikan pemahaman mengenai nilai-
nilai dan ketentuan syariah yang menjadi pedoman operasional hotel, sehingga
seluruh aktivitas pelayanan dapat dilaksanakan secara profesional sekaligus sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

b. Pemeliharaan Fasilitas Hotel

Pemeliharaan fasilitas dilakukan secara berkala untuk menjaga kebersihan,
keamanan, dan kelayakan seluruh sarana hotel sehingga dapat digunakan dengan
baik oleh tamu selama menginap. Kegiatan pemeliharaan mencakup pemeriksaan
rutin terhadap kondisi bangunan, kamar, peralatan, instalasi listrik, saluran air,
sistem keamanan, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Selain bertujuan untuk

menjaga fungsi setiap fasilitas agar tetap optimal, pemeliharaan juga dilakukan
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schbagai upaya pencegahan terhadap kerusakan vang dapat mengganggu
kenyamanan tamu maupun kelancaran operasional hotel. Dengan adanya
pemeliharaan yang terjadwal, setiap permasalahan teknis dapat segera diidentifikasi
dan ditangani sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.

Selain pemeliharaan teknis, aspek kebersihan juga menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam pengelolaan fasilitas hotel. Seluruh area hotel, mulai dari
kamar tamu, lobi, koridor, area parkir, hingga fasilitas umum lainnya, dibersihkan
secara rutin seésuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Kebersihan
dan kerapihan fasilitas tidak hanya memberikan kenyamanan bagi tamu, tetapi juga
mencerminkan kualitas pelavanan dan profesionalisme pengelola hotel. Dalam
konteks hotel syariah. pemeliharaan fasilitas juga dilakukan untuk memastikan
bahwa seluruh sarana vang disediakan tetap mendukung terciptanya lingkungan
yang bersih, aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga mampu
meningkatkan kepuasan tamu serta menjaga kepercayaan masvarakat terhadap

kualitas pelayanan hotel.

¢, Administrasi dan Pengawasan Operasional

Administrasi dan pengawasan operasional dilakukan oleh pihak manajemen
melalui  pencatatan  transaksi, evaluasi pelayanan, pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas karyawan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
kegiatan operasional hotel. Pengawasan tersebut bertujuan menjaga kualitas
pelayanan dan memastikan seluruh Kegiatan berjalan sesuai dengan standar
operasional yang telah ditetapkan.Berdasarkan hasil observasi, mekanisme
pengelolaan yang diterapkan di Hotel Ungu Residence Syaniah menunjukkan
adanya koordinasi antara pihak manajemen dan staf dalgm menjalankan kegiatan
operastonal sehari-hari. Koordinasi tersebut dilakukan @lk memastikan bahwa
eluruh pelayanan yang diberikan kepada tamu dapat berlangsung dengan baik serta
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak hotel. Selain itu,
pengelolaan yang terstruktur juga bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan,
meningkatkan kepuasan tamu, serta mendukung keberlangsungan usaha hotel di

tengah persaingan industri perhotelan yvang semakin  berkembang. Dengan
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demikian, pengelolaan hotel pldak hanya berfungsi sebagai sarana untuk
menjalankan kegiatan bisnis, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun
citra dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh
hotel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gildan Nugraha Hidayat
selaku Manajer Hotel Ungu Residence Syariah, diketahui bahwa pengelolaan hotel
dilakukan melalui pengawasan langsung terhadap seluruh aktivitas operasional
yang berlangsung setiap hari. Menurut beliau, pihak manajemen bertanggung jawab
untuk memastikan seluruh fasilitas hotel dapat digunakan dengan baik, pelayanan
kepada tamu berjalan sesuai standar, serta seluruh karyawan melaksanakan
tugasnya secara optimal.

*Sebagai manajer, saya bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan
operasional hotel mulai dari pelayanan tamu, kondisi kamar, kebersihan lingkungan
hotel, hingga Kinerja karyawan. Setiap hari kami melakukan pengecekan terhadap
fasilitas yang tersedia agar tamu dapat memperoleh pelayanan yang nyaman selama
menginap. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi apabila terdapat keluhan atau
masukan dari tamu sebagai bahan perbaikan pelayanan ke depannya.™”

ﬁi:rdasarkan hasil wawancara tersebut. dapat diketahui bahwa pengawasan
menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan Hotel Ungu Residence
Syariah. Pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan serta
memastikan bahwa seluruh fasilitas yang tersedia tetap berada dalam kondisi baik.
Selain itu, pihak manajemen juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan
melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap operasional hotel.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Hotel Ungu Residence
Syariah menerapkan pembagian tugas yang jelas kepada setiap karyawan.
Berdasarkan keterangan Bapak Gildan Nugraha Hidayat, masing-masing staf
memiliki tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya sehingga seluruh kegiatan
operasional dapat berjalan secara terorganisasi dan efisien.

“Kami membagi tugas sesuai dengan kebutuhan operasional hotel. Ada stafl

* Gildan Nugraha Hidayat, Manajer Hotel Ungu Residence Svariah Kota Bandung, wawancara
oleh penulis, Bandung, 2026,
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yang bertugas melayani tamu di bagian resepsionis, ada yang bertanggung jawab
terhadap kebersihan kamar dan lingkungan hotel, serta ada yang membantu
memastikan seluruh fasilitas dapat digunakan dengan baik. Dengan pembagian
tugas tersebut, pekerjaan menjadi lebih terarah dan pelayanan kepada tamu dapat
dilakukan secara maksimal.”,"

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, proses pelayanan kepada
tamu dimulai sejak tamu melakukan pemesanan kamar. Pemesanan dapat dilakukan
secara langsung maupun melalui platform pemesanan daring vang bekerja sama
dengan pihak hotel. Setelah tamu tiba di hotel, resepsionis akan melakukan proses
registrasi dengan meminta identitas tamu sebagai bagian dari administrasi hotel.
Setelah proses registrasi selesai, tamu diberikan akses untuk menempati kamar
yang telah dipesan serta memperoleh informasi mengenai fasilitas dan layvanan yang
tersedia di hotel.

Proses tersebut merupakan bagian dari prosedur pelavanan yang umum
diterapkan dalam industri perhotelan untuk memastikan kelancaran operasional dan
kenyamanan tamu selama menginap. Menurut Soenarno, pelayanan hotel dimulai
sejak calon tamu melakukan reservasi hingga meninggalkan hotel, yang melibatkan
berbagai tahapan pelayanan seperti pemesanan kamar, registrasi tamu, pemberian
informasi, pelayanan selama menginap, hingga proses pembayaran dan check-out.
Oleh karena itu, bagian resepsionis memiliki peran yang sangat penting karena
menjadi pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan tamu serta bertanggung
jawab dalam memberikan kesan awal terhadap kualitas pelayanan hotel.”

Berdasarkan hasil observasi, resepsionis Hotel Ungu Residence Syariah
tidak hanya bertugas melakukan pencatatan data tamu, tetapi juga memberikan
informasi mengenai tata tertib hotel, fasilitas yang tersedia, serta berbagai layanan
yang dapat digunakan selama masa menginap. Pelayanan vang diberikan pada
tahap awal ini bertujuan untuk membantu tamu memahami prosedur yang berlaku

di hotel sekaligus memudahkan tamu dalam mengakses berbagai fasilitas yang

* Gildan Nugraha Hidayat, Manajer Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh
penulis, Bandung, 2026,
7 Soenamo, A. (2006), Front Qffice Management, Yogyakarta: Andi Offset.
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disediakan. Dengan adanya proses registrasi dan penyampaian informasi yang jelas,
pihak hotel dapat membangun komunikasi yang baik dengan tamu serta
meminimalkan terjadinya kesalahpahaman selama masa menginap.

Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan operasional di
lapangan. peneliti juga melakukan wawancara dengan Gildan Nugraha selaku
manajerHotel Ungu Residence Svariah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahw
bahwa staf memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan secara langsung
kepada tamu selama masa menginap.

*Tugas kami sehari-hari meliputi membantu proses check-in dan check-out,
memberikan informasi kepada tamu, membantu kebutuhan tamu selama menginap,
serta memastikan kondisi kamar tetap bersih dan siap digunakan. Jika ada keluhan
atau kendala dari tamu, kami berusaha menanganinya secepat mungkin agar tamu
tetap merasa nyaman.”™.”®

Berdasarkan ketergpean tersebut, dapat diketahui bahwa pelayanan vang
diberikan oleh staf hotel Tidak hanya terbatas pada proses administrasi, tetapi juga
mencakup pendampingan dan bantuan kepada tamu selama masa menginap. Peran
staf menjadi sangat penting karena mereka merupakan pihak yang berinteraksi
secara langsung dengan konsumen dan menjadi representasi kualitas pelayanan
haotel.

Selain pelayanan kepada tamu, pengelolaan hotel juga mencakup
pemeliharaan fasilitas yang tersedia. Berdasarkan hasil observasi, Hotel Ungu
Residence Syariah menyediakan berbagai fasilitas seperti akses internet ( Wi-Fi),
televisi, air mineral, kamar mandi dalam, perlengkapan mandi (amenities), linen
yang bersih, serta ruang tunggu yvang dapat digunakan oleh tamu. Seluruh fasilitas
tersebut diperiksa dan dirawat secara berkala agar tetap berada dalam kondisi baik.
Pemeliharaan fasilitas menjadi bagian penting dalam operasional hotel karena
fasilitas yang terawat akan menunjang kenyamanan, keamanan, dan kepuasan tamu
selama menginap. Fasilitas hotel merupakan salah satu unsur utama vyang

memengaruhi kualitas pelavanan Karena secara langsung digunakan oleh tamu

* Gildan Nugraha Hidayat, Manajer Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara olch
penulis, Bandung, 2026,
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selama berada di hotel. Oleh karena itu, kondisi fasilitas yang baik menjadi
indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan suatu hotel.””

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf selaku staf Hotel
Ungu Residence Syariah, pemeliharaan fasilitas dilakukan secara rutin melalui
pemeriksaan harian terhadap kondisi kamar dan sarana pendukung lainnya.
Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan fungsi televisi, jaringan internet,
perlengkapan kamar mandi, kondisi tempat tidur, serta berbagai fasilitas lain yang
tersedia di dalam kamar. Selain itu, pihak hotel juga melakukan penggantian linen
secara berkala serta memastikan kebersihan setiap ruangan sebelum digunakan
kembali oleh tamu. Menurut beliau, upava tersebut dilakukan untuk menjaga
kualitas pelayanan dan meminimalisasi keluhan yang mungkin muncul akibat
kerusakan atau ketidaksiapan fasilitas hotel.

Tidak hanya terbatas pada fasilitas di dalam kamar, pihak hotel juga
melakukan pemeliharaan terhadap area umum seperti ruang tungeu, koridor, area
parkir, dan lingkungan sekitar hotel. Kebersihan dan kerapihan area tersebut dijaga
secara rutin agar menciptakan suasana yang nyaman bagi tamu maupun
pengunjung. Dalam perspektif hotel syariah, pemeliharaan fasilitas ﬁ:lak hanya
berkaitan dengan aspek kenyamanan, tetapi juga mencerminkan implementasi
prinsip taharah atau kebersihan yang ﬂenjadi salah satu nilai penting dalam Islam.
Dengan adanya pemeliharaan yang dilakukan secara berkelanjutan, fasilitas hotel
dapat berfungsi secara optimal serta mendukung terciptanya pelayanan yang
berkualitas sesuai dengan standar operasional hotel dan nsip-prinsip syariah
yang diterapkan dalam pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah.'""

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Muhammad Yusuf yang menyatakan
bahwa kebersihan dan kondisi fasilitas menjadi perhatian utama pihak hotel.
“Setiap kamar yang telah digunakan oleh tamu akan dibersihkan terlebih dahulu
sebelum ditempati oleh tamu berikutnya, Kami mengganti linen, membersihkan
kamar mandi, mengecek televisi, Wi-Fi, dan fasilitas lainnya agar semuanya dapat

digunakan dengan baik. Kebersihan menjadi salah satu hal yvang selalu kami

* Sulastivono, A, (2011). Manajemen Penvelenggaraan Horel. Bandung: Alfabeta
Y Bagyono, (20012). Teor dan Prakrik Hotel Front Office. Bandung: Alfabeta,
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prioritaskan karena sangat memengaruhi kenyamanan tamu,”,'"!

erdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa
mekanisme pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah dilakukan melalui
koordinasi antara pihak manajemen dan staf dalam menjalankan seluruh kegiatan
operasional hotel. Pengelolaan tersebut meliputi proses reservasi, penerimaan tamu,
pelayanan selama menginap, pemeliharaan fasilitas, penanganan keluhan,
pengawasan operasional, hingga proses check-out. Sistem pengelolaan vang
terstruktur tersebut bertujuan untuk menciptakan pelayanan vang optimal dan
memberikan kenyamanan kepada tamu selama mengguﬁlkﬂn jasa penginapan.
Pengelolaan yang terorganisasi dengan baik menjadi salah satu fakior
penting dalam mendukung keberhasilan usaha perhotelan. Menurut Agustyn,
operasional hotel merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai bagian kerja
yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk capai tujuan pelayanan yang
efektif dan efisien.'”” Oleh karena itu, setiap bagian dalam hotel harus mampu
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional agar seluruh aktivitas
operasional dapat berlangsung dengan lancar. Koordinasi yang baik antara
manajemen dan staf juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan
tamu dapat dipenuhi serta berbagai permasalahan yang muncul selama operasional
hotel dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengelolaan yang diterapkan oleh
Hotel Ungu Residence Syariah menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas
serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan
dan kondisi fasilitas hotel. Sistem tersebut memungkinkan pihak hotel untuk
menjaga standar pelayanan yang diberikan kepada tamu sekaligus meningkatkan
efektivitas operasional hotel secara keseluruhan. Dengan adanya pengelolaan yang
sistematis, pihak hotel @E‘rﬂt menciptakan lingkungan yang nyvaman, aman, dan
kondusif bagi tamu schingga tujuan utama pelayanan perhotelan, yaitu memberikan

kepuasan kepada konsumen, dapat tercapai secara optimal.

M Muhammad Yusul, Staff Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis,
Bandung, 2026,
MR Apustvn, AL (2002), Manajemen Hoted, Takara: Gramedia Widiasarana Indonesia.
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Pengelolaan hotel merupakan proses pengaturan seluruh sumber daya yang
dimiliki hotel guna mencapai tujuan pelayanan dan kepuasan konsumen secara

efektif dan efisien.'™

B. Pengelolaan Ditinjau dari Perspektif Fatwa DSN MUI lﬂsmﬁ tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Akad dan Transaksi

Dalam penyelenggaraan usaha perhotelan syariah, aspek akad dan transaksi
merupakan salah satu unsur g sangat penting karena menjadi dasar hubungan
hukum antara pihak hotel dengan tamu sebagai pengguna jasa. Fatwa DSN-MUI
Nomor 108/DSN-MUIX/2016 megegaskan bahwa seluruh transaksi yang
dilakukan dalam usaha pariwisata Syariah wajib menggunakan akad vang sesuai
dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan),
maysir {%dian]. risywah (suap), zhulm (kezaliman), dan berbagai bentuk
transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.'™ Oleh karena itu,
setiap aktivitas yvang berkaitan dengan pemesanan kamar, pembayaran, penggunaan
fasilitas, maupun pelayanan yang diberikan kepada tamu harus memiliki dasar akad
yang jelas sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara
transparan.

erdasarkan hasil penelitian yvang dilakukan di Hotel Ungu Residence
Syariah Kota Bandung, diketahui bahwa transaksi utama yang dilakukan antara
pihak hotel dan tamu adalah transaksi penyewaan kamar. Dalam praktiknya, tamu
melakukan pemesanan kamar untuk jangka wak tertentu dengan membayar
sejumlah biaya sesuai dengan jenis kamar yang dipilih. Setelah pembayaran
dilakukan, tamu memperoleh hak untuk menggunakan kamar beserta fasilitas vang
tersedia selama masa sewa yang telah disepakati. Praktik tersebut pada dasarnya
menunjukkan adanva pemindahan hak manfaat atas ar hotel tanpa disertai
perpindahan kepemilikan  barang, schingga secara ﬁ
termasuk ke dalam akad ijarah.

um ekonomi syariah

1% @R lastivona, A, ). Manafemen Penvelenggaraan Hotel, Bandung: Alfabeta.
1% Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Farwa DEN-MUI Nomor 108/DSN-
MUAX200 6 tentang Pedomean Penvelenppavaan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Svariah.
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Konsep ijarah sendiri telah dijelaskan secara tegas glam Ketentuan
Pertama angka 1 Fatwa DSN-MUI Nomor U%DSN-MUIV/2000, vang
menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah (u/jraf)
tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ketentuan ini
menegaskan bahwa objek utama dalam akad ijarah adalah pemindahan hak untuk
memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa. sedangkan hak kepemilikan ﬁ
barang tetap berada pada pihak yang menyewakan.'™ Dalam konteks Hotel Ungu
Residence Syariah, pihak hotel Dbertindak sebagai mu'jir atau pihak yang
menyewakan manfaat kamar, sedangkan tamu bertindak sebagai musta’jir atau
pihak vang menyewa manfaat tersebut. Objek akadnya adalah manfaat kamar dan
fasilitas hotel, sedangkan ujrah atau imbalan diwujudkan dalam bentuk pembayaran
tarif kamar sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen hotel, proses
transaksi diawali dengan pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu baik secara
langsung maupun melalui platform pemesanan daring. Setelah pemesanan
dilakukan, pihak hotel memberikan informasi mengenai jenis kamar, tarif, fasilitas
yang tersedia, serta jangka waktu menginap yang dipilih oleh tamu. Informasi
tersebut disampaikan sebelum transaksi dilakukan sehingga tamu dapat mengetahui
secara jelas manfaat yang akan diperoleh dan biaya yang harus dibayarkan.
Kejelasan informasi tersebut menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan telah
memenuhi unsur transparansi yang menjadi salah satu prinsip penting dalam akad
ijarah.

Darn perspektif hukum ekonomi syariah, kejelasan objek akad merupakan

satu syarat penting dalam akad ijarah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa
manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas baik dan segi jenis,
sifat, maupun jangka waktu penggunaannya agar tidak menimbulkan sengketa di
kemudian.'" Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Hotel Ungu

e Ew&n Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (20000, Farwa DSN-MU Nomar 09/ 08N-
M P20 renvang Pembiavaan ljarah.
e Ay-Fuhaili, W. (2001). Figh Llam wa Adillatdn (Jilid 3), Jakarta: Gema Insani.
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Residence Syariah telah memberikan informasi yang cukup jelas mengenai tipe
kamar, fasilitas yang tersedia, harga sewa, serta durasi penggunaan kamar kepada
calon tamu sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, unsur gharar yang
dilarang dalam transaksi syariah dapat diminimalisasi.

Selain berkaitan dengan akad ijarah, Ketentuan Kedua angka 1 huruf a dan
huruf b Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman
Penvelenggaraan Pariwisata Berdasarkapg Prinsip Swyariah mengatur bahwa
penyelenggaraan hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas maupun aktivitas
yang bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak boleh menyediakan produk
yang diharamkan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh
kegiatan operasional dan pendapatan yang diperoleh berasal dari aktivitas vang
halal serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hasil penelitian, Hotel Ungu
Residence Syariah tidak menyediakan layanan yang metﬁ ndung unsur perjudian,
minuman beralkohol, pornografi, maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan
prinsip syariah. Oleh karena itu, sumber pendapatan utama hotel berasal dari
penyewaan kamar dan pelayanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

Transaksi yang dilakukan antara pihak hotel dan tamu juga menunjukkan
adanya prinsip kerelaan (an-tarddin) yang menjadi dasar dalam muamalah Islam.
Prinsip tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

|55 %A 5 e B0 5 ) ) il A a5 156 Y ) sl il 1
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"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yvang batil, kecuali dalam perdagangan vang berlaku atas
dasar suka sama suka di antara kamu. Dan | nlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” . An-Nisi' [4]: 29).

%ﬂt tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan%s dasar
kerelaan para pihak. Dalam praktiknya, tamu secara sukarela memilih jenis kamar
yang diinginkan serta menyetujui harga vang ditawarkan oleh pihak hotel sebelum
transaksi  dilakukan. Dengan demikian, transaksi yang berlangsung tidak
mengandung unsur paksaan dan memenuhi prinsip an-tarddin sebagai salah satu
syarat sah akad dalam muamalah.

Lebih lanjut, kesesuaian akad dan transaksi yang diterapkan di Hotel Ungu
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Residence Syariah juga dapat dilihat dari terpenuhinya prinsip-prinsip dasar
muamalah yang menjadi fondasi dalam hukum ekonomi syariah. Salah satu prinsip
tersebut adalah prinsip kejelasan (al-wuduf) dalam transaksi. Dalam akad ijarah,
kejelazan mengenai objek yang disewakan. jangka waktu penggunaan, harga sewa,
serta dan kewajiban para pihak merupakan unsur vang harus dipenuhi agar akad
dapat berlangsung secara sah dan terhindar dari unsur gharar. Menurut Karim ,
setiap transaksi dalam ekonomi syarigh harus dilakukan secara terbuka dan
transparan sehingga tidak munimbulkar:%idakpaaﬁan yang dapat merugikan salah
satu pihak.'"” Dalam praktiknya, Hotel Ungu Residence Syariah memberikan
informasi kepada tamu mengenai jenis kamar yvang tersedia, tarif sewa, fasilitas
vang diperoleh, serta durasi penggunaan kamar sebelum transaksi dilakukan.
Informasi tersebut disampaikan pada saal proses reservasi maupun ketika tamu
melakukan registrasi sehingga tamu dapat memahami manfaat yang akan diperoleh
dari akad yang dilaksanakan.

Selain prinsip kejelasan, transaksi yang dilakukan di Hotel Ungu Residence
Syariah juga menunjukkan adanya penerapan prinsip kerelaan (an-taradhin)
sebagaimana yang menjadi syarat dalam akad muamalah. Setiap transaksi yang
dilakukan harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan para pihak tanpa adanya
unsur paksaan. Dalam konteks penvewaan kamar hotel, tamu secara sukarela
memilih jenis kamar yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
finansialnya, sedangkan pihak hotel menawarkan manfaat kamar beserta fasilitas
yang tersedia dengan harga tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kesepakatan tersebut kemudian_melahirkan hubungan hukum antara pihak hotel
dan tamu yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
Menurut Ascarya, prinsip kerelaan menjadi salah satu ciri utama transaksi syariah
karena menunjukkan adanya kesepakatan yang adil dan seimbang antara para pihak
yang berakad.'™
F@Emﬂﬂn akad ijarah dalam kegiatan operasional hotel juga mencerminkan

prinsip Keadilan yang menjadi tujuan utama dalam hukum ekonomi syariah.

I im, A. A, (201 7). Ekonomi Mikro fslam (Ed. ke-5). Jakarta: Rajawali Pers,
M Asearva, (2015). Akad dan Produk Bank Svariah. Jakara: Rajawali Pers,
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Keadilan dalam akad diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban antara
pihak penyedia jasa dan pengguna jasa. Pihak hotel berkewajiban menyediakan
kamar serta fasilitas yang sesuai dengan kesapakatanﬁmentara tamu berkewajiban
membayar sejumlah imbalan atau ujrah sesuai tarif yang telah ditentukan. Apabila
salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain berhak
memperoleh perlindungan uaj dengan ketentuan yang berlalu. Menurut
Antonio. akad dalam ekonomi syariah harus mampu menciptakan hubungan vang
adil dan saling menguntungkan schingga tidak terdapat pihak vang dirugikan
ataupun dieksploitasi dalam transaksi yang dilakukan.'" Berdasarkan hasil
penelitian, mekanisme transaksi di Hotel Ungu Residence Syvariah menunjukkan
adanya keseimbangan tersebut karena manfaat vang diterima tamu sebanding
dengan biaya yang dibayarkan kepada pihak hotel.

Di samping itu, keberadaan akad ijarah dalam penyelenggaraan hotel
svariah memiliki fungsi vang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum
terhadap hubungan antara hotel dan tamu. Kepastian hukum tersebut tercermin dari
adanya kejelasan mengenai objek akad, harga sewa, jangka waktu penggunaan,
s&ﬂaﬁ dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Dengan adanya
kepastian tersebut, potensi sengketa atau perselisihan dapat diminimalkan karena
seluruh unsur yang berkaitan dengan transaksi telah diketahui dan disepakati sejak
awal, Oleh karena itu, akad ijarah Tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi
ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan,
transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana yang menjadi tujuan dari nr:rapan
prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha perhotelan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme akad dan
transaksi yang diterapkan di Hotel Ungu Residence Syariah tidak hanya memenuhi
unsur-unsur formal akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor
09/DSN-MUVIV/2000, tetapi juga telah mencerminkan rinsip-primip dasar
hukum ekonogy syariah yang meliputi kejelasan, kerelaan, keadilan, dan

kemaslahatan. Déngan demikian, prakiik transaksi yang diterapkan oleh hotel pada

1% %lmim M. 5. (2001}, Bank Svariah: Dari Teori ke Praktik. Jakaria: Gema Insani,
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dasarnya telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan @rwa DSN-MUI

Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengharuskan seluruh kegiatan usaha
p)

pariwisata syariah dilaksanakan berdasarkan akad vang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah.

Mekanisme Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah

|
l l

Tamu {Konsumen) Manajer Hotel
* Reservasi * Pengelolaan SOP
o Penerimaan tamu (Check-in) » Pemeliharaan
¢ Pelavanan selama menginap = Administrasi
* Proses Check-oul

2. Fasilitas dan Layanan

g‘wa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUIX/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan pedoman
yang mengatur penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha pariwisata agar sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ketentuan umum fatwa tersebut dijelaskan
bahwa penyelenggaraan pariwisata svariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip
svariah yang menjunjung kemaslahatan senta terhindar dari unsur kemusyrikan,
maksiat, kemafsadatan. pemborosan (isra)), fabdzir, serta transaksi yang
mengandung riba, gharar, maisiv, risvwah, dan kezaliman. Dengan demikian,
seluruh kegiatan usaha pariwisata, termasuk penyelenggaraan ﬁgel syariah, tidak
hanya berorientasi pada keuntungan ckonomi, tetapi juga harus memenuhi
ketentuan syariat Islam dalam setiap aspek operasionalnya.

Secara khusus, ketentuan mengenai hotel syariah diatur dalam Ketentuan
Kedua angka | Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Pada huruf a
ditegaskan bahwa hotel syariah fidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah
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pada kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi, perbuatan asusila, maupun tindak
pidana lainnya. Selanjutnya, huruf b mengatur m%wm hotel tidak beleh
menyediakan makanan dan minuman yang diharamkan serta ]ib menyediakan
makanan dan minuman yang telah memperoleh sertifikat halal apabila sertifikasi
tersebut diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa Seluruh produk dan layanan yang disediakan
hotel harus terjamin kehalalannya serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain i, Ketentuan Kedua angka 1 huruf ¢ mewajibkan  hotel
e.nyediakan fasilitas, perlengkapan, dan sarana vang memadai untuk pelaksanaan
ibadah, termasuk fasilitas bersuci dan tempat salat. Kemudian, huruf d mengatur
bahwa pengelola dan karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai
dengan syariah, sedangkan huruf ¢ mewajibkan hotel memiliki pedoman atau
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang disusun berdasarkan prinsip
svariah. Lebih lanjut, huruf £ gatur bahwa hotel wajib menggunakan jasa
Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanan keuangannya apabila telah tersedia
di wilayah operasional hotel. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa
crapan prinsip syariah dalam hotel tidak hanya terbatas pada aspek penyewaan
kamar melalui akad ijarah, tetapi juga mencakup penyediaan produk dan layanan,
fasilitas ibadah, tata kelola sumber daya manusia, standar operasional, serta sistem
transaksi keuangan yang sesuail dengan prinsip-prinsip syariah,

Dengan adanya ketentuan tersebut, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-
MUIX20016 menjadi man bagi pengelola hotel syariah dalam
menyelenggarakan usaha perhotelan yang tidak hanya mengutamakan kualitas
pelayanan, tetapi juga memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hotel syariah juga harys menyediakan
lingkungan yang mendukung pelaksanaan ibadah serta menjaga nilai-nilai moral
dan etika Islam dalam pelayanan kepada tamu.'"

erdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Hotel Ungu Residence

Syariah menyediakan berbagai fasilitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

"0 Pewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Farwa DEN-MUI Nomor 108/DSN-
MUTX200 6 rentang Pedoman Penvelengeavaan Paviwisata Berdasarian Prinsip Svariah.
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tamu selama menginap. Fasilitas tersebut meliputi kamar penginapan, akses
internet nirkabel (Wi-Fi), televisi, air mineral, kamar mandi dalam, perlengkapan
mandi (amenities), linen yang bersih, area parkir, serta ruang unggu bagi tamu dan
pengunjung. Seluruh fasilitas tersebut disediakan sebagai bagian dari pelayanan
hotel dalam memberikan kenyamanan kepada konsumen. Keberadaan fasilitas yang
memadai mpak,an salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan tamu
karena fasilitas menjadi sarana utama vang digunakan selama masa menginap.'""

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gildan Nugraha Hidayat
selaku Manajer Hotel Ungu Residence Syariah, pihak hotel berupaya menjaga
kualitas fasilitas vang tersedia melalui pemeriksaan dan pemelibaraan secara
berkala. Menurut beliau, seluruh fasilitas yang disediakan harus berada dalam
kondisi baik agar dapat digunakan secara optimal oleh tamu.

“Kami berusaha memastikan bahwa seluruh fasilitas hotel dapat digunakan
dengan baik oleh tamu. Setiap hari dilakukan pengecekan terhadap kondisi kamar,
jaringan internet, televisi, perlengkapan kamar, dan fasilitas lainnya agar
kenyamanan tamu tetap terjaga selama menginap.”.' i

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak hotel
memiliki perhatian terhadap kualitas fasilitas yang diberikan kepada tamu.
Pemeliharaan  fasilitas secara berkala menunjukkan adanya upaya untuk
mempertahankan standar pelayanan dan mengurangi kemungkinan terjadinya
keluhan dari konsumen akibat kerusakan fasilitas yang tersedia.

alah satu fasilitas utama yang disediakan oleh Hotel Ungu Residence
Syariah adalah kamar penginapan. Berdasarkan hasil observasi, kamar yang
tersedia dilengkapi dengan tempat tidur, televisi, pendingin ruangan, akses internet,
air mineral, kamar mandi pribadi, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya.
Kondisi kamar terlihat bersih dan tertata dengan bailk sehingga memberikan
kenyamanan bagi tamu yang menggunakannya. Kebersihan kamar menjadi salah

satu aspek yang sangat penting dalam usaha perhotelan karena berhubungan

"' Sulastivona, A. (201 1). Manajemen Penvelengoaraan Horel, Bandung: Alfabeta.
12 Gildan Nugraha Hidayat, Manajer Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara
oleh penulis, Bandung, 2026,
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langsung dengan kenyamanan, kesehatan, dan kepuasan konsumen.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf
selaku staf Hotel Ungu Residence Syariah yang menjelaskan bahwa kebersihan
kamar menjadi prioritas dalam pelayanan hotel.

“Setiap kamar yang telah digunakan akan dibersihkan terlebih dahulu
sebelum ditempati oleh tamu berikutnya. Kami mengganti linen, membersihkan
kamar mandi, merapikan fasilitas kamar, dan memastikan seluruh perlengkapan
berada dalam kondisi baik sebelum kamar digunakan kembali.”.'"

erdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa

ihak hotel berupaya menjaga kebersihan kamar secara konsisten. Upaya tersebut

sejalan dengan prinsip taharah dalam Islam yang menekankan pentingnva menjaga

kebersihan sebagai bagian dari kehidupan seorang muslim. Kebersihan fidak hanya

berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan yang
diberikan kepada konsumen.

Selain fasilitas kamar, Hotel Ungu Residence Svariah juga menyediakan
layanan akses internet (Wi-Fi) yang dapat digunakan oleh tamu selama menginap.
Di era digital saat ini, akses internet menjadi salah satu kebutuhan penting bagi
masyarakat karena digunakan untuk berkomunikasi, bekerja, memperoleh
informasi, maupun kebutuhan hiburan. Berdasarkan hasil observasi, jaringan
internet yang tersedia dapat diakses oleh tamu sebagai bagian dari fasilitas yang
diberikan oleh hotel. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa hotel
berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kébutuhan masyarakat modern tanpa
mengabaikan prinsip-prinsip syanah yang menjadi dasar operasional hotel.

Fasilitas lain yang tersedia adalah televisi yang terdapat di dalam kamar.
Televisi berfungsi se@agai sarana informasi dan hiburan bagi tamu selama

alam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-
127
MUI/X/2016, penggunaan fasilitas hiburan harus tetap memperhatikan prinsip

menginap. Namun,

syariah dan tidak mengarah pada konten yang bertentangan dengan nilai-nilai

Islam. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas hiburan dalam hotel syariah harus tetap

1% Muhammad Yususf, Staff Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh
penulis, Bandung, 2026




berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat.

Selain itu, Hotel Ungu Residence Syariah juga menyediakan air mineral dan
perlengkapan mandi (amenities) sebagai bagian dari pelayanan kepada tamu.
Penyediaan fasilitas tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
konsumen selama menginap. Berdasarkan hasil observasi, amenities vang tersedia
meliputi perlengkapan mandi dan kebutuhan dasar lainnya yang dapat digunakan
oleh tamu selama berada di hotel. Meskipun terlihat sederhana, fasilitas tersebut
menjadi bagian penting dalam menunjang kenyamanan dan kepuasan konsumen.

Dalam aspek pelayanan, Hotel Ungu Residence Syariah berupaya
memberikan pelavanan yang ramah, sopan, dan profesional kepada setiap tamu.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf, pelayanan kepada tamu
dilakukan sejak proses check-in hingga check-out. Staf hotel bertugas memberikan
informasi yang diperlukan oleh tamu, membantu proses administrasi, serta
menangani berbagai kebutuhan dan keluhan vang muncul selama masa menginap.

“Kami berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada setiap tamu, Jika
ada kebutuhan atau kendala yang dialami tamu, kami berupaya membantu
semaksimal mungkin agar tamu merasa nyaman selama berada di hotel.” '

Pelayanan yang ramah dan sopan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam
yang menckankan pentingnya akhlak dalam bermuamalah. Dalam konteks hotel
syariah, pelayanan fidak hanya berorientasi pada kepuasan pelanggan, tetapi juga
mencerminkan etika dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu,
interaksi antara karyawan dan tamu harus glakukan dengan penuh kesopanan,
kejujuran, dan tanggung jawab.

Apabila ditinjaujgri Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULX/2016,
fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Hotel Ungu Residence Syariah pada
dasarnya telah menunjukkan upaya untuk memenuhi ketentuan hotel syariah,
khususnya dalam penyediaan fasilitas yang halal, menjaga kebersihan lingkungan
hotel, memberikan pelayanan yang baik kepada tamu, serta menghindari

penvediaan  fasilitas vang  bertentangan dengan prinsip syariah. Meskipun

" Muhammad Yususf, Staff Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh
penulis, Bandung, 2026
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demikian, tingkat kesesuaian secara menyeluruh tetap perlu dianalisis lebih lanjut
dengan membandingkan setiap ketentuan yvang terdapat dalam fatwa dengan praktik
yang diterapkan oleh_hotel.

Berdasarkan Eﬂ-] penelitian, dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan layanan
yang tersedia di Hotel Ungu Residence Syariah berfungsi untuk mendukung
kenyamanan tamu selama menginap sekaligus menjadi sarana dalam mewujudkan
prinsip-prinsip syariah dalam usaha perhotelan. Penyediaan fasilitas yang memadai,
kebersihan yang terjaga, serta pelayanan vang ramah dan profesional menunjukkan
adanyva upaya dari pihak hotel untuk emb-erikan pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan konsumen dan nilai-nilai vang mrlumdungrgalam Fatwa DSN-MUI

Nomor 108/DSN-MUL/X/2016.

3. Manajemen Operasional

Manajemen operasional merupakan salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan hotel syariah karena berhubungan langsung dengan proses
pengelolaan sumber daya, pelayanan, pengawasan, serta pelaksanaan kegiatan
operasional hotel sehari-hari. Dalam usaha perhotelan, manajemen operasional
berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berlangsung di hotel
dapat berjalan secara efektif, Qsien, dan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Manajemen operasional hotel merupakan proses perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas
operasional hotel guna menciptakan pelayanan yang optimal kepada tamu serta
menjaga keberlangsungan usaha perhotelan.''” Dalam konteks hotel syariah,
manajemen operasional Tidak hanya berorientasi pada pencapaian Keuntungan
ckonomi, tetapi juga harus memperhati kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
syariah sebagaimana diatur dalam ﬁva DSN-MUI Nomor 108/DSN-
MUVX/2016.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULX/2016 menegaskan bahwa

penvelenggaraan usaha pariwisata berdasarkan prinsip svariah harus dilaksanakan

13 Sugiarto, E, (2014). Operasional Hotel, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
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dengan menghindari segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran, kemudaratan,
pemborosan, serta aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hotel syariah tidak hanya berkaitan
dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan yang halal, tetapi jugg mencakup sistem
manajemen yang mampu menjaga seluruh aktivitas operasion gﬂ'ﬂ] berada dalam
koridor syariah.''® Oleh karena itu, manajemen operasional memiliki peran yang
sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan
usitha hotel secara menyeluruh,

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa manajemen operasional
Hotel Ungu Residence Syariah dilaksanakan melalui koordinasi antara pihak
manajemen dan seluruh staf’ hotel dalam menjalankan berbagai kegiatan
operasional sehari-hari. Pengelolaan tersebut meliputi pengaturan pelayanan tamu,
pengelolaan  administrasi, pemeliharaan fasilitas, pengawasan kebersihan
lingkungan hotel, pengendalian kualitas pelavanan, serta evaluasi terhadap kegiatan
operasional yang berlangsung. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan secara
berkelanjutan guna memastikan bahwa hotel dapat memberikan pelayanan yang
baik kepada tamu sekaligus mempertahankan kualitas operasional usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gildan Nugraha Hidayat
selaku Manajer Hotel Ungu Residence Syanah, pengawasan operasional dilakukan
secara langsung oleh pihak manajemen terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung
di lingkungan hotel. Menurut beliau, pengawasan menjadi bagian penting dalam
menjaga kualitas pelayanan dan memastikan bahwa setiap kegiatan operasional
berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

*“Kami melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional hotel
setiap hari, mulai dari kondisi kamar, pelayanan kepada tamu, kebersihan
lingkungan hotel, hingga kinerja staf. Pengawasan ini dilakukan agar setiap bagian
dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pelayanan yang diberikan kepada

tamu tetap terjaga kualitasnya.”.'"”

1 Ewan Syanah Masional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Famwa DSN-MUT Nomor 108/D5N-
MUEXZM G tentang Pedeman Penvelenggaraan Parfwisata Berdasarkan Prinsip Svariah.

"7 Gildan Nugraha Hidayat, Manajer Hotel Ungu Residence Svariah Kota Bandung, wawancara
oleh penulis, Bandung, 2026,
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@:rdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi
pengawasan menjadi salah satu instrumen utama dalam manajemen operasional
hotel. Pengawasan yang dilakukan secara rutin memungkinkan pihak manajemen
untuk mengetahui berbagal kendala yvang muncul selama kegiatan operasional
berlangsung sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan apabila
diperlukan.

Selain fungsi penggwasan, manajemen operasional Hotel Ungu Residence
Syariah juga dilaksanakan %:Iui pembagian tugas dan tanggung jawab vang jelas
kepada setiap karvawan. Pembagian tugas merupakan bagian dari fungsi

engorganisasian vang bertujuan untuk menciptakan koordinasi kerja vang efektif.
@:umt Hasibuan, pengorganisasian merupakan proses  penentuan,
pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk
mencapai tujuan organisasi sehingga setiap individu dapat mengetahui tugas dan
tanggung jawabnya secara jelas.''

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setiap karyawan Hotel Ungu
Residence Syariah memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bidang
pekerjaannya masing-masing. Resepsionis bertanggung jawab dalam melayani
tamu dan mengelola administrasi hotel, staf operasional bertugas membantu
kebutuhan tamu serta menjaga kebersihan dan kenyvamanan lingkungan hotel,
sedangkan manajer bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional hotel secara
keseluruhan. Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk menciptakan efektivitas
kerja sekaligus memudahkan koordinasi antarbagian dalam organisasi hotel.

Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, pelayanan kepada tamu
menjadi fokus utama yang selalu diperhatikan %h pihak hotel. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Muhammad Yusuf selaku staf Hotel Ungu Residence Syariah,
pelayanan kepada tamu dilakukan sejak tamu melakukan check-in hingga proses
check-out. Selama masa menginap, staf hotel berupaya membantu berbagai

kebutuhan tamu serta memberikan informasi yang diperlukan agar tamu merasa

I Hamhuan. M. 8. P.(2019), Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksira.
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nyaman selama berada di hotel.

“Kami berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada tamu sejak pertama
datang hingga meninggalkan hotel. Apabila ada kebutuhan tambahan atau keluhan
dari tamu, kami akan membantu dan berusaha mencarikan solusi secepat mungkin
agar kenyamanan tamu tetap terjaga.”.""”

Pelayanan yang diberikan oleh staf tersebut menunjukkan bahwa
manajemen msiunﬂl hotel tidak hanyva berorientasi pada pelaksanaan tugas
administratif, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan hotel dalam membangun

ungan yang baik dengan konsumen. Menurut Bagyono, kualitas pelayanan
merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan dalam
usaha perhotelan karena pelayanan menjadi pengalaman yang secara langsung
dirasakan oleh tamu selama menggunakan jasa hotel.'**

Selain pelayanan kepada tamu, aspek kebersihan juga menjadi bagian
penting dalam manajemen operasional Hotel Ungu Residence Syariah. Berdasarkan
hasil observasi, pihak hotel melakukan pembersihan kamar secara rutin sebelum
dan setelah digunakan oleh tamu. Kebersihan area umum seperti ruang tunggu,
koridor, area parkir, dan lingkungan sekitar hotel juga menjadi perhatian pihak
pengelola. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kenyamanan tamu sekaligus
menciptakan lingkungan hotel yang sehat dan layak digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf, pemeliharaan
kebersihan dilakukan secara berkala dengan melibatkan staf yang bertanggung
jawab terhadap kondisi fasilitas hotel. “Kami rutin melakukan pembersihan kamar
dan fasilitas lainnya setiap hari. Sebelum kamar ditempati tamu baru. kami
memastikan seluruh perlengkapan sudah bersih dan siap digunakan. Hal yang sama
juga dilakukan pada area umum agar lingkungan hotel tetap nyaman dan bersih.”.'*!

Dalam perspektif svariah, kebersihan merupakan salah satu nilai yang

sangat penting karena berkaitan dengan konsep taharah yang menjadi bagian dari

" Muhammad Yusuf, Staff Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis,
Bandungz, 2026,

0 Bagyono, (2012), Teori dan Prakik Hotel Front Office, Bandung: Alfabeta,

1 Muhammad Yusuf, Staff Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, wawancara oleh penulis,
Bandung, 2026,
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ajaran Islam. Oleh karena itu, perhatian terhadap kebersihan lingkungan hotel tidak
hanya mencerminkan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi bentuk implementasi
nilai-nilai Islam dalam kegiatan operasional hotel syariah.

Selanjutnya. manajemen operasional Hotel Ungu Residence Syariah juga
mencakup kegiatan evaluasi terhadap kualitas pelavanan yang diberikan kepada
tamu. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen serta
mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Menurut Terry,
evaluasi merupakan bagian dari fungsi pengendalian vang bertujuan untuk
mengukur pencapaian tujuan organisasi dan menentukan tindakan korektif apabila
terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.'* Melalui evaluasi tersebut, pihak
hotel dapat meningkatkan kualitas pelavanan secara berkelanjutan sehingga mampu
memenuhi harapan konsumen,

Apabila ditinjau 99:!' Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULX/2016,
manajemen operasional yang diterapkan oleh Hotel Ungu Residence Syariah pada
dasarnya telagh menunjukkan adanya upaya untuk mengelola kegiatan usaha secara
profesional @ sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat
dari adanya sistem pengawasan, pembagian tugas vang jelas, pemeliharaan fasilitas,
pelayanan kepada tamu, serta upaya menjaga kebersihan lingkungan hotel.
Berbagai kegiatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab,
amanah, dan profesionalitas yang menjadi bagian dari nilai-nilai Islam dalam
aktivitas ekonomi,

Berdasarkan gsil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa manajemen operasional Hotel Ungu Residence Syariah dilaksanakan
melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi terhadap seluruh kegiatan operasional hotel. Pengelolaan tersebut
bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan tamu, serta
:mastikan bahwa seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-
MUFX/2016.

= Terry, G. R, (2016), Prinsip-Prinstp Manajenren. Jakarta: Bumi Aksara,
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Dengan adanya manajemen operasional yang terstruktur, Hotel Ungu
Residence Syariah dapat menjalankan fungsi pelayanan dan bisnisnya secara lebih
efektif sekaligus mempertahankan identitasnya sebagai hotel yang _mengusung
konsep syariah. Secara teoritis, manajemen operasional merupakan ses yang
mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian

79
seluruh sumber daya organisasi untuk menghasilkan barang maupun jasa secara

efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.'”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen
tersebut telah diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas. koordinasi
antardivisi, pengawasan terhadap kinerja karyawan, pemeliharaan Tasilitas hotel,
serta evaluasi terhadap pelayanan vang diberikan kepada tamu. Manajemen juga
melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi kamar, kebersihan
lingkungan hotel, kelengkapan fasilitas, dan penanganan keluhan tamu sebagai
bagian dari upaya menjaga standar kualitas pelayvanan. Praktik tersebut sejalan
dengan konsep manajemen operasional hotel yang menekankan pentingnya
koordinasi seluruh aktivitas operasional untuk meningkatkan produktivitas,
efisiensi penggunaan sumber daya, dan kepuasan pelanggan sebagai indikator
keberhasilan operasional hotel.'*

Selain aspek manajerial, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Hotel
Ungu Residence Syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam
kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen
operasional Hotel Ungu Residence Syariah tidak hanya berorientasi pada
pencapaian tujuan bisnis, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan

melalui penyelenggaraan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5 Suci, E., dkk. (2022), Manajemen Operasional, PT Global Eksekutif Teknologi,
1% Suharto, B., dkk. (2025). Manajemen Perhotelan: Konsep, Ovganisasi dan Operasional, Literasi
Langsung Terbit
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EABV

PENUTUP
A, Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Hotel Ungu Residence
Syariah Kota Bandung Menurut Fatwa DSN-MUIT Nomor 108/DSMN-MULX/2016,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

I. Mekanisme pengelolaan konsumen dan manajemen Hotel Ungu Residence
Svyariah telah dilaksanakan melalui tahapan pelayvanan yang sistematis,
dimulai dari proses reservasi, check-in, pelayanan selama tamu menginap,
hingga proses check-out. Pada tahap reservasi, pihak hotel memberikan
informasi mengenai jenis kamar, tarif, fasilitas, serta ketentuan yang
berlaku sehingga tamu memperoleh kejelasan sebelum melakukan
transaksi. Di sisi manajemen, operasional hotel dilaksanakan melalui
fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. pengawasan, dan
evaluasi, Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui pembagian
tugas, koordinasi antarkaryawan, pengawasan terhadap pelaksanaan
pekerjaan, serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelayanan.
Selain itu, pihak manajemen juga melakukan pemeliharaan fasilitas secara
berkala, pencatatan administrasi, evaluasi terhadap keluhan tamu, serta
pengawasan operasional harnian guna menjaga kualitas pelayanan dan
mendukung keberlangsungan usaha hotel.

2. Ditinjau dani perspektif Hukum Ekonomi Syagah, pengelolaan Hotel
Ungu Residence Syariah pada dasarmnya telah sésuai dengan ketentuan
Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUVX/2016 dan Fatwa DSN-MUI
Nomor D9/DSN-MUVIV/2000 tentang ijarah. Hubungan hukum antara
hotel dan tamu menggunakan akad ijarah, vaitu pemindahan hak manfaat
atas kamar dan fasilitas hotel dengan pembayaran ujrah tanpa adanya
perpindahan hak kepemilikan, Praktik tersebut telah memenuhi rukun dan
syarat akad ijarah, meliputi adanya para pihak (niejir dan musta jir), objek

akad berupa manfaat kamar yang jelas, besaran ujrah yang disepakati, serta

e h




adanya kesepakatan para pihak. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengelolaan hotel telah mengimplementasikan ketentuan
Ketentuan Kedua angka | huruf a sampai huruf f Fatwa DSN-MUI Nomor
108/DSN-MUL/X/2016, di antaranva tidak menyediakan fasilitas vang
mengarah pada kemaksiatan, menyediakan produk dan layanan vang halal,
menyediakan fasilitas ibadah, menerapkan pelayanan yang sesuai dengan
prinsip syariah, memiliki pedoman operasional, serta berupaya
menerapkan nilai-nilai svariah dalam  operasional hotel. Penerapan
tersebut juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi
syariah, vaitu kejelasan (al-wuduh), kerelaan (an-taradhin), keadilan (al-
wdl), amanah, dan kemaslahatan (maslahal), sehingga secara umum
pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah telah sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah meskipun masih terdapat beberapa aspek vang dapat terus

ditingkatkan untuk mencapai penerapan syariah secara lebih optimal.

@Sa ran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah_dilakukan mengenai pengelolaan
Hotel Ungu Residence Svariah Kota Bandung e.nurut Fatwa DSN-MUI Nomor
108/DSN-MUIX/2016, penulis mengajukan beberapa saran yang rapkan dapat
menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Hotel Ungu Residence Syariah, disarankan untuk terus
meningkatkan kualitas pengelolaan operasional melalui pelatihan sumber
daya manusia secara berkala, peningkatan kualitas pelayanan,
pemelibaraan  fasilitas, serta evaluasi terhadap kepuasan tamu agar
pelayanan vyang diberikan semakin profesional dan sesuai dengan
kebutuhan konsumen.

2. Dalam rangka memperkuat implementasi prinsip syariah, pihak hotel
disarankan untuk terus menyempurnakan penerapan entuan Fatwa
DSN-MUI  Nomor [08/DSN-MUIX/2016, termasuk meningkatkan

pengawasan terhadap kepatuhan syariah, memastikan seluruh produk dan




layanan memenuhi ketentuan syariah, serta mengoptimalkan penggunaan
lembaga keuangan syariah dalam operasional hotel apabila telah tersedia.
. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian
mengenai hotel syariah dengan objek penelitian yang lebih luas,
membandingkan beberapa hotel svariah di berbagai dagrah, atau mengkaji
lplementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUVX/2016 dari aspek
lain, seperti sistem keuangan, kepuasan pelanggan, efektivitas pengawasan

syariah, maupun peran Dewan Pengawas Syariah dalam operasional hotel.
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN
INSTRUMEN WAWANCARA

Nama
Pertanyaan

. Bagaimana mekanisme pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota
Bandung dalam menjalankan operasional sehari-hari?

2. Bagaimana prosedur pelavanan kepada tamu mulai dari proses reservasi,
check-in, selama menginap, hingga check-out?

3. Akad apa vang digunakan dalam transaksi penyewaan kamar dan
bagaimana mekanisme pembayaran vang diterapkan kepada tamu?

4. Bagaimana hotel memastikan bahwa seluruh transaksi vang dilakukan telah
sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, maysir,
risywah, serta zhulm?

5. Fasilitas apa saja vang disediakan hotel untuk menunjang kebutuhan tamu,
khususnya dalam pelaksanaan ibadah dan pelayanan sesuai prinsip syariah?

6. Bagaimana hotel menerapkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor
108/DSN-MUI/X/2016 dalam pengelolaan hotel syariah?

7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah
sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI'X/20167

8. Bagaimana upaya hotel dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip
syariah pada pelayanan, fasilitas, dan transaksi kepada tamu?

9. Bagaimana pendapat Bapak/lbu/Saudara mengenai kualitas pelayanan dan
fasilitas yang diberikan oleh Hotel Ungu Residence Syariah?

10. Menurut Bapak/lbuw/Saudara, apa saja yang perlu ditingkatkan agar

pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah semakin sesuai dengan Fatwa

DSN-MUI Nomor 108/DSN-MULI/X/2016?
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Arnahg, Khlkmgtun: Akad ijarah Multijasa pada pembiayaan umroh 33 words — < ’l /0
di Amitra Syariah Finance kantor cabang Purwokerto dalam
perspektif hukum ekonomi syariah", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri
(Indonesia), 2024

ProQuest

Irnteeﬁjeotatory.want.ac.ld 33 words — < 1 A)
. . n H i O

Aisy, Nasywa Rihadatul. "Manajemen Wisata Alam Dalam 32 words — < '] A)

Peningkatan Ekonomi Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jalur
Pendakian Gunung Slamet Dusun Bambangan dan Gunung Sindoro Desa

Kledung).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest
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Fau2|yah, Fauziyah. Pemutu.sar? Hubungan Ke:Ja PaQa Masa 31 words — < 1 /0
Pandemi COVID-19 Perspektif Figih Muamalah”, Institut Agama Islam
Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

ProQuest

. : : ! - 0
Pian qulan, thn'Wahyu Nurjaman, Dede Suhgla. Sharla 31 words — < 1 /0
Compliance of Digital Gold Installment Transactions: A Figh

Muamalah Perspective from Tangsimekar Village, Indonesia", International Journal

of Sustainable Social Science (lJSSS), 2026

Crossref

s .. N . O
A, AL Habibi. "Efektivitas Mediasi Dalam Per.wyt.elesalan.S'engketa 30 words — < 1 A)
Murabahah dan Mudorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah al Uswah Kota Banjar.", Universitas Islam Negeri Saifuddin

Zuhri (Indonesia)
ProQuest

. . . .. O
Syafa, Muhammad Aldia. "Praktik Prlce. Fixing Oleh Tengkglak Dalam 30 words — < '] /0
Jual Beli Salak di Desa Bantarwaru Banjarnegara Perspektif Fatwa
DSN Mui No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli dan Pendapat Yusuf Al-
Qaradawi", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025

ProQuest

ﬁggntitrnal.almaata.ac.ld 29 words — < 1 /0

ﬁg:nre?ahalnpare.ac.ld 29 words — < 1 )0
. . . . s 0

Fathin Agidatus Zahro, Destri Budi Nugraheni. "PERSETUJUAN 28 words — < ’l /0

NASABAH PENERIMA FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KAITANNYA
DENGAN KEABSAHAN HAWALATUL HAQ (CESSIE)", Al-AdI : Jurnal Hukum, 2025

Crossref

: : : i 0
Sarjono. Kepuasan Kerjg Guru Pad{:\ Lembaga Paud Islam Q| 28 words — < ’l /0
Kabupaten Cilacap (Studi Komparatif Pada TK IT Insan Kamil dan RA

AL Barokah Cisumur Kecamatan Gandrungmangu).", Universitas Islam Negeri

Saifuddin Zuhri (Indonesia)

ProQuest

. R . . . O
Sutarsih, E.ndcjn'ng. Tinjauan Hulfum Islam Te.rhadapjamlnan F|§U5|a 28 words — < 1 A)
Dalam Perjanjian Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Suriyah Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

ProQuest
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Kusumgwatl, Ph|an Kgrr?la. Implementasi Program Pem.blasz';\an 27 words — < 1 A)
Berbasis P5 di TK Pertiwi 2 Dukuhwaluh Banyumas.", Universitas

Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest

. o . . O
Sismanto, Mochamad Rizqi. ’Rekonstruk5| Regul§5|'Pemb.uatan 27 words — < 1 A)
Standar Akta Perbankan Sya’'Riah Berdasarkan Nilai Keadilan",

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest

Alen, Winci. "Revitalisasi Wi K Turis P i 0
en, Winci evita isasi isata Kampung uris angahdaran Sebaga|26 words — < 1 /0
Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Ekonomi

Pembangunan Islam).”, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest

Maskur, Maskur. "Analisis Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Mata < 1 %
. . . . . 26 words —
Pelajaran Figih Pada MI Ya BAKII Kesugihan 02 Kabupaten Cilacap",

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest

Gumilar, Panji Rizki. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan < '] %
: . : 25 words —

Notaris Berupa Tidak Menyelesaikan Proses Hak Tanggungan Dan

Proses Sertipikat Sesuai Dengan Perjanjian Yang Dibuat Dengan Pihak Bank (Studi

Di Bank Perkreditan Rakyat Central Artha Cabang Brebes)", Universitas Islam

Sultan Agung (Indonesia), 2022

ProQuest

Ma!la? D.H. Rah|§m. Towards Re5|l|ent Societies: The"Synergy of 25 words — < 1 /0
Religion, Education, Health, Science, and Technology", CRC Press,
2025

Publications

Muhammad Ismail, Ahmet Faruk Aysan, Mounther Barakat. "Islamic < 1 %
: : : : 24 words —

Finance and Financial Innovation - Cultural, Regulatory and

Technological Challenges", Routledge, 2026

Publications

. - . . . . - . . O
Nandi, Mulyadi. Manajemeh Kinerja Berbasis Spiritual Bgndlng di 24 words — < 1 A)
SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Zam-Zam Cilongok

Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest

. . . . 0
Nur, Alfian F|kr.|. Manajemen Peningkatan Mutu Pada Program ” 24 words — < 1 A)
Bahasa Arab di Pondok Modern Az-Zahra Al-Gontory Banyumas.",

Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)



ProQuest

N, : 0
Idamatu55|lm|. Perlindungan Hukum Bagi Pelgku Usaha Dalam 23 words — < 1 /0
Sistem Cash on Delevery (COD) Pada Transaksi E-Commerce:

(Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah).", Universitas Islam

Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

ProQuest

. . . . _ . H HE 1 1 O
Jefik Zulfikar Hafizd, Sofian Al-Hakim, Dudang Gojali. "Perbandingan 23 words — < ’] A)

Fikih tentang Mudharabah: Analisis Keterbatasan dan Hambatan
dalam Perkembangannya", Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences,
2024

Crossref

. 1 n H - O
Moh Agus Sifa', Ahmad Syakur. Implement§5| Fatwfa DSN-MUI Tahun23 words — < '] /0
2002 Tentang Rahn Dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah
Terhadap Penerapan Biaya Mu'nah", JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS, 2025

Crossref

. R 0
Prayogo, lip Harnotg. Perlindungan Huku.m. Terhadap Kgnsgmen 23 words — < '] /0
Pada Proses Jual Beli Perumahan Bersubsidi Secara Kredit di

Perumahan Bumi Asri Sidasari Sidabowa Perspektif Maslahah Mursalah.",

Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest

Zeehan Fuad Attamimi, Hari Sutra Disemadi, Budi Santoso. "PRINSIP < 'l %
23 words —

SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI

PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH", Jurnal Jurisprudence, 2019

Crossref

: : : 0
repository.uinsu.ac.id 23 words — < 1 /0

Internet

. " . . L O
Fatha'n, Budiman. Ma!’]ajemen Za.kat Daerah di Provinsi Jawa Tengah 22 words — < 1 /0
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen,

Karanganyar dan Banyumas).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

ProQuest

Hani Meilita Purnama Subardi. "Mekanisme Pembiayaan Fintech < 1 %
. . . . - 22 words —

Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia", Jurnal

Produktivitas, 2021

Crossref

Indri Yuliafitri, Euis Nurhayati, Gia Kardina Prima A. "PERANCANGAN < 1 %
22 words —

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN AKAD IJARAH PADA HOTEL

SYARIAH DI BANDUNG", Banque Syar'i : Jurnal llmiah Perbankan Syariah, 2019



Crossref

o : - 0
Ulya, Ukhti Karimatul. "Efektivitas Program Pesantren 'I\/Iadr'asah' 22 words — < 1 /0
Dalam Membentuk Karakter dan Menguatkan Prestasi Belajar di mi

Ma'arif nu 1 Pageraji Cilongok Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin

Zuhri (Indonesia)
ProQuest

, , , 0
ejournal2.undip.ac.id 22 words — < 1 Yo

Internet

Ita Miftahul Janah, Sunan Fanani. "ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH < 1 %
21 words —

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BPRS AMANAH SEJAHTERA

GRESIK", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2020

Crossref

. " . - - 0
Zayyadi, Ahmad. Pendgkatan Hermeneugka Magqgasidi Dalam 21 words — < 1 /0
Memahami Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 07 Tahun 2005
Tentang Pelarangan Pluralisme, Sekularisme, dan Liberalisme di Indonesia.",

Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest

Abd. Halim, Nurdhin Baroroh. "Pariwisata Halal: Studi Komparatif < 1 %
. . .. - 20 words —

Hotel Syariah di Yogyakarta dan Bali", Al-Manahij: Jurnal Kajian

Hukum Islam, 2021

Crossref

Fitriani Arief, Rina Marlina. "TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM < 1 %
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi
Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi, 2024

Crossref

M. Kamal Fathoni. "Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel < 'I %
. . R . 20 words —

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan

Hukum Islam, 2021

Crossref

Nafis Irkhami. "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam < ’l %
. . . . . . ... .20 words —

industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", ljtihad

: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2018

Crossref

. H n H i O
Wldyantoro, Ane. Im!oleme'nta5| eksekusi .hak Fanggungan pada 20 words — < 1 /0
bank syariah indonesia banjarnegara”, Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2023

ProQuest
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rechtenstudent.iain-jember.ac.id 20 words — < 1 /0

Internet

: : 0
www.jurnalhamfara.ac.id 20 words — < 1 /0

Internet

c . . O
Abrori. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan I\/Iahkamah Agung 19 words — < 1 /0
Nomor 557 K/Ag/ 2019 Tentang Sengketa Perdata Pembiayaan
Musyarakah Perspektif Teori Keadilan Reinhold Zippelius", Universitas Islam Negeri

Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest

R C . . . . 0
Megawati, Rintati. Implementay Ggrakan.theras.l Sekolah Sebagai 19 words — < 1 A)
Upaya Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Ml Istigomah Sambas

Purbalingga", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest

erln_l\.lowyantL' PengembangaT Industri Wisata HaIaI.d'l I_ndone5|a. 19 words — < 1 A)
Analisis Potensi dan Tantangan", RIGGS: Journal of Artificial
Intelligence and Digital Business, 2024

Crossref

Zul in. "Analisis P ' K D iah 0
ulgarnain. "Analisis erbandlnggn eputqgan ewan Syarla. 19 words — < 1 /0
Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Majlis Penasihat Syariah,

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Berkaitan Isu-Isu Pasaran Modal Islam", University of

Malaya (Malaysia), 2023

ProQuest

. : : 0
journal.trunojoyo.ac.id 19 words — < 1 /0

Internet

. . . 0
journal.unisnu.ac.id 19 words — < '] /0

Internet

Chasanah, Uswatun. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan < 1 %
: : : o : 18 words —

Qardh Di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi Di Bank Wakaf Mikro

Amanah Berkah Nusantara Purwokerto Dan Bank Wakaf Mikro Al-lhya Baitul Augof

Cilacap)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest

Gautsi Hamida, Irham Zaki. "POTENSI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH < ’l %
. . 18 words —

PADA SEKTOR KEPARIWISATAAN KOTA BATU", Jurnal Ekonomi

Syariah Teori dan Terapan, 2020

Crossref



Ghozali, Habib M.. Ii‘engaruh kualltag Dewan Pengawas' Syarlah 18 words — < 1 A)
(DPS) terhadap syari'ah compliance di lembaga koperasi berbasis

syari‘ah Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (PBMTI) Wilayah Jawa

Tengah", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024

ProQuest

Atun, Ariani. "Transformasi Asset - Based Community Development < 1 %
: . 17 words —

(ABCD) Dalam Meningkatkan Output Pada Pendidikan Menengah

Kejuruan di SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Banyumas.", Universitas Islam Negeri

Saifuddin Zuhri (Indonesia)

ProQuest

Isforo, Miftakhul Laty Yuli. "Rate Card Pada Kerjasama Endorsement < 'I %
. . . . . . .17 words —

Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam", Institut Agama Islam Negeri

Purwokerto (Indonesia), 2022

ProQuest

Purwanto, Guntur Dwi. "Inovasi Pendidikan Vokasi Pada Sekolah < ’l %
. . . . . 17 words —

Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren di Kabupaten Cilacap.",

Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

ProQuest

Sug|art|, Stephanle.' Efekt|f|ta§ Pemberlak.uan' Sanksi Kepada 17 words — < ’l %
Notaris/PPAT Penerima Pekerjaan Yang Diberikan Oleh PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk,. Akibat Pekerjaan Yang Melebihi

Jangka Waktu Penyelesaiannya/Service Level Agreement (SLA)", Universitas Islam

Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

Arisandi, Desi. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian < 1 %
: : : 16 words —

Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya

Perjanjian Kawin", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

. . R . . . . 0
Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regula.5|_ Perlindungan Hukum Bagi 16 words — < 1 /0
Pengguna Jasa Angkutan dalam Pengiriman Barang Berbasis

Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

. " . . O
Roanna Davin Pamungkas, Wagg Wage. Pemblayaah Umroh Melalui 16 words — < 1 /0
Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia", Alhamra Jurnal Studi Islam, 2020

Crossref
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Devid Frastiawan Amir Sup. "Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam < 1 %
. . 15 words —

Perspektif Hukum dan Fatwa", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH,

2021

Crossref

Dodih Suhardih. "KONTROVERSI HALAL-HARAM ASURANSI SYARIAH", < 1 %
15 words —
TAHKIM, 2018

Crossref

Firdaus, Muhammad. "Analisa Yuridis Terhadap Jangka Waktu < 1 %
.. 15 words —

Berlakunya Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan Pada Kredit

Kepemilikan Rumah Sejahtera FLPP di Bank Mandiri Area Semarang Pahlawan",

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest

Kurni Dena. "Manaj P Tahfizul Qur'an Di M 0
urniawan, Dena anajemen Program a,'lzu Qurgn i Mustawa 15 words — < 1 /0
Awwal Pondok Pesantren Modern Darul Qur'an Al-Karim Baturraden

Kabupaten Banyumas", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest

Subekhi, Muhammad Abdulah. "Wakaf Uang: Studi atas Pelaksanaan < 1 %
: . 15 words —

Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM)

Tegal Perspektif Hukum Islam", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

(Indonesia), 2022

ProQuest

N : 0
jimfeb.ub.ac.id 15 words — < 1 /0

Internet

Firmananta Respati, Erma Zahro Noor. "KEABSAHAN HUKUM < 'I %
14 words —

PENGIKATAN JAMINAN TANAH DALAM PRODUK RAHN TAJSILY DI PT

PEGADAIAN - STUDI KASUS PEGADAIAN UNIT BUNGAH", HUKMY : Jurnal Hukum,

2024

Crossref

. . " . . . O
Ju‘wanyah,Juwalflya‘h. Implementa5| Manajemen Berbasis Madrasah 14 words — < 1 /0
Di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 03 Kecamatan
Bantarkawung Kabupaten Brebes", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
(Indonesia), 2022

ProQuest

Nurfazilah Nurfazilah, Noval Ansari, Najmi Raehani, Ulfa Azizah, < 1 %
. . 14 words —

Kamaruddin Arsyad. "ANALISIS ISI AKTA AKAD MURABAHAH PADA

PRODUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BANK SYARIAH", Jurnal Review Pendidikan

dan Pengajaran, 2025



Crossref

Rose Tiady. "PERBEDAAN HARGA TRANSAKSI DENGAN UANG < 1 %
14 words —

ELEKTRONIK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER",

Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2024

Crossref

. . . . - . 0
Somadi, ;up|an Cupian, Amella Hayati. "Faktor Yan.g Mempepgaruhl 14 words — < 1 A)
Pengambilan Keputusan Wisatawan Untuk Berkunjung Ke Wisata
Halal", JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS, 2024

Crossref

e L . " . . 0
Sujiati, Ani Evg. Implementasi Prinsip Good Corporate Governance 14 words — < 1 A)
(GCG) Pada Sistem Pengelolaan CV. Borneo Transport di Kota

Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)
ProQuest

Destiyanti, Nurlaeli. "Manajemen Distribusi Zakat Dalam < 1 %
: . : 13 words —

Penanggulangan Dampak Akibat Pandemi COVID 19 (Studi Pada

Baznas Kabupaten Banyumas)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

(Indonesia), 2022

ProQuest

Eko Kurniasih Pratiwi. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah < '] %
. . 13 words —

Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)",

Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 2017

Crossref

Fikri 'A‘inul Qolbi,. Faizap Alam. "Sharia Hotel Management Pol.icy: An 13 words — < '] %
Analysis of Islamic Attribute of Destination Theory in Indonesia and
Malaysia", Journal of Islamic Economic Laws, 2024

Crossref

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 13 words — < ’l %
Management, Volume 5, Issue 4 (2012-11-24)

Publications

Mamat Dedi Slamet, Achmad Otong Busthomi, Didi Sukardi. "Tinjaun < 1 %
: : : .13 words —

Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Ekonomi Berbasis

Pariwisata di Desa Cipulus Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka", Journal of

Sharia Tourism and Hospitality, 2024

Crossref

Samvara, Made Adhiguna. "Rekonstruksi Regulasi Pemanfaatan < ’l %
: : ... 13words —

Candi Borobudur Untuk Peribadatan Umat Buddha Berbasis Nilai

Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024



ProQuest

Turohmah, Farida. "Implementasi Etika Perspektif Imam Al Ghazali < 1 %
: : . R 13 words —
Dalam Strategi Pembelajaran Guru pai di smk Farmasi Majenang

Kabupaten Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest

Arifin, Muhamad Fathul. "Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf Di < 1 %
: : 12 words —

Wilayah Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kesugihan

Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

ProQuest

EBudl Rahmat Hak|m, Fauziah Hayatl, I\/Iuhammgd Napiz Saputro. 12 words — < 1 %
Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn Mui/X/2016 Pada

Penginapan Syariah ; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah,

Dan Guest House Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin", JOURNAL OF ISLAMIC AND

LAW STUDIES, 2022

Crossref

I—I'urrlyat|‘R'c:;1t|h, TJahJo'no Bermy, GafarAbdullah Ade, Sulastri, 12 words — < ’l /0
Lisnawati. "Advances in Business, Management and
Entrepreneurship"”, CRC Press, 2020

Publications

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and < 'l %
12 words —
Management, Volume 5, Issue 3 (2012-08-18)

Publications

Salimadin, Salimadin. "Perjanjian Baku Pada Transaksi Jual Beli < ’l %
. . N . 12 words —

Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Toko Purnama

Jaya Karanganyar Purbalingga)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

(Indonesia), 2022

ProQuest

.. . . . " . 0
Ahmad Bahiej, Makhrus MunaJat, Diky Fagih Maulana. "The Ll'festyle 11 words — < 1 /0
and Halal Industry Methods with Local Culture: Study of Tourism and
Halal Products in Nusa Tenggara Timur 2020", Jurnal limiah Al-Syir'ah, 2021

Crossref

. . " . . O
Amelia Azizah, I\/I.ohamad Rana. Strategi Pengembangan W|s§ta | 11 words — < 1 A)
Banyu Panas Palimanan Cirebon dalam Meningkatkan Potensi Wisata

Alam", Journal of Sharia Tourism and Hospitality, 2024

Crossref
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Hadining, Hasanain Haikal. "Rekontruksi Kebijakan Perjanjian Kerja < 1 %
: e N 11 words —
Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (DTB-PNS) Berbasis Nilai

Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest

. . F— .. . O
Desi Ayu Anita, Makhrus Makhrus. Tln_gkat Risiko Pemblayaan. 10 words — < 1 A)
Bermasalah dalam Akad Murabahah bil Wakalah Terhadap Eksistensi
di Bank Syariah Indonesia", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities,

2022

Crossref

. " . . . s .. O
Diana, De?lla Ochta: Implikasi yurldls.terhadap pelanggaran isi akta 10 words — < 1 /0
perdamaianYangdibuat para pihak di hadapan notaris dalam
konsepsi kepastian hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

: : ’ - 0
Edi Saputra Siregar. Konsep Hukum Terhad'ap ljarah (Sewa 10 words — < '] /0
Menyewa)", Journal of Islamic Law El Madani, 2024

Crossref

T . < . . . . . O
Flrd|a5|h, Tol ah. Aeni. Mar.1aJemer: Blmp|ngan Dan Konseling Kf‘arler 10 words — < '] /0
Di Madrasah Aliyah Negeri | Tegal", Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto (Indonesia), 2022

ProQuest

Dini Eahdu, Primawan. "Imp‘lementasi NiIai-NiIa.i Penguatan 9 words — < '] %
Pendidikan Karakter (PPK) di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Darus
Sunnah Wangon Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2024/2025.", Universitas

Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
ProQuest

. . . " 0
I\/Iayasar|,'S.E ngs Rosdiana. "Pertanggung Jawaban Hukum Pengguna 9 words — < ’l /0
cek dan Bilyet giro pada Lembaga Perbankan Dalam Rangka
Meningkatkan Kelancaran Transaksi Bisnis", Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia), 2023

ProQuest

Muhayati, lim. "Konstruk Akad Pada Pembiayaan Online Syariah < 1 %
: : . : 9 words —
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Duha Madani

Syariah)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest

. " . . O
Setyanugraha, M. Arlef.. Pengaruh Integritas Karyawan, Kualltas. 9 words — < 1 A)
Pelayanan, dan Local Wisdom Terhadap Loyalitas Anggota (Studi
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